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Dengan terbitnja buku "PELAKSANAAN LANDREFORM” ini 
maka Jajasan Pertanian Nasional sudah menerbitkan buku kedua 
dalam bidang h uk um pertanahan atau bidang Agraria Repu. 
blik Indonesia. Adapun penerbitan pertama ialah buku ''UU POKOK 
AGRARIA DAN LANDREFORM” dimana berisikan pokok-pokok 
'pereturan agraria dan djuga termasuk pokok-pokok atau prinsip 
pokok tentang Landreform. Seperti penerbitan buku pertama kami 
maksudkan adalah untuk memperluas tentang tata.hukum perta. 
nahan Indcnesia terutama bagi kaum Tani dan pada umumnja ke. : 
pada segenap warga.negara serta penduduk Tanah Air kita. Demi- 
kian djuga maksud kami mengenai penerbitan buku kedua ini jang 
kami beri nama "PELAKSANAAN LANDREFORM”. Adalah men. 
djadi suatu rialitas dalam alam ilmu pengetahuan bahwa banjak 
membatja akan panjak diketahu: dan dimengerti dari hasil jang 
dibatja itu, hal f!ni selalu benar djarang sekali salahnja, amat ku. 
rang sempurnalah seorang manusia dimana banjak membatja akan 
tetani tidaklah ia mengerti apa jang dibatjanja itu. Maksud mem. 
perluas pengetahuan dan mengerti dalam arti jang sedalam2nja 
itulah jang hendak kami tjapai dengan penerbitan buku ini, sebab 
baru dengan mengert: sungguh? itu bisa mengadjak sertakan Rak. 
jat banjak berbaris berdujun.dujun sebagai bandjir untuk melurus. 
kan djalannja Revolusi Agraria. Revolusi jang kami maksudkan 
diatas iaiah dengan mendjalankan setjara konsekwen pelaksanaan 
Landreform setjara Revolusioner dan ketat.memegang teguh UU 
Pokok Agraria. Tepat sekalilah uraian J.M. Menteri/Wakil Ketua 
Dewan Fertimbangan Agung Dr. Hadji Roeslan Abdulgani dalam 
"kata sambutannja' bahwa kita harus dengan tiada 
henti.hentinja wmengadjak Rakjat Indonesia berbaris dibawah 
BENDERA REVOLUSI. 

Karena £tu kami adjak seluruh golongan ditengah? masjarakat 
Bangsa pada dewasa ini terutama golongan-golongan berhimpun 
dalam D.P.R.-G.R./M.P.R.S. jang telah dengan kongkerit menjjetu. 
diui UU Pokok Agraria dan Manifesto Politik serta haluan Pem. 
bangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 — 
1969, untuk tidak lagi membitjarakan soal2 jang telah selesai dibi. 
tjarakan, akan tetapi marilah kita semua berbaris bersatu padu me. 
laksanakan ketetapan? jang telah ada itu. Sebagaimana sudah dite- 
tapkan bahwa Revolusi Indonesia dengan tidak mendjalankan 
LANDREFORM tidaklah komplit dan bukan sadja tidak 
komplit akan tetapi lebih dari itu, jakni Landreform adalah "Ian 
dasan-utama” dari Pembangunan Nasional Semesta Beren. 
tjana, karenanja pula ia merupakan "bahagian. mutlak. 
Revolusi.Indonesia": hal mana dibuktikan dengan 
ajunan.tjangkul.pertama tanggal satu Djanuari 
1981 oleh P.J.M, Presiden Sukarno memerintah mula: saat itu 


3 


mendjalankan Landreform tsb. Harapan kami tiada lain selain 
daripada hendaknja suruh kaum tani Indonesia 
chususnia dan Rakjat pada keseluruhannja bersama.gama mendu. 
kung terlaksananja gagasan Landreform. Kemudian daripada itu 
kami sampaikan utjapan-terima.kasih jang tiada.putus?nja datang 
dari lubuk-hati.nurani.ichlas kehadapan J.M. Menteri/Wakil Ketua 
Dewan Pertimbangan Agung Dr. Hadji Roeslan Abdulgani berhu. 
pung berkenannja beliau memberikan kata.sambutan pada buku ini. 


Djakarta tgl. 1 Desember 1961. 
Penerbit 
JAJASAN PERTANIAN NASIONAL. 


naat. 


Aa 


D E w AN 
PERTIMBANGAN AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 


KATA-SAMBUTAN 


Revolusi Indonesia telah mentjapak tingkat sosialLekonomis. 
Disamping melaksanafkan rentjana djangka pendek berupa TRI. 
PROGRAM Pemerintah, kita harus melaksanakan dasar? untuk 
pembangunan masjarakat sosialis Indonesia. Bagi masjarakat Indo. 
nesia jang agraris ini, maka. disamping industrialisasi dan mekani. 
sasi pertanian, adalah sangat penting djuga LANDREFORM, ja'ni 
perombakan hak milik tanah jang masih bersifat kolonial dan feodal. 

»TANAH untuk TANI” bukan sadja harus mendjadi sembojan 
kita, tam pula usaha kita setiap hari sebagai langkah? djangka.pen. 
dek, didalam rangka usaha djangka pandjang. 

Pembangunan raksasa jang tengah kita lakukan tidak mungkin 
dapat berdjalan lantjar, bila pekerdjaan? itu kita lakukam dengan 
sistim ,rodi”, dan tidak dengan djiwa gotong.rojong. Kaum tani 
harus tergerak karena terbawa oleh tjita2. 

Dan untuk itu penerangan? perlu kita lakukan setjara meluas 
dan tak terhenti-henti. Kejakimnan serta pengertian tentang tudjuan 
Landreform jang merata akan memudahkan pelaksanaannja, Di. 
sana.smi tentu akan kita djumpai rimtangan?, tetapi dengan djalam 
musjawarah dan jakin.mejakimkan bersama, tentu banjak kesulitan 
dapat kita selesaikan. 

Maka karena itu penerbitan seperti buku ,PELAKSANAAN 
LANDREFORM" oleh »Jajasan Pertaniam Nasiona?? ini harus kita 
sambut dengan gembira 

Mari kita adjak seluruh rakjat Indonesia berbaris dibawah BEN. 


DERA REVOLUSI ! 
: Djakarta, 89 Nopember 1961 
MENTERI/WAKIL KETUA D.P.A, 


(Dr. H. ROESLAN ABDULGANI ). 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961 
| TENTANG 


PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN 
" GANTI KERUGIAN 


. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Landreform 
perlu diadakan peraturan tentang pembagian ' 
tanah serta soal.soal jang bersangkutan denzan 
itu, 


Memperhatikan : hasil-hasil kesimpulan Seminar Landreform di 
Pusat dan di Daerah-daerah: 


Mengingat : Aa. Pasal 5 ajat 2. Undang? Dasar: 
b. Undang? Pokok Agraria (Undang? No. 5 ta- 
hun 1960, LN. tahun 1960 No. 104), 
c. Undang2 No. 56 Prp tahun 1960 (L.N, tahun 


| 1960 No. 1194), 
0. d. Undang? No. 1 tahun 1948 (L.N. tahun 1958 
| No. 2), 
e. Undang? No. 19 tahun 1948 (L.N, tahun 1958 
No. 139), 
f. Undang? No. 10 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 
1960 No. 31): 
Mendergar : Musjawarah Kabinet Kerdja dalam sidangnja 


tanggal 12 September 1961. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PE. 
LAKSANAAN DAN PEMBERIAN GANT: KE 
e | RUGIAN. 


BAB 1. 
TANAH JANG AKAN DIBAGIKAN. 
Pasal 1. 


Tanah? jang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagi. 
kan menurut ketentuan? dalam Peraturan ini ialah : 


a. tanah.tanah selebihnja darj batas maksimum sebagai dimaksud. 
kan dalam Undang-undang No. 56 Prp, tahun 1960 dan tanah 
tanah jang djatuh pada Negara, karena pemiliknja melanggar 
ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut, 

b. tanah.tanah jang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknja 
bertempat tinggal diluar daerah, sebagai jang dimaksudkan 
dalam pasal 3 ajat 5, 


Cc. tanah-tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang'telah beralih 
kepada Negara, sebagai jang dimaksudkan dalam Diktum Ke- 
empat huruf A Undang? Pokok Agraria, 


Jd, tanah2 lain jang dikuasai langsung oleh Negara, jang akan d:te. 
gaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria. 


Pasal 2. | £ 


1. Pemilik tamah jang melebihi batas maksimum termaksud dalam 
Urdang?: No. 56 Prp. tahun 1960 diberi kesempatan untuk menga. 
djukan usul kepada Menteri Agraria, mengenai bagian atari bagi. 
an-bagian mana dari tanahnja jang ia inginkan tetap mendjadi 
miliknja, 


2. Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria 
menetapkan bagian atau bagian? mana dari tanah itu jang tetap 
mendjadi hak pemilik, (selandjutnja disebut: tanah hak pemilik) 
dan jang mana langsing dikuasai oleh Pemerintah, untuk selan- 
djutnja dibagi-bagikan menurut ketentuan dalam pasal 8, 


3. Menteri Agraria dapat menjerahkan wewenang tersebut pada 
ajat 1 dan 2 pasal !ni kepada Panitya Landreform Daerah Ting. 
kat II. 

4. Penguasaan tanah2 jang dimaksujkan dalam ajat 2 pasal ini di- 
mulai pada tanggal 24 September 1961. 


Pasal 3, 


1. Pemilik tanah jang bertempat tinggal diluar ketjamatan tempat 
letak tanahnja, dalam djangka waktu 6 bulan wadjib mengalih. 
kan hak atas tanahnja kepada orang lain diketjamatan tempat 
letak tanah itu atau pindah keketjamatan Jetak tanah tsb. 


2. Kewadjiban tersebut pada ajat 1 pasal ini tidak berlaku bagi 
pemilik tanah jang bertempat tinggal diketjamatan jang berba- 
tasan dengan ketjamatan tempat letak tanah, djika djarak 
antara tempat tinggal pemilik dan tanahnja masih memungkin- 
kan mengerdjakan tanah itu setjara effisien, menurut pertimba. 
ngan Panitya Landreform Daerah Tingkat II. 
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3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ajat 2 pasal 
ini, maka djika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggal. 
ken tempat kediamannja keluar ketjamatan tempat letak tanah 
itu seiama 2 tahun berturut.turut, ia wadjib memindahkan hak 
milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal 
di ketjamatan itu, 


4, Ketentuan dalam ajat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mere. 
ka, jarg mempunjai tanah diketjamatan tempat tinggalnja atau 
diketjamatan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 2 pasal ini, 
jang sedang mendjalankan tugas Negara, menunaikan kewadjiban 
agama, atau mempunjai alasan chusus lainnja jang dapat dite.- 
rima oleh Menteri Agraria, Bagi pegawai pegawai negeri dan 
pendjabat-pendjabat militer serta jang dipersamakan dengan 
mereka, jang sedang mendjalankan tugas Negara, perketjualian 
tersebut pada ajat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian 
sampai seluas 2/5 dari luas maksimum jang ditentukan untuk 
daerah jang bersangkutan menurut Undang-undang No. 56 Prp. 
tahun 1960. | 


5, Djika kewadjiban tersebut pada ajat 1 dan 3 pasal ini tidak 
dipenrihi, maka tanah jang bersangkutan diambil oleh Peme. 
rintah, untuk kemudian di-bagibagikan menurut ketentuan 
Peraturan ini. 4 


6. Kepada bekas pemilik tanah jang dimaksud dalam ajat 5 pasal. 
ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan Peraturan ini. 


Pasal 4. 


1. Tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang dengan ketentuan 
diktum IV huruf A Undang? Pokok Agraria beralih kepada Ne- 
gara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, 
sebagian untuk mereka jang langsung dirugikan karena dihapus 
kannja hak Swapradja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagi- 
kan kepada rakjat jang membutuhkan, menurut ketentuan? dalam 
Peraturan ini. 


2. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai jang dimaksud. 
kan dalam ajat 1 pasal ini, ditetapkan menurut keperluannja oleh 
Menteri Agraria. 


3. Tanah jang diperuntukkan pagi mereka jang langsung dirugikan, 
sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, letak dan 'uas- 
mja ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 


Pasal 5. 
Pembagian tanah? lainnja jang dikuasai langsung oleh Negara 


menurut ketentuan dalam pasal 1 huruf d, diatur oleh Menteri Agra- 
ria, dengan memperhatikan ketentuan2 dalam Peraturan ini. 


BAB II. 


PEMBERIAN GANTLKERUGIAN KEPADA BEKAS PEMILIK. 


Pasal 6. 

Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah jang berdasarkan pasal 1 
Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan 
kepada jang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, 
diberikan ganti-kerugian, jang besarnja ditetapkan oleh Pasitya 
Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan atas dasar 
perhitungan perkalian hasil bersih rata.rata selama '5 tahun ter 
achir, jang ditetapkan tiap hektarnja menurut golongan kelas 
tanahnja dengan menggunakan dezgresivitet sebaga? tertera di. 
bawah imi: 


ca. untuk 5 hektar jang pertama: tiap hektarnja 10 kal: hasil- 


bersih setahun, | 

b. untuk 5 hektar jang kedua, ketiga dan keempat: tiap hektar. 
nja 9 kali hasil-bersih setahun, 

C. untuk jang selebihnja: tiap hektarnja 7 kali hasil-bers:ih 
setahun: dengan ketentuan bahwa djika harga tanah menu- 
rut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi daripada 
harga-umum, maka harga-umumlah jang dipakai untuk pene- 
tapan ganti-kerugian tersebut. 


Jang dimaksudkan dengan ,,hasil-bersih” adalah seperdua hasil. 


. kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil-kotor bagi tanaman 
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palawidja 


Dj:ka bekas pemilik tanah tidak menjetudjui besarnja ganti.ke- 
rugian sebagai jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Daerah. 
Tingkat JI, maka ia dapat minta banding kepada Panitya Land. 
reform Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sedjak tanggal 
penetapan ganti-kerugian tersebut. 


Keputusan Panitya Daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan 
dengan dasar perhitungan termaktub dalam ajat 1 pasal ini. Ke. 
putusan Panitya tersebut mengikat. 


Pasal 7. 


. Ganti-kerugian tersebut pada pasal 6 diberikan sedjumlah 1095 


dalam pentuk uang simpanan di Bank Koperasi, Tan! dan Nelajan, 
sedang sisanja berrpa surat-hutang.-landreform. 


2. Uang simpanan tersebut dapat mulai diambil oleh jang berhak 


sewaktu-waktu sedjak satu tahun setelah tanah jang bersang. 
kutan dibagikan kepada rakjat menurut pasal 8. 


. Surat2Jvitang.landreform, dalam djumlah nila! jang sesuai, mem. 


beri kesempatan bagi pemegangnja atau pemegang-pemegangaja 
setjara bersama-sama, untuk ditukarkan dengan barang2 modal 
dari Pemerintah, guna pembangunan usaha industri sesuai deng. 
an rentjana pembangrinan industri. 


, Surat-hutanglandreform tersebut pada ajat 1 pasal 'ni diberi 


bunga 399 setahun. Selama pemilik belum dapat mengambil uang. 
nja tersebut pada ajat 2 pasal ini, maka kepadanja diberikan 
ajuga bunga 3y9 setahun itu. 


Tiap.tiap tahun, dimulai 2 tahun sesudah tahun surat-hutang.lan 
Greform dikeluarkan, dibuka kesempatan untuk menukar sirat. 
hutanz.lan:reform itu sebesar sebagian dani djumlah nilai surat. 
hutanglandreform tersebut, jang akan dilunasi dalam waktu 12 


tahun. | 


. Dj'ika djumlah ganti.kerugian termaksud dalam pasal 6 tidak 


melebihi Rp. 25.000,— maka Menteri Agraria dapat menetarkan 
pembajarannja dengan menjimpang dari ketentuan.ketentuan 
dalam ajat.ajat diatas. 

BAB III. 

Pembajaran Tanah dan sjarat.sjaratnja, 

Pasal 8. 
Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah? jang 
dimaksudkan dalam pasal 1 huruf ea, b dan c dibagi-bagikan 
dengan hak milik kepada para petani oleh Pan'tya Landreform 


Daerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut prioritet sebazai 
berikut : 


a. Penggarap jang mengerdjakan tanah jang bersangkutan, 

hb. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, jang mengerdjakan tanah 
jang bersangkutan, 

. Pekerdja tetap pada bekas pemilik tanah jang bersangkutan, 

. Penggarap jang belum sampai 3 tahun mengerdjakan tanah 
jang bersangkutan, 

. Penggarap jang mengerdjakan tanah hak-pemilik: 

Penggarap tanah? jang oleh Pemerintah diber: peruntukan lain 

berdasarkan pasal 4 ajat 2 dan 3: 

& Penggarap jang tanah garapannja kurang dari 0,5 hektar, 

Pemilik jang luas tanahanja kurang dari 0,5 hektar: 
-a Petani atau buruh tani lainnja. 
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Aa 


9 


11 


Dika didalam tap? prioritet tersebut dalam ajat 1 kia in! 
terdapat : 


4. petani jang mempunjai ikatan keluarga sedjauh tidak lebih 
dari dua deradjat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan 
sebanjak-banjaknja 5 orang, 

b. petani jang terdaftar sebagai Veteran: 

C. petani djanda pedjuang kemerdekaan jang gugur: 

d. petani jang mendjadi korban kekatjauan, maka kepada mere- 

- Ka itu diberikan pengutamaan diatas petani2 lain, iang uda 
dialam golongan prioritet jang sama. 


Ja:.g dimaksudkan dengan ,,petani”, ialah orang, baik jang mem. 
punjai maupun tidak mempunja: tanah sendiri, jang mata pen. 
tjaharian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk pertanian, 


Jang dimaksudkan dengan ,,penggarap”, adalah petani, jang se- 
tjara sah mengerdjakan atau mengusahakan sendiri setjara aktif 
tanah jang bukan miliknja, dengan memikul seluruh atau seba. 
g:an dari risiko produksinja, 


Jarg dimaksudkan dengan ,,buruh tani tetap”, adalah petani, 
jang mengerdjakan atau mengusahakan setjara seru menerus 
tanah orang lain dengan mendapat upah. 


. Jang dimaksudkan dengan ,pekerdja tetap”, adalah orang jang 


bekerdja pada bekas pemilik tanah setjara terus menerus. 
Pasal 9. 
Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani jang di. 


maksudkan pasa) 8 harus memenuhi : 
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Sjarat2 umum : 


Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ketjamatan tem. 
pat letak tanah jang bersangkutan dan kuat kerdja dalam per. 
tanian, 


. Sjarat2 chusus: 


bagi petani jang tercolong dalam prioritet a, b, e, f dan g : telah 
mengerijakan tanah jang bersangkutan sekurang-kurangnja 3 
tahun berturut.turut: | 

bagi petani jang tergolong dalam prioritet d : telah mengerdjakan 
ta ahnja 2 musim berturut-turut: 

bagi para pekerdia tetap jang tergolong dalam prioritet c : telah 
bekerdja pada bekas pemilik selama 8 tahun berturit.turut. 


ana 


1. 


Pasal 10. 


Di daerah2 jang padat sebagai jang dimaksudkan dalam Undang2 
No, 56 Prp. tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian 
tanah menurut pasal 8 penetapan luasnja dilakukan dengan me- 
makai ukuran sebagai perikrit : 


a. Penggarap jang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar 
atau lebih, tidak mendapat pembagian. 

b. Penggarap jang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang 
dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah jang diker. 
djakan, tetapi djumlah tanah milik dan tanah jang dibagikan 
kepadanja itu tidak boleh melebihi 1 hektan. 

Cc. Penggarap jang tidak memiliki tanah sendiri, mendapat pem- 
bagian seluas tanah jang dikerdjakan, tetapi tanah jang diba- 
gikan kepadanja itu tidak boleh melebihi 1 hektar. 

d. Petani jang tergolong dalam prioritet b, d, e dan f pasal 8 
ajat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan 
dalam hurrif a, b dan c tersebut diatas, 

e. Petani jang tergolong dalam prioritet c, g h dan i pasal 3 
ajat l, mendapat pembagian tanah untuk mentjapai luas 0,5 
hektar. 


“Di daerah? jang tidak padat sebagai jang dimaksudkan dalam 


Undang2 No. 56 Prp. tahun 1960, maka batas luas 1 hektar seper. : 
ti tersebut pada huruf a, hb, c dan serta luas 0,5 hektar seperti 
tersebut pada huruf e ajat 1 pasal ini dapat diperbesar oleh Pa- 
nitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, dengan 
mengingat luas tanah jang tersedia untuk dibagisbagikan dan 
djumlah petani jang memerlukannja, 


Pasal 11. 


Didalam menetapkan bagian atau pagian-bagian tarah jang 


mendjad: hak bekas pemilik sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 
ajat 2 dan pembagian tanah kepada para petani tersebut pada 
pasal 8 harus diusahakan supaja tanah.tanah jang akan dimiliki oleh 
mereka masing-masing merupakan kesatuan jang ekonomis. 


pt 


Pasal 12. 


Pembagian tanah.tanah jang sudah ditanam: dengan tanaman 
keras dan tanah-tanah jang untuk tambak dapat dilaksanakan 
Gengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan darj pengusahaan 
pengusahaan tanah jang bersangkutan. 


Pelaksanaan pembagian tanah-tanah tersebut pada ajat 1 pasal 
ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria. 
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Pasal 13. 


Tanah.tanah untuk penggembalaan umrim bagi ternak rakjat 
disediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannja. 


Tanah2 untuk penggembalaan bazi perusahaan ternak diberikan 
dengan hak guna-usaha atas sebidang tanah tertentu, dengan 
sjarat2 jang akan ditetapkan lebih Jandjut oleh Menteri Agraria, 


BAB IV. 


Pemberian hak milik dan gjarat.sjaratnja. 
Pasal 14. 


Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik setjara definitip 
menurut ketentuan prioritet tersebut pada pasal 8 ajat 1, maka 
para petani jang mengerdjakan tanah? jang disebut dalam pasal 1 
huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerdjakan tanah jang 
bersangkutan untik paling lama dua tahun, dengan kewadjiban 
membajar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiza) dari 
hasil panen atau uang jang senilai dengan itu. 


Para petani jang mengerdjakan tanah tersebut pada ajat 1 
pasal ini diberi hak milik atas tanah jang dikerdjakannja itu, 
apabila memenuhi sjarat2 prioritet sebagai jang dimaksudkan 
dalam pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewadjiban memhajar 
sewa tersebut diatas, 


Pemberian hak milik tersebut pada ajat 2 pasal ini dilakukan 
dengan surat.keputusan Menteri Agraria atau pendjabat jang 
ditundjuk olehnja dan disertai dengar 'kewadjiban? sebagai 
berikut : 


a. membajar harga tanah jang bersangkutan menurut ketentuan 
dalam pasal 15. 


b. tanah itu harus dikerdjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri 
setjara aktip. 


c. setelah 2 tahun sedjak tanah tersebut diberikan dengan hak 


milik, setiap tahunnja harus ditjapai kenaikan has'! tanaman 
sebanjak jang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakjat Daerah. 


Selama harga tanah jang dimaksud dalam huruf a diatas belum 
dibajar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipiidah- 
kan kepada orang lain, ketjuali dengan izin Menteri Agraria atau 
pendjabat jang ditundjuk olehnja. 


O 


Kelalaian didalam memenuhi kewadjiban tersebut pada ajat 1 
atan ajat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan terse. 
but bada ajat 4 dapat dfdjadikan alasan untuk mentjabut izin 
mengerdjakan, tanah jang bersangkutan atau hak miliknja, tanpa 
pemberian sesuatu ganti-kerugian. Pentjabutan hak milik itu dila. 
kukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pendjabat 
jang ditundjuK olehnja. Pentjabutan izin mengerdjakan tanah 
dilakukan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II, 


BAB V. 


PENETAPAN HARGA TANAH BAGI PEMILIK BARU 
DAN TJARA PEMBAJARANNJA. 


Pasal 15. ' 


Harga tanah jang dimaksudkan dalam pasal 14 ajat 1 huruf a 
ditetapkan oleh Pamitia Landreform Daerah Tingkat II jang 
bersangkutan dan dinjatakan didalam surat.keputusan pemberian 
hak miliknja. 


Harga tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini tiap hektarnja ada. 
lah sama dengan rata2 djumlah ganti-kerugian sehektar .jang 
diberikan kepada bekas pemilik, sebagai jang dimaksudkan da. 
lam pasal 6 didaerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut 
klasifikasi tanahnja, ditambah 107 biaja administrasi. 


Harga tanah tersebut pada ajat 2 pasal ini dibajankan kepada 
Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 
15 tahun sedjak hak miliknja @berikan. 


Untuk menerima pembajaran harga tanah tersebut pada ajat 3 
pasal ini ditundjuk Bank Koperasi, Tani dan Nelajan dan dimana 
perlu dapat djuga ditundjuk badan2 lain. 
Djika pemibajaran harga.tanah tersebut diatas dilakuan dengan 
angsuran, maka selain harga jang ditentukan menurut ajat 2 
pasal tni, bersangkutan diharuskan membajar pula bunga 
sebesar 30/6 un. 

BAB VI 
DANA LANDREFORM. 


Pasal 16. 


. Untuk memperlantjar pembiajaan landreform dan mempermudah 


pemberian fasilitet2 kredit kepada para petani, oleh Menteri: 
| 15 


Agraria dibentuk Jajasan Dana Landreform, jang berkedudukan 
sebagai badan hukum jang otonoom. 


2. Sumber2 keungan Dana Landreform tersebut pada ajat 1 pasal 
ini barasal dari : 
a. Pemerintah. | 5 


b, Purgutan 106 ongkos administrasi dar! harga tanah jang 
harus dibajar oleh petani tersebut pada pasal 15 ajat 2. 


c. Hasil sewa dan pendrialan tanah2 dalam rangka pelaksanaan 
Landreform. 


d. Lain2 sumber jang sjah. 


3. Uang Dana Landreform disimpan dalam Bank Koperasi, Tani 
dan Nelajan atau Bank-bank 'lain jang ditundjuk oleh Menteri 
- Agraria, 21 


BAB VII. 
KOPESASI — PERTANIAN. 
Pasal 17. 


1. Ditiap-tiap desa atau daerah jang setingkat dengan itu dimara 
belum ada koperasi-pertaniannja, dibentuk koperasi-pertanian 
antara buruh tani, pemilik2 alat2 pertanian dan pemilik? tanan 

« pertanian, terutama jang mempunjai tanah 2 hektar atau kurang. 


2. Mereka jang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan 
Peraturan ini diwadjibkan mendjadi anggauta koperasi-pertanian 
tersebut, 


Anggauta jang mendapat tugas tetap dalami mendjalankan kope- 
rasi-pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewadj:ban jang 
dimaksudkan dalam pasal 14 ajat 3 huruf b. . 
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4. Pelaksanaan ketentuan? pasal ini diatur lebih landjut oleh Men. 
teri Agraria bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pem.- 
bangunan Masjarakat Desa. 


Pasal 18. 


Pemperian kredit kepada para petani oleh Bank Koperasi, Tani 
dan Nelajan sedjauh mungkin 'diselenggarakan melalui koperasi2 
pertanian tersebut pada pasal 17. 
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BAB VIII. 
KETENTUAN PIDANA, 
Pasal 19. 


1. Pemilik tanah jang menolak atau dengan sengadja menghalanz- 
halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pem'bagiannja, 
sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 2, dipidana dengan 
hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda seba. 
banjak-banjaknja Rp. 10.000,— sedang tanahrijja d:arnbil oleh 
Pemerintah tanpa pemberian ganti-kerugian, 


2. Barangsiapa dengan sengadja menghalarg-halangi terlaksananja 
Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan 
selama.lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja 
Rp. 10.000,—. 


3. Tindak pidana jang dimaksudkan dalam ajat 1 dan 2 pasal ini 
adalah pelanggaran. 


BAB IX, 
PENUTUP. 


Pasal 20. 


Pelaksanaan ketentuan? Peraturan ini diatur lebih landjut olen 
Menteri Agraria. : 
Pasal 21. 


Peraturan Pemerintah tni mulai berlaku pada targgal 24 Sep. 
tember 1961. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 19 September 1961 


PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd, 
(J. LEIMENA) 
Diundargkan d: Djakarta 
pada tanggal 19 September 1961 
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA, 
ttd. 
(A.W, SURJOADININGRATT ).- 


LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 No. 280, 
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PENDJELASAN 
ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961 
TENTANG 


PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN 
GANTI. KERUGIAN 


UMUM: 


(1) 


Salah satu tudjuan darj pada Landreform adalah mengadakan 
pembagian jang adil dan merata atas sumber penghidapan rak. 
jat tani jang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut 
dapat ditjapai pembagian hasil jang adil dan merata pula. 


Und?ng? Pokok Agraria (Undang? No. 5/1960) menetapkan 
dalam pasal 7, bahwa pemilikan dan penguasaan tanah jang 
melampaui batas tidak diperkenankan, Selandjutnja pasal 17 
menetapkan, bahwa luas maksimum dan/atau minimum tanah 
jang boleh dipunjai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau 
badan hukum akan diatur.Tanah2 kelebihan dari batas maksi. 
mum diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian untux 
selandjutnja dibagikan kepada rakjat jang membutuhkan, sedang 
tertjapainja batas minimum dilaksanakan setjara beranggir. 
angsur. Sebagai pelaksanaan darj pada ketentuan tersebut telan 
d:keluarkan Undang? No. 56 Prp. 1960 jang mengatur tentanz 
penetapan Juas tanah pertanian, 


Dalam Undang2 tersebut telah ditentukan batas luas maksimum 
tanah pertanian jang boleh 'dikuasai oleh satu keluarga sesuai 


dengan keadaan daerahnja masing? Selandjutnja keluarga? jang 


menguasai tanah pertanian, jarg djimlah luasnja melebihi patas 
maks:mum, waidjib melaporkan hal itu dan wadjib lapor itu telan 
didjalankan. 


Sebagai pelaksanaan selandjutnja dari pada Landreform itu 
dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pelaksanaan 
pembagian tanah2 dan pemberian ganti.kerugiannja serta soal? 
jang Bl aa engan £t. 


(2) Dalam Peraturan ini ditentukan, bahwa tanah? jang akan dibagi- 


bagikan itu tidak hanja terbatas pada tanah? jang merupakan 
keldbihan dari batas maksimum, melainkan mel:puti djuga 
tanah? jang diambil oleh Pemerintah karena pemiliknja bertem. 
pat tinggal di luar daerah, tanah2 Swapradja dan bekas Swa. 


(3) 


pradja jang telah beralih kepada Negara dan tanah? lain jang 
dikuasai langgirg oleh Negara. 

Dengan mengadakan peraturan tentang pembagian tanah? 
tersebut maka segala persoalan jang menjangkut pembagian 
tanah dapat diselesaikan menurut ketentsian? Peraturan ini. De- 
mikian pula kedudukan hukum dari pada tanah? jang idikerdja. 
kan/diusahaken, baik oleh para petani, hadan2 usaha, perusa- 
haan.perusahaan perkebunan maupun oleh Pemerintah sendiri, 
dapat ditertibkan, sesuai dengan pertimbangan? keadilan, peri. 
kemanusiaan dan, sosial-ekonomi. 


Tanan2 jang diambil oleh Pemerintah “untuk selandjutnja 

@hbagi.bagikan kepada para petani jang membutuhkan itu tidak : 

ng melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti.keru. 
an. 


Pemberian ganti.kerugian ini merupakan perwudjudan dari pada 
azas jang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional kita, jang 
mengakui adanja hak milik perseorangan atas tanah. 


Dalam pada itu dalam rangka Ekonomi Terpimpin. maka untuk 
mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, penggunaan ganti. 
kerugian jang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas pemilik 
tidak dibiarkan setjara bebas, melainkan harus terpimpin djuga 
dan diarahkan kepada usaha? pembangunan. Disamping itu ke- 
perluan pribadi bekas pemilik djuga tidak diabaikan. Berhubung 
dengan itu maka pemberian ganti.kerugian diatur : 10075 dalam 
bentuk uang simpanan jang dapat diambil sewaktu.waktu sesuai 
dengan kebutuhan pribadi bekas pemilik sedjak 1 tahun setelah 
tanah itu dibagikan kepada rakjat, sedangkan jang 90y9 harus 
digunakan untuk usaha? pembangunan industri. 


Dengan menjediakan modal sebesar 905 dari ganti.kerugian 
untuk industri itu, maka Landreform dalam pelaksanaannja te. 
lah menampatkan diri pada kedudukan jang sewadjarnja, jaitu 
sebagai basis Pembangunan Semesta, jang dalam hral ini berarti 
memberikan basis dan dorongan pag: perkembangan industri. 


Dengan betul2 menjadari tentang pentingnja koperasi sebagai 
alat dari pada Ekonomi Terpimpin, maka dalam Peraturan Pe- 
merintah ini pelaksanaan Landreform diarahkan djuga kepada 
perkembangan Koperasi2 Pertanian, jang beranggotakan buruh2 
tani, pemilik2 alat pertanian dan pemil:k2 tanah pertanian, ter. 
utama jang mempunjai tanah 2 Ha atau kurang. Disamping itu 
petani2 jang mendapat pembagian tanah djuga diwadj:bkan 
mendjadi anggota Koperasi Pertanian tersebut. Koperasi Perta- 
man itu tidak hanja mengatur pengusahaan atau penggarapan 
tanah setjara bersama, melainkan djuga mengatur tentanz 
pengumpulan, pengolahan dan pendjualan hasil? pertanian tsb. 
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PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL 


Pasal 1. 
a. tidal: memerlukan pendjelasan. 


b. jang dimaksudkan dengan ,,Daerah” adalah Daerah Ketjamatan 
letak tanah jang bersangikutan. Tanah? jang pemiliknja bertem. 
pat tinggal diluar daerah menjebabkan, disampingnja pengusa. 
haan Tani jang tidak ekonomis, djuga menimbulkan sistim peng. 
hisapan, misalnja disewakan, digada'ikan atau dibagi.hasilkan. 


Oleh karena itu hak atas tanahnja perlu dialihkan kepada orang 
jaag bertempat tinggal diketjamatan tempat letak tanah itu atau 
pemiliknya harus pindah Ikeketjamatan tempat letak tanah tersebut. 
Djuga pemilik tanah jang berpindah tempat atau meninggalkan 
tempat kadiamanmja keluar ketjamatan itempat letak tanah itu sela. 
ma 2 tahun berturut.turut 'biasanja mengakibatkan diterlantarkan. 
nja tanah tersebut atau diusahakan dengan menggunakan sistim 
jang mengandung unsur pemerasan. Oleh karena itu pemilik.tanah 
wadjib memindahkan hak atas tanahnja kepada orang lain jang 
bertempat tinggal di ketjamatan tempat letak tanah itu. Berhubung 
dengan itu maka djika pemilik? tanah tersebut tidak memenuhi ke. 
wadjiban tadi, tanahnja akan diambil oleh Pemerintah, untuk ike- 
mudran Gibagi-bagikan kepada rakjat. 


c. jang dimaksudkan dengan ,,tanah Swapradja dan bekas Swapra. 
dja jang telah beralih kepada Negara sebagai dimaksud dalam 
diktum Keempat huruf A Undang? Pokok Agraria” adalah selain 
domein 'Swapradja dan bekas Swapradia, jang dengan berla. 
Ikunja Undang2 Pokok Agraria mendjadi hapus dan beralih kepa- 
da Negara, djuga tanah? jang benar? dimiliki oleh Swapradja, 
jaitu baik jang diusahakan dengan tjara persewaan, bagi.hasil 
dan laim sebagainia ataupin diperuntukan tanah djabatan dan 
lain.-lainmja. 


d. Tanah2 lain jang dikuasai largsurg oleh Negara, jang akan d'- 
tegaskan lebih landjut, adalah misainja bekas tanah2 partikelir, 
tanah2 dengan hak guna.usaha jang telah berachir waktunja, 
dihentikan atau dibatalkan, tanah? kehutanan jang diserahkan 
iwembali penguasaannja oleh Djawatan jang bersangkitian kepa- 
da Negara dan iain2. 


Tidak termasuk didalamyja tanah? wakap dan tanah? untuk per. 
ibadatan. 
Pasal “&. 
Pemberian kesempatan kepada bekas pemilik tanah jang mele. 
bihi batas maiksimum untuk mengadjukan usul tentang tarah? jang 
akan tetap dimilikinja, bermaksud hendak memperhatikan kepen- 
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tingan-kepentingan bekas pemilik, agar dengan tanah jarg dimiliki 
itu pengusahaannja dapat effisien. Dalam pada itu usul tersebut 
tidak mesti akan selalu dipenuhi, oleh karena dalam penetapan ta. 
nah untuk bekas pemilikym ada hal2 jang perlu diperhatikan, 
mEsalnja tentang konsolidasi. Pemilikan tanan jang terpentjar-pen- 
tjar jang tidak memungkinkan penggarapan setjara jang ekonomis, 
sudah bararg tentu 'tidak akan diperbolehkan, oleh karana hal iti 
akan bertentangan dengan tudjuan Landreform untuk memperbesar 
produksi pertan:an, 


Untuk melaksarakan, penguasaan tanah? jang selebihnja dari 
batas maksimum, akan diadakan oleh Menteri Agraria suatu per. 
njataan jang menetapkan bagian? tanah jang tetap mendjadi 
hak pemilik dan, bagian2 tanah jang langsung dikuasai oleh Peme- 
rintah. Penguasaan tanah tersebut dinjatakan dimulai sedjak tang 
gal 24 September 1961. 

Pasal 3. 


Pasal ini mengatur tentang pemilihan tanah oleh orang jang 
bertempat tinggal diluar ketjamatan. Pemilihan jang demikian 
menimbulkan penggarapan tanah jang tidak effisien, misalnja 
tentang penjelenggaraannja, pengawasannja, pengangkutan hasilnja. 
Djuga dapat menimbulkan sistim-sistim penghisapan, misalnja 
orang-orang jang tinggal dikota memiktki tanah didesa-desa, jang 
digarapikan kepada para patani.petani jang ada didesa-desa itu 
dengan sistim sewa atau bagi-hasil. Iri berarti bahwa para petani 
jang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanja mendapat 
sebagiai sadja dari hasil.tanah jang dikerdjakan, sedang pemilik 
tanah jang tinggal di kota2, jang kebanjakan djuga sudah mempunjai 
mata pentjaharian lain, dengan tidak perlu mengerdjakan tanahnja 
mendapat bagian dari hasil tanahnja pula. Berhubung dengan !ti 
perlu pemilik tanah itu bertempat tinggal di Ketjamatan letaik tanah 
tersebut, agar tanah itu dapat dikerdjakan sendiri, sesuai dengan 
prinsip jang telah diletakkan dalam ,,DJAREK”, bahwa tanah 
adalah untuk tani jang mengzarapnja”. 


Batas daerah diambil ketjamatan, oleh karena djarak dalam 
ketjamatan masih memungkinkan pengusahaan tanahnja setjara 
efektip. 

Djuga pemilik tanah jang berpindah tempat atau meningalkan 
tempat kediamannja keluar ketjanratan tempat letak tanah itu 
selama 2 tahun berturut.turut, wadjib memindahkan hak milik 
atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal diketjama. 
tan itu. Tetapi hal its tidak berlaku bagi mereka jang mendjalankan 
tugas Negara misalnja : pergi dinas keluar Negeri, menunaikan 
ibadah hadj:, dan lain sebagainja. 


Djuga pegawai.pegawai negeri din pedjabatpedjabat militer 
serta mereka jang dipersamakan, jang sedang mendjalankan tugas 
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Negara boleh memiliki tanah diluar ketjamatan, tetapi pemilikan itu 
berbatas pada 2/5 luas masimum jang ditentikan. Misalnja didaerah 
jang sangat padat, maka hanja diperbolehkan memiliki sawah 
25 x Sha — 2 ha. Didalam penketjualian jang dimaksudkan dalam 
pasal 3 ajat 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak2 
jang masih mendjadi tanggunganyja, 


Pasa 4. 


Jarg dimaksudkan dengan ,,kepentingan Pemer.ntah”, ialah baik 
kepentingan Pemerintah Pusat maaspun Ikepentingan Pemerintah 
Daerah. Sedang mereka jang langsung dirugikan ialah mereka janz 
pada waktu hak dan wewenang atas tanah dari Swapradja atau be. 
kas Swapradja itu belum dihapuskan, memperoleh penghasilan ber- 
hubung mereka diserahi untuk mengurusnja atau mengusahakannj? 
ataupun karena mendjapat sesuatu djabatan. 


Pasal 5. 


Oleh karena tanah.tanah jang dimaksudkan £tu dalam penjelesai- 
annja memerlukan penelitian jang chusus, maka pembagiannja akan 
diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria. 


Pasal 6. 


Besarnja ganti.kerugian kepada bekas pemilik ditetapkan atas 
dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun 
terachir, jarg ditetapkan tiap hektarnja menurut golongan klasnja. 


Tjara menghitungnja adalah sebagai berikrit : 


Pertama iitjari dulu hasil bersih dari tanah-tanah kelebihan dise. 
luruh Daerah Tingkat II jang bersangkutan selama 5 tahun bertu- 
rut.turut. Misalnja tanah kelebihan ada 100 ha sawah, hasil kotornja 


th, 57 ada 2000 kw padi 
th. 58 ada 2200 I:w padi 
th. 59 ada 2600 kw padi 
th. 60 ada 2400 kw padi 
th. 61 ada 1800 kw padi 


11000 kw hasil kotor. 


Hasil bersih — 11000 kw : 2 — 5500 kw padi hasil bersih rata 
5500 
rata selama 5 th, — —— — 1100 kwintal hasil bersih rata-rata 
5 


selama. € tahun untuk 1 ha — 1100 : 100 — 11 kwintal padi. 
Harga padi 1 kw — Rp. 300,— 
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Nilai hasil bersih rata-rata 5 tahun tiap-tiap ha —11 x Rp.300,— 
— Rp. 3300,—. 

Setelah diketahrvi rilai hasil bersih tiap ha, Kemudian disesuaikan 
dengan golongan klas tanahnja, misataja : 


klas I— Rp. 36500— 
klas MT — Rp. 3000— 
klas II — R». 250,— dan seterusnja. 


Ganti kerugian jang dibajarkan kepada bekas pemilik untu: 
tanah klas II adalah : 


8. untuk 5 ha jang pertama, tiap ha. nja — 10 x Rp. 3000,—- — 
Rp. 30.000,— 

b. untuk 5 ha jang kedua, ketiga dan keempat tiap ha nja — 9 x 
Rp. 3000,— — Rp. 27 000,— ii 

Cc. untuk jarg seleb:ihnja, tiap ha nia — 7 X Rp. 3000,— — 
Rp. 21.000,— 

Misalnja : A. mempunjai tanah kelebihan sawah klas II seluas 

22 ha, maka ia akan mendapat ganti-rugi sebesar . 

Untuk 5 ha jang persama — 4 xXx Rp. 30.000— — Rp. 150.000.— 

, 5 ha jang kedua, ketiga dan keempat 


15 x Rp. 27.000.— — Rp. 405.000.— 
, 2 ha jang selebihnja 2 x Rp. 21.000— — Rp. 42.000.— 
D:umlah ganti rugi tanah seluas 22 ha............. — Rp. 5917.000.— 


Tjara menghitung hasil-bersih . 

a. untuk tanah jang ditanami padi sadja — 1/2 x hasil kotor. 

bp. untuk tanah jang ditanami palawidja — 1/3 x hasil kotor. 

Cc. untuk tanah jang ditanami padi dan palawidja — 1/2 x hasil 
kotor padi ditambah dengan 1/3 x hasil kotor palawidja. 


Pasal 7. 


Ganti-kerugian diberikan sedjumlah 10,5 dalam bentuk uang 
simpanan di B.K.T.N. dan sisanja dalam bentuk surat.-hutang. 
landreform. Surat Hutang Landreform ini digunakan untuk keper- 
luan pembangunan Industri, Penukarannja dengan barang? modal 
dinilai dengdn harga nominalnja, artinja harga jang tertjantum da. 
lam surat hutanglandreform tersebut. Penukaran surat-hutang. 
landreform dimulai 2 tahun setelah tahun surat hutang -Landreform 
itu dikeluarkan. Tiap tahunnja dikeluarkan sebagian djumlah nilai 
surat.hutang-landreform, demikian rupa hingga semuanja akan 
dilunasi dalam waktu 12 tahun. pa 


Pasal 8. 


Tanah? jang dibagi-bagikan itu axan diberikan dengan hak milik. 
Oleh karena luas tanah jang akan dibagi-pbagikan itu djika diban- 
dingkan dengan rakjat jang membutuhkan, adalah sangat sedikit, 
maka didalam pembagian ini perlu diadakan prioritet, jaitu urut. 
urutan petani jang paling membutuhkan dan paling perlu untuk 
didahulukan. 


Didalam prioritet tersebut maxa para penggarap tanah jang 
bersangkutan, dipandang jang paling membutuhkan dan paling 
merlu untuk didahulukan. Mereka adalah jang telah mempunjai 
hubungin jang paling erat dengan iandh jang digarapnjo, sehingga 
atas dasar prinsip .,tanah untuk tani jang menggarap”, hubungan 
tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus Ba kelang. 
sungannja. 


Apabila setelah dibagikan kepada petani golongan pprioritet a 
masih ada sisanja maka sisa itu dibagikan kepada petani golongan 
prioritet b, demikian seterusnja. 


Dalam pada itu petani2 jang mempunjai ikatan keluarga sampai 
dua deradjat dengan bekas pemilik, petani? jang terdaftar sebagai 
veteran, djanda pedjjoang kemerdekaan jang gugur serta para pe. 
tani korban kekatjaxan diutamakan, 


Tetapi pengutamaan itu hanja berlaku didalam golongan pr:o- 
ritet jang sama. Misalnja petani jang terdaftar sebagai veteran 
jang termasuk dalam prioritet e tidak aapat menggeser petani dalam 
golongan prioritet a. 

| Pasal 9. 


Tidak semua petani jang digolongkan dalam prioritet tersebut 
pada pasal 8 akan mendapat pembagian tanah, karena disamping 
mengingat tersedianja tanah jang “kan dibagi, mereka itu harus 
djuga memenuhi sjarat? tertentu. Sjarat umum beriaku bagi semua 
petani dalam segala golongan prioritet. Apab:la salah satu sjarat 
umum tersebut tidak dipenuhi, maka walaupun sudah dimasukkan 
dalam salah satu golongan prioritet, ia tidak akan mendapat pem. 
bagian tanah. 


Sedang sjarat2 chusus berlaku bagi tiap2 golongan prior:tet. 
Djadi walaupun sjarat umum sudah dipenuhi, tapi djika sjarat 
chusus jang berlaisu bagi golongannja tidak dipenuhi, maka ia djuga 
tidak mendapat pembagian tanah. 

Pasal 10. 


Pada umumnja didaerah jang padat luas pembagian tanah itu 
adalah sekitar 0,5 ha sampai 1 ha, jang sifatnja melengkapi agar 


. 24 


pemilikan tanah mentjapai luas 05 ha dan 1 ha. Djadi tidak dua ha, 
iaitu karena luas tanah jang akan dibagi terbatas sekali. Pemba. 
-gian tanah selias tersebut dimaksudkan untuk memperluas adanja 
pemilikan tanah bagi para petani, jang telah bertahun.tahun hanja 
bertindak sebagai yenggarap atau penjewa sadja. 

Dengan diberikan hak milik atas tanah jang bersangkutan maka 
para petani akan lebih giat bekerdja dan lebih baik dalam mengi- 
sahakan tanahnja, sehingga produksi dapat naik. 

Pembagian tanah didaerah.-daerah jang tidak padat batas luasnja 
dapat d'perbesar oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II 


Pasal 11. 


Pasal ini mengatur konsolidasi tarah, baik tanah untuk bekas 
pemilik maupun tanah jang akan dibagi-bagikan kepada para 
petani. Dengan penjatuan tanah? jang G:miliki dan digarap, maka 
dapat Gagakan penghematan tenaga, modal dan ongkos? produksi 
lainnja serta dapat dihemat pula pengangkutan hasilnja, dengan. 
demikian produksi dapat diperbesar dengan ongkos jang lebih 
rendah. 

Pasal 12. 


Pembagian tanah? jang ditanami dengan tanaman keras dar 
tanah untuk tambak tidak perlu dilakukan dengan mengadakan 
pemetjahkan tanah jang dibersangkutan, melainkan kesatuan? tanah 
tersebut. harus tetap dipelihara. Hanja petani? jang berhak menda. 
pat tanahlah jang ditetapkan, sedang pengusahaannja dapat dise- 
lenggarakan setjara koperasi. Atau tanahnja dapat djuga diberikan 
dengan hak guna.usaha dengan sjarat? tertentu. 

Djika kesatuan? itu dipetjah.petiah maka tanah.tanah tertentu 
Cdak dapat diusahakan setjara effisien, padahal tudjuan Landre. 
form antara lain adalah menudju kepada Landconsolidation untuk 
mentjavai effisiensy jang sebesar-besarnja. 

Oleh karena itu maka pemilik? baru jang mendapat pembagian 
tanah? perkebunan maupun tanah.tanah tambal: diatur supaja ma 
suk koperasi tampak atau koperasi pertanian tanaman keras. 


Pasal 13. 
Inti pendjelasan ajat 2 sama dengan pendjelasan pasal 12. 


Pasal 14. 

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik jang definitif me- 
nurut prioritet jang tersebut pada pasal 8 ajat 1, maka tanah? jang 
selebihnja dari maksimum,tanah? jang pemiliknja bertempat tinggal 
diluar iketjamatan tempat letak tanah tersebut dan tanah? Swa. 
pradja dan bekas Swapradja diberikan kepada petani? jang menger 
djakannja untuk digarap selama paling lama 2 tahun. 


25 


Ini tidak berarti, bahwa mereka semua jang sudah diberi izin 
untuk mengerdjakan itu akan mendapat hak milik. 

Hania kepada mereka jang memenuhi ketentuan? pasal 8, 9 dan 
memenuni pula kewadjiban membajar sewa akan diberi hak milik. 
Besarnia sewa per ha ditetapkan 1/3 dari hasil panen, jaitu hasil 
kotor setelah dipotong bawon. Sewa itu dapat dibajar berupa hasil 
atau berupa uang jang senilai. Ini berlaku bagi semua tanah baik 
ditanami dengan padi, palawidja maupun padi dan palawidja. Hu. 
bungan ini bukan perdjandjian bag: hasil. 

Para petani jang memperoleh pembagian tanah dengan hak milik 
diwadjibkan membajar harga tanah jang bersangkutan, jang akan 
dinjatakan dalam surat keputusan pemberian haknja. Kewadjiban 
membajar harga tanah itu diadakan, berhubung dengan adanja ke- 
wadjiban Pemerintah untuk membajar gantiskerugian kepada bekas 
pemilik. 

Tanah? jang telah dibagikan dengan hak milik itu harus diker. 
djakan/Jiusahakan sendiri oleh pemiliknja. Harus diusahakan djuga 
agar supaja paling lambat 2 tahun sefjak diberikan dengan hak 
milik, setiap tahunnja dapat mentjapai kenaikan produksi menurut 
ketentuan? dari Dinas Pertanian Rakjat Daerah Tingkat I atau II 
jang bersangkutan, Djangka waktu 2 tahun itu dipandang sebagai 
djangka waktu jang tjukup pandjang untuk dapat mentjapai kenaik. 
“ an produksi, 


Pasal 15. 


Jang menetapkan harga bagi pemilik baru adalah Panitya Land. 
reform Daerah Tingkat II jang bersangkutan. Besarnja harga tanah 
adalah sama denzan rata? djumlah ganti.kerugian sehektar jang 
diberikan kepada bekas pemilik di daerah Tingkat II jang bersang 
kutan, menurut klasif-kasi tanahnja, dengan ditambah 109 biaje 
administrasi, 


Misalnja : di daerah Tingkat II A terdapat 100 ha tanah kele. 
bihan dan djumlah ganti-kerugian jang diberikan kepada bekas 
pemilik t'ap hektarnja ada : 3000000 — Rp. 30.000.— 


100 


Misalnia : di Daerah Tingkat II A terdapat 100 ha tanah ikele. 
bihan dan djumlah gantikerugian seluruhnja ada Rp. 3000.000.— 
Maka rata? ganti.kerugian jang diberikan kepada bekas pemilik tiap 
hektarnja ada : 3000.000 — Rp. 30.000.— 


100 


Setelah diketahui rata? ganti-kerugian tiap hektarnja, kemudian 
baru disesuaikan dengan klasifikasi tanahnja sehingga perhitung- 
annja mendjadi sebagai berikut : 
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aa ea ea Aa 


Tanah klas I tiap ha — Rp. 35.000.— 
Tanah klas II ,, ,, — Rp. 30.000.— 
Tanah klas III ,, ,, — Rp. 25.000.— dan seterusnja 


Kemudian baru ditambah dengan 1075 biaja administrasi, Harga 
tanah tersebut dapat dibajar dengan tunai atau dengan angsuran 
dalam waktu 15 tahun sedjak hak milik itu diberikan. Djika dibajar 
dengan angsuran, maka jang bersangkutan harus pula membajar 
bunga 3y, setahun dar: sisa harga tanah jang belum diangsur. 


Pasal 16. 


Pada azasnja pembiajaan pelaksanaan Landreform haruslah d... 
tanggung oleh masjarakat sendiri, jaitu oleh para petani jang 
memperoleh pembagian tanah. Adapun peranan Pemerintah dalam 
hal ini adalah memberikan modal pertama untuk keperluan pelak. 
sanaan Landreform, modal mana dalam waktu tertentu oleh para 
petani akan dikembalikan lagi kepada Pemerintah, dalam bentuk 
has:l sewa dan pendjualan?2 tanah kepada para petani, pungutan 
10y5 ongkos administrasi dan lain2. Selain itu Pemerintah diuga 
member: pimpinan atas pembiajaan Landreform, agar biaja jang 
dikeluarkan itu sesuai dengan program Pemer:ntah. Oleh karena 
ita maka penggunaan Dana Landreform harus mengindahkan pe- 
tundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Panitya Landreform Pusat 
dan olen Menteri Agraria. 

Dalam pada itu oleh karena pembiajaan Landreform itu mem- 
punjai sifat2 chusus maka akan memperlambat pelaksanaannja apa 
bila pembiajaan tersebut diatas diperlakukan sama dengan pem. 
biajaan jang diatur menurut anggaran belandja biasa. Oleh karena 
itu untuk pembiajaan Landreform perlu dibentuk suatu badan hr. 
kum jang bersifat otonoom, dengan peraturan, administrasi orga. 
nisasi serta tata-kerdja tersendiri. Badan hukum jang dimaksudkan 
adalah ,,Jajasan Dana Landreform'. 


Pasal 17. 


Pengusahaan tanah2 jang ketjil2 oleh para pemiliknja masing- 
masing dan pengusahaan tanah? jang terpentjar, ekonomis t:dak 
dapat dipertanggung-djawabkan. 

Maka dari itu diusahakan supaja tanah? para petani ketjil dapat 
diatur pengusahaannja, dengan djalan bekerdja sama dalam bentuk 
koperasi. | 

Dalam koperasi pertanian tersebut hak milik atas tanah dari 
yara petani tidak dihapuskan. 

Koperasi mengatur tentang pengusahaan tanahnja, membantu 
penggarapannja, mengusahakan kredit jang dapat berupa bibit, 
pupuk “an lain?, serta memberikan petundjuk.petundjuk tentang 
pengolahan tanahnja. Koperasi berusaha agar supaja dapat meng- 
hlangkan ,pengangguran tak kentara” (disguised unemployment). 
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Pasal 18. 


Oleh karena sebagian terbesar kaum tani pemilik tanah iti 
memiliki tanah jang sangat ketjil, maka hasilnja tidak tjukup untuk 
hidup, Maka dari itu kaum tani selalu memerlukan pindjaman, baik 
antuk konsumsi maupun untuk produksi. Hal ini menjebabkan subur 
nja sistim idjon djika tidak disediakan kredit lainnja. 


Untuk memberantas idjon maka Pemerintah menjediakan kredit, 
jang disalurkan melalui Bank Koperasi, Tan: dan Nelajan. Terutama 
pemberian kredit xepada petani-petani jang paru mendapat pembagi. 
an tarah, untuk ongkos penggarapan jang pertama dan untuk 
mentjegal: supaja tanah jang iperolehnja djangan djatuh lagi ke. 
pada tuan? tanah. 


Karena tjabang? B.K.T.N. ini berkedudukan diibu Kota Kabu 
paten maka untux dapat melajani kebutuhan karim tani setjara 
tjepat perlu adanja bantuan dari badan lain, jang langsung ber. 
hubungan dengan para petani. Di desa2 atau daerah setingkat denzan 
itu dimana sudah ada Koperasi Pertanian, maka pemberian kredit 
Gari B.K.T.N. :ni harus disalurkan melalui koperasi pertanian itu: 


Pasal 19. 

Landreform me:npunjai arti jang sangat penting sebagai dasar 
dari Pembangunan Semesta, maka dari itu barang siapa dengan 
sengadji menghalang.halangi pelaksanaannja, perlu diidjatuhi hu. 
kuman pidana. 

Pasal 20. 
Tidak memerluxan pendjelasan. 
Pasal 21. 
Tanggal 24 September 1961 adalah bertepatan denzan setahun 


berlakunja Undang2 Pokok Agraria, sebagai peraturan jang pokok 
dari pada penjelenggaraan Landreform. 


TAMBAHAN LEMBARAN SEGARA No. 2322. 
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KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA 


REPUBLIK INDONESIA 
No. 311/M.P./1961 


MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA, 


MENIMBANG : 


MENGINGAT : 


PERTAMA 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


KELIMA 


bahwa perlu segera dibentuk Panitya? Landrefom 

Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam Surat 

Keputusan Presiden Republik Indonesja tanggal 

15 April 1981 No, 131 Tahun 1961. 

a. Pasal 19 ajat 1 Surat Keputusan Presiden 
Republik Indonesia tanggal 15 April 1961 
No, 131 Tahun 1961. 

b. Surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 
Djanuari 1961 No. 50/M.P./1961. 


MEMUTUSKAN: 
MENETAPKAN: 


Melaksanakan pembentukan Panitya? Landreform 
Daerah Tingkat I termaksud dalam Surat Kepu. 
tusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 
April 1961 No. 131 Tahun 1961 dan mengangkat 
Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta.nja sebagaj 


tertjantum dalam lampiran surat keputusan ini. 


Untuk mendjalankan tugas pekerdjaan sehari- 
harj Panitya Landreform Daerah Tingkat I dapat 
membentuk Badan Pekerdja, jang terdiri atas 
beberapa orang dari jnstansi pemerintah dan 
organisasi tani jang duduk sebagai anggauta 
Panitya. 

Panjtya Landreform tersebut pada sub pertama 
bertugas melaksanakan ketentuan ketentuan da. 


| lam pasal 3 ajat 3 Keputusan Presiden Republik 


Indonesia No. 131 Tahun 196i. 


Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta? Panitya 


Landreform tersebut pada sub pertama menerima 
uang sidang Rp. 50.— (lima puluh rupiah) untuk 
tiap kali menghadiri sidang, sesua: dengan pasal 
1 ajat 2 Surat Keputusan Menteri Pertama 
No. 50/M.P/1/1961. 

Surat Keputusan ini mulai berak pada hari di. 
tetapkan. 

Ditetapkan di Djakarta 


Pada tanggal 8 Djulj 1961. 


MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA. 


(Ir. H. DJUANDA). 
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SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA No. Sk. 509/Ka 


tentang 


PERNJATAAN PENGUASAAN OLEH PEMERINTAH ATAS 
BAGIAN?2 TANAH JANG MERUPAKAN KELEBIHAN 
DARI LUAS MAKSIMUM 


: MENTERI AGRARIA, 

Berkehendak : menjatakan bahwa bagian? tanah jang merupaka» 
kelebihan dari luas maksimum, sebagai jang dimak- 
sud dalam pasal 1 ajat 2 Undang? No. 56/Prp/1960 
(LN. 1960 — 174), mendjadi tanah? jang dikuasai 
langsung oleh Pemerintah. 


Mengimgat : 1. Undang? Pokok Agraria No. 5/1960 (L.N. 1960 
— 104) jo Undang2 No. 71/1958 (L.N. 1958 — 17). 
2. Undang2 No. 56/Prp/1980 (L.N. No. 174). 
3, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 
No. 131/1961. 


MEMUTUSKAN 
Menetapxan : | 
I. Menjatakan bagian? tanah jang merupakan kelebihan dari luas 
maksimum sebagai tanah2 jang dikuasai langsung oleh Peme. 
II. Menjerahkan kekuasaan untuk menetapkan bag'an2 tanah jang 
mendjadi hak pemilik dan bagian2 tanah jang dikuasai lang. 
sung oleh Pemerintah tersebut sub I kepada Panitia Landreform 
Tingkat 1I/Kotapradja dibantu oleh Panitia Landreform Ke- 
tjamatan dan Desa, dengan mengingat peraturan? jang berlaku 
dan ketentuan? jang diberikan oleh Menteri Agraria. 
TI. Mewadjibkan Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kota- 
pradja rintuk : 
1. Han ta besarnja ganti.rugi atas tanah? tersebut pada 
sub I, 
2. mengurus persewaan tanah? tersebut kepada penggarapnja 
sekarang, sebelumnja dibagi menurut urutan prioritet. 
IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan in: 
akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta : 
pada tanggal 22 Agustus 1961 


MENTERI AGRARIA, 
(Mr. SADJARWO). 
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PEDOMAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI 


AGRARIA TANGGAL 22 AGUSTUS 1961 No. Sk/509/Ka 
tentang 


PENGUASAAN OLEH PEMERINTAH ATAS BAGIAN? TANAH 
JANG MERUPAKAN KELEBIHAN DARI LUAS MAKSIMUM. 


I: 
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Tahapan dari pelaksanaan Landreform setapak kita tingkatkan, 
jalah dengan tindakan penguasaan oleh Pemerintah atas bagian? 
tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum. Tindakan 
ini pelaksanaannja diserahkan kepada Panitia Landreform Dae- 
rah Tingkat II setempat mulai tanggal 24 September 1961, se 
suai dengan Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 
1981 No. Sk 509/Ka tersebut diatas, sesuai pula dengan Kepu 
tusan Presiden No. 131/1961 pasal 6 ajat 3 sub e. Langkah 
Panitia Landreform Daerah Tingkat JII itu memerlukan bantu. 
annja Panitia2 Landreform Ketjamatan?2 dan Panitia /Petugaz 
Lanireform Desa2, maka itu setjara serentak Panitia2 jang 
dimaksud harus segera disusun dan supaja diperintahkan terus 
bekerdja mulai 1 September 1961 oleh para Bupati Kepala Da- 
erah ditempat masing2, baikpun sebagai Bupati Kepala Daerah 
maupun sebaga: Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II 
didaerahnja, seperti jang dimaksud oleh Keputusan Menteri 
Agraria 23 Agustus 1961 No. Sk 508/Ka. 


. Tugas kewadjiban Panitia Landreform jang bersangkutar. 


dengan penguasaan bagian? tanah pertanian kelebihan dari luas 
maksimum banjak sekali segi-seginja ialah. 


1. Tindakar pertama. 


a. memanggil dan memberi kesempatan kepada para pemi. 
lik/penguasa tanah jang melebihi batas maksimum atau 
jang dikuasakan untuk bersama.sama menentukan ha 
gian-bagian mana jang tetap dipertahankan untuk dimi- 
likinja sendiri, dan pbaglan2 mara jang akan dilepaskan 
selandjutnja diserahkan dan dikuasai oleh Pemerintah 
dalam hal ini Panit:a Landreform Daerah Tingkat II: 
kalau perlu dengan pengukuran sementara, 

b. pemilik2 lama diandjarkan memilih bagian? jang men- 
djadi satu kompleks, dalam satu Desa/Ketjamatan, 

Cc. pemil:k2 lama jang menjerahkan tanah kelebihan dari 
luas maksimum diberi tanda penerimaan /penjerahan hak. 
nja oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II itu tadi, 

d. tanah2 jang dilepaskan oleh pemilik lama ditandai dengan 
patok2/tonggak? jang kokoh. 


e. siapa2 penggarapnja supaja ditjatat /gidaftar, dan berapa 
luas jang digarap masing? penggarap baikpun pemiliknja 
sendiri maupun ibrykan, semua tanah jang dikuasai oleh 
Pemerintah itu supaja tetap digarap sebagaimana biasa: 
tindakan ini supaja dikontrol ba'k2, agar tidak menggang. 
gu djalannja produksi. 

f. bila tanah? kelebihan itu asal dari penguasaan (gadai), 
supaja sedapat mungkin d:igarap oleh pemiliknja sendiri. 

3. Penetapan ganti rugi. 

a. Panitia Ketjamatan . dan Panitia/Petugas Landreform 
Desa memberikan bahan? jang diperlukan untuk mene- 
tapkan besarnja ganti rugi kepada Panitia Landreform 
Daerah Tingkat II, 

b. bahar2 tersebut misalnja hasil rata? dari tanah tersebut 

. selama 5 tahun kebel g berturut-turut. 

4. Tindakan selandjutnja. 

a. mengusahakan kredit penggarapan (bila jang menggarap 
memerlukan) tanah? kelebihan dari luas maks-.mum jang 
dikuasai Pemerirjtah tadi melalui : Padi Sentra, Koperasi2 
Tani dan/atau Bank Koperasi Tani dan Nelajan. 

». menetapkan dan mengurus besarnja sewa jang harus d- 
bajar oleh perggarap sampai mendekati musim panen, 
baikpun berupa uang maupun, berupa sebagian dari ha 
siinja menurut kemungkinan, jaitu dapat berupa hasil 
produksi bila teiah ada sesuatu Badan Pemerintah setem 

. pat jang sanggup menerimanja: sedarg besarnja sewa 
adalah 1/3 dar: hasil persih. 
5. Tindakan penelitian. 

a. menjelesaikan segala sesuatu jang timbul karena pengua- 
saan itu misalnja tanah jang terdaftar itu melebihi 'batas 
maksimum karena belum dibagi waris, Gengan pengertian 
bahwa pihak jang mewariskan itu meninggalnja sebelum 
1 Djanuari 1961. 

b. penelitian siapa2 jang memiliki/menguasai tanah perta- 
nian melebihi batas- maksimum tetapi belum lapor, dan 
siapa? jang berusaha mengelakkan dari tindakan Land. 
reform misalnja dengan meng.atasnamakan tanah.tanah. 
nja kepada anak2nja jang masih mendjadi tangzungarnja, 

C. persoalan? lain jang mungkin timbul. 

Dengar pedoman in? kiranja maksud Pemerintah rintuk melaksa. 
nakan Landrefom kepada taraf2 ini dapat Sidjalankan tan» 
membawa kepada kemunduran produksi bahkan sebaliknja, jaitu 
dengan usaha ini pembangunan dalam lapangan agraria madju terus. 


Djakarta, 31 Agustus 1961 
DEPARTEMEN AGRARIA 
Pd. Kepala Biro Landreform, 


(Drs. SOEBAGIO). 
ag, 93 


me TAP 
2 aa Sea 5 Suar 
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JAJASAN DANA LANDREFORM 
(Landreform — special — Funds) 
Nomer 110.— 


Pada hari ini, hari Djumahat tanggal dua puluh lima Agustus 
seribu sembilan ratus enam puluh satu, (25-8.1961). 

Telah berhadilir dihadapan saja, Raden Kadiman, Notaris di 
Djaxarta, dengan dihadlir: oleh saksi.saksi jang akan tersebut 
dan telah dikenal oleh saja, notaris : 

Jang Mulia MEESTER SADJARWO, Menteri Agraria Repu- 
bilik Indonesia, bertempat tinggal di Djakarta dan telah dikenal 
oleh saja, notaris, menurut keterangan Jang Mulia dalam hal 
ini mendjalani djabatannja tersebut dan oleh karena itu bertindak 
untuk dan atas nama Pemerintah dan oleh karena itu untuk Ne- 
gara Republik Indonesia. 


Jang berhadlir bertindak seperti tersebut menerangkan dalam 
surat akte ini menjendirikan uang sedjumlah Rp. 100,— (seratus 
rupiah) jang dipergunakan. untuk suatu Jajasan, jang dibentuk 
didalam akte ini oleh Menteri Agraria sebagai Wakil Pemerintah 
dan oleh karena itu sebagai wakil Negara Republik Indonesia 
dan dengan anggaran dasar seperti dibawah ini : 


NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pasal 1. 


Jejasan ini bernama ,,DANA LANDREFORM" (Landreform — 
special Funds) dan berkedudukan di Djakarta dengan perwakilan 
perwakilan ditempat-tempat lain, jang dipandang perlu oleh 
Dewan Pengurus. 


WAKTU 


Pasal 2. 
Dana Landreform didirikan untuk waktu, jang tidak tertentu 
dan bermulai pada hari penandaan tangan akta ini (dua puluh 
lima Agustus.seribu sembilan ratus enam puluh satu), 


SIFAT DAN AZAS 


Pasal 3. 


1, Dana Landreform adalah alat Pemerintah Republik Indonesia 
untuk pembiajaan Landreform dan bersifat otonom, tetapi 
dengan kewadjiban untuk mentaati petundjuk-petundjuk, jang 
diberikan oleh Panitya Landreform dan atau Menteri Agraria. 


2. Dana Landreform tidak mengedjar keuntungan. 
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TUDJUAN DAN TUGAS 
| Pasal 4. 


Dana Landreform bertudjuan: 


a. memperbaiki sosial ekonomi kaum tani dalam rangka pe- 
laksanaan Landreformm , 

b. memperbesar penanaman modal nasional dibidang per- 
tanian untuk memperbesar produksi dan pendapatan na- 
sional: 

C. mengatur penggunaan modal tersebut setjara efficient. 

Untuk mentj 2pa tudjuan tersebut Dana Landreform diberi 

tugas: 


a. Mengatur pembiajaan Landreform. 


b. Melaksanakan Lapan melo ganti — rugi/Kompensasi ke- 
pada bekas? pemilik tanah 
c. Menerima angsuran pembajaran harga tanah dari petani 
petani jang mendapat distribusi tanah dan atau uang sewa. 
Ga. Berfungsi sebagai djaminan kredit terhadap Bank Bank 
(Kredit tani). 
. Menurut keperluan dapat memberikan kredit Landreform. 
Pembiajaan dari Pilot — Project. 
. dan melakukan tugas? dan pekerdjaan lain dalam rangka 
pelaksanaan Landreform, jang diberikan 'oleh Pa 
Landreform dan atau Pemerintah. 


DEWAN PENGURUS 
Pasal 5. 


JS 


Ta PD 


- Dana Landreform diurus oleh Dewan Pengurus, jang terdiri 
dari: 


v Ha ah w NN w—- 


w 
3 


: Dandang nga Departemen Agraria sebagai anggota me- 


rangkap K 

Kepala Bt “emdrefarin sebagai anggota merangkap Wakil 
Ketua, 

Kepala Biro Perentjanaan dan -Perundang-undangan Departe- 
men Agraria sebagai anggota: 


. Kepala Djawatan Agraria sebagai anggota, 


Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai anggota: 


. seorang dari Bank Koperasi Tani dan Nelajan jang ditundjuk 


oleh direksinja: 
seorang dari Bank Indonesia jang ditundjuk oleh direksinja: 


. Kepala Bagian Keuangan Departemen Agraria sebagai anggota 


merangkap sekretaris keuangan (Financial Secretary): 


. Menteri Agraria berhak merubah susunan atau menambah 


atau mengurangi banjaknja anggota Dewan Pengurus. 


DEWAN PENGAWAS 
Pasal 6. 


Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas, jang terdiri 


1, 
2. 
3. 


“ 


d. 


Menteri Agraria sebagai Ketua. 

Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. 

Presiden direktur Bank Koperasi Tani dan Nelajan sebagai 
anggota. | 


WEWENANG DAN KEWADJIBAN DEWAN PENGURUS 


Pasal '. 


Dewan. Pengurus mewakili dana Landreform diluar dan didalam 
hukum dan berhak melakukan segala tindakan urusan dan 
tindakan pemilikan dalam batas2 tudjuan dan tugas Dana 
Landreform, tetapi dengan ketentuan, bahwa Dewan Pengurus 
harus mendapat persetudjuan tertulis dari Dewan Pengawas 
untuk: 


a. memindjam uang atas nama Dana Landreform, 
b. memindjamkan uarg dari Dana Landreform jang melebihi 
cari djumlah Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu 


Cc. membiajai suatu Pilot-Project, jang melebihi dari djumlah 
Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah). 


. Dewan Pengurus dapat menjerahkan-seluruh atau sebagian 


dari wewenangnja kepada Ketua dan atau anggota (para 
anggota) lain terutama untuk mengerdjakan pekerdjaan sehari. 
hari. 


. Dewan Pengurus atau siapa dari antaranja jang berhak djuga 


untuk: 


a. mengangkat dan memperhentikan para pegawai Dana 
Lanareform. 

b. mengangkat atau menundjuk pendjabat2 seboleh mungkin 
dari lingkungan Departemen Agraria untuk mengurus per- 
wakilan Dana Landreform dengan kekuasaan, jang ditetap- 
kan oleh Dewan Pengurus atau wakilnja dalam surat peng- 
angkatan atau penundjukkannja dan atau untuk melakukan 
tindakan? jang tertentu sebagai pemegang kuasa. 


. Wewenang jang diserahkan atau kuasa jang diberikan menu- 


rut ajat 2 dan 3 ini dapat leluasa, terbatas atau hanja untuk 
tindakan jang tertentu, tetapi selalu dapat ditjabut kembali. 
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5. 


Dewan Pengurus diwadjibkan mengadakan tata usaha dan 


pembukuan jang rapi dengan susunan dan peraturan jang 


harus dimintakan pengesahan dari Dewar Pengawas. 
Setelah uang dari Dana Landreform harus disimpan pada 
Bank Koperasi Tani dan Nelajan atau pada Bank lain, jang 
la la oleh Menteri Agraria. | 

RAPAT DEWAN PENGURUS 


Pasal 8. i ' 


. Rapat Dewan Pengurus diadakan pada setiap waktu manakala 


untuk kepentingan Dana Landreform dianggap perlu oleh 
Ketua atau dua orang anggota Dewan Pengurus.» 


. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus dan djika Ketua 


Dewan Pengurus tidak hadlir oleh seorang jang dipilih oleh 
dan dari antara jang hadliir. 


Masing? anggota Dewan Pengurus berhak mengeluarkan satu 
suara. 


. Rapat hanja dapat mengambil keputusan jang sah djika di- 


hadliri oleh sedikitnja separo dari banjaknja anggota Dewan 
Pengurus. 


. Segala keputusan diambil dengan suara jang PE dan 


djika suara sama banjaknja, undian jang akan memutuskan, 
djika soalnja mengenai diri orang, dan didalam soal2 lain 
usul dianggap telah ditolak. 


. Dari apa jang dibitjarakan dan diputuskan dalam rapat harus 


dibikin risalah, jang ditetapkan dan ditandatangani oleh 
ketua rapat dan salah seorang anggota jang hadlir. Penandaan 
tangan oleh ketua rapat telah tjukup, djika risalah dibikin 
oleh notaris. 


. Dewan Pengurus djuga dapat mengambil keputusan diluar 


rapat, jaitu dengan referendum, asal sadja semua anggota 
Dewan Pengurus menjatakan pendapatnja tentang soal jang 


berkenaan. 
KEUANGAN 
Pasal 9. 


. Kekajaan dari dana Landreform terdiri dari uang pangkal 


Rp. 100,— (seratus rupiah) tersebut dan selandjutnja diper- 


Oleh dari: 


38 


a. Pemerintah. 

b. pungutan 10” (sepuluh prosen) dari harga tanah jang 
harus dibajar oleh Petani. 

C. persewaan dan pendjualan tanah.tanah Pemerintah dalam 
rangka landreform. 


vw 


@. lain-lain sumber jang sjah, antara jain pend'ualan tanah 
tanah dari Ex-partikulere Landerijen dan bekas milik 


Belanda. 
TAHUN BUKU 
Pasal 10. 


Tahun buku dari Dana Landreform berdjalan dari satu Djanuari 
sampai dengan achir bulan Desember. 


: Pada achir tiap? tahun buku, maka buku2 Dana Landreform 


ditutup dan dari buku? itu dibuat oleh Dewan Pengurus suatu 
neratja dan perhitungan masuk keluarnja keuangan, jang di- 
tanda tangani oleh ketua dan semua para anggota Dewan 
Pengurus lainnja. 


. Djikalau Ketua atau salah seorang atau lebih dari para ang. 


gota Dewan Pengurus tidak turut menanda tangani surat2 
tersebut, harus disebutkan sebab-sebabnja. 


. Neratja dan perhitungan masuk keluarnja uang disertai de- 


ngan lapuran Dewan Pengurus tentang hasil2 pekerdjaan jang 
telah dilakukannja dalam tahun jang lalu dikirimkan selam- 
batlambatnja dalam bulan Djuni dari tiap2 tahun kepada 
Dewan Pengawas untuk dimintakan pengesahan. 

Pengesahan oleh Dewan Pengawas atas neratja dan perhitung- 
an keluar masuknja keuangan berarti untuk Dewan Pengurus 
pelunasan dan pembebasan tanggung djawab dari pengurusan 
jang telah dilakukannja dalam tahun jang lalu, ketjuali me- 
ngenai tindakan? jang tidak ternjata dalam buku dan atau 
surat2 dari Dana Landreform. 


” PERATURAN RUMAH TANGGA 
Pasal 11. 


. Segala sesuatu jang tidak diatur atau tidak tjukup diatur 


dalam anggaran dasar ini, akan diatur dalam Peraturan Ru- 
mah Tangga, jang dibikin oleh Dewan Pengurus dengan penge- 
sahan oleh Menteri Agraria. 


. Peraturan rumah Tangga tersebut tidak boleh memuat aturan? 


jang bertentangan dengan anggaran dasar ini. 


. Segala sesuatu jang tidak diatur atau tidak tjukup diatur 


dalam anggaran dasar atau dalam Peraturan Rumah Tangga 
tersebut akan diputuskan oleh Menteri Agraria. 


PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 


Pasal 12. 
Menteri Agraria berhak sewaktu-waktu merubah atau menam- 


bah anggaran dasar ini. 
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PEMBUBARAN 5 
Pasal 13. 


1. Dana Landreform dapat sewaktu-waktu dibubarkan oleh De- 
wan Menteri Republik Indonesia jang akan mengangkat para 
likwidatur dan menentukan tjara likwidasi. 

2. Para likwidatur tersebut harus mentaati petundjuk? jang di- 
berikan oleh Menteri Agraria. 

3. Sisa kekajaan dari Dana Landreform setelah dibajar segala 
utang2, beban? dan kewadjiban2, diserahkan kepada dan men- 
djadi milik Negara Republik Indonesia. 


MAKA DARI APA JANG TERSEBUT DIATAS 


Dibuat dan dibikin surat acte ini, ditulis, dibatja dan ditanda 
tangani di Djakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, seperti 
jang tersebut pada permulaan surat acte ini, dihadapan Adjat 
Soempena dan Mohammad Ukar Somawidjaja keduanja pegawai 
notaris dan tinggal Gi Djakarta, sebagai saksi-saksi. 

Surat acte ini setelah dibatjakan oleh saja, notaris, kepada 
jang hadlir dan saksi saksi, maka seketika itu djuga, lantas di- 
tanga tangani oleh jang hadlir, saksi.saksi dan saja, notaris. 

. Dibikin dengan tudjuh tambahan, tudjuh tjoretan dan enam 
tyoretan serta gantian, 

Setelah ditanda tangani Jang Mulia Meester Sadjarwo, Adjat 
Suempena, Mohammad Ukar Somawidjaja: Raden Kadiman. 


Dikeluarkan untuk salinan :. 
Notaris di Djakarta, 
ttd 


(Raden Kadiman). 
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KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA 
REPUBLIK INDONESIA 
No. 328/M.P:/1961 


MENTERI PERTAMA REPUBIJK INDONESIA, 


MENIMBANG : Bahwa perlu segera dibentuk Panitya-panitya 


Landreform Daerah Tingkat II, sebagai dimak. 
sud dalam Surat Keputusan Presiden Republik 
Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 — 
tahun 1961: 


MENGINGAT : Pasal 10 ajat 1 Surat Keputusan Presiden Repu. 


blik Indonesia tanggal 15 April 1961 No. 131 — 


tahun 1981 : 
| MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
Pertama : 


Kedua 


Keempat : 


Kelima 


Melaksanakan Pembentukan Panitya.panitya Landre- 
form Daerah Tingkat II termaksud dalam Surat Kepu. 
tusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 April 
1961 No. 131 — tahun 1961, dan mengangkat Ketua, 
Wakil Ketua dan anggauta? sebagai tertjantum dalam 
lampiran.surat keputusan jini : 


Untuk mendjalankan tugas pekerdjaan sehari-hari Pa. 
nitya Landreform Daerah Tingkat JI dapat membentuk 
badan pekerdja, jang terdiri atas beberapa orang dari 
instansi Pemerintah dan Organisasi tani jang duduk 
sebagai anggauta Panitya, 


Panitya Landreform tersebut pada sub pertama bertu. 
gas melaksanakan ketentuan ketentuan dalam pasal 6 
ajat 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 
— tahun 1961: 


Saat cnulaj bekerdjanja Panitya tersebut sub pertama 
akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Agraria 
sesuai dengan taraf.taraf pelaksanaan Landrefotm , 
Keputusan inj berlaku mulai pada hari ditetapkan. 


Ditetapkan Mi : Djakarta. 
Pada tanggal : 20 Djuni 1961 
MENTERI PERTAMA REPUBLIK INDONESIA 


. Gr. H. DJUANDA). 
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KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA 
No. SK. 213/Ka TAHUN 1961. 
: Tentang 
PENUNDJUKAN DAERAH PERTJONTOHAN LANDREFORM 
MENIMBANG: 


a. bahwa guna mengetahui perkembangan serta hasil pe- | 


Has Landreform diperlukan bahan? dari pelbagai 
er 

b. bahwa 'berhubung dengan itu perlu diselidiki daerah? jang 
keadaan geografis, sosial dan ekonomi berbeda-beda: 

Cc. bahwa untuk penjelenggaraan penjelidikan itu perlu di- 
tundjuk beberapa daerah tingkat II sebagai daerah, per- 
tjontohan Landreform, 

d. bahwa diantara beberapa daerah jang akan ditundjuk 
telah mendjadi daerah pertjontohan dari Departemen lain, 
maka untuk kelantjaran pekerdjaan perlu adanja koor- 
Ginasi jang seksama antara Instansi? jang ada sangkut- 
paut dengan itu. 

MENGINGAT: 


Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria No. 1 1961. 


. MEMUTUSKAN: 

. MENETAPKAN: 

Pertama: | 

Menundjuk: 1. Daerah Tingkat II Krawang, 

2. Daerah Tingkat II Banjumas, 

3. Daerah Tingkat II Kediri, 

4. Daerah Tingkat II Lampung Selatan, 

5. Daerah Tingkat II Langkat, 

6. Daerah Tingkat II Bandung, 

1. Daerah Tingkat II Goa, 

8. Daerah Tingkat II Lombok Timur, 

9. Daerah Tingkat II Bandjar, 

10. Daerah Tingkat II Kupang, 

11, Daerah Tingkat II Maluku Tengah, 
sebagai daerah pertjontohan Landreform. . 

Kedua : Dari tiap? Daerah Tingkat II diatas dapat dipilih/ 
ditetapkan daerah? jang lebih rendah tingkatannja 
untuk penjelidikan jang chusus. 

Ketiga : Hal2 jang perlu guna penjelidikan pelaksanaan 
Landreform didaerah-daerah tersebut akan diatur 
lebih landjut oleh Menteri Agraria. ' 

Keempat: Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan. 

| Ditetapkan di Djakarta pada 
tanggal 5. Djuni 1961. 
MENTERI AGRARIA, 
ttd. 
(Mr. SADJARWO). 
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MERK U TE EKA NA MENNEKU 


Neng teng 


44 


aa Ka Ka Sa ma Ke ee 
ya | —— | | — '— ga 1. Djakarta Raya 

Tak PS TEMA T—- eta Te 
So Ie Pe Ia Pe rammantan Barat 
Tg Mn —n 23 gi Do 1 Kalimantan Selatan 
Na an ag Maa Da Nan mana En 
ee 00 sumatra Utara 

“Ng TE Ta Tg ae an aa ah 2 Sulawesi Utara Tengah 
1 Ng Tg 3 PS TN an ba Naa Sumatra Barat ””—— 
Aa Ie aa —. en Sumatra Selatan 

Ng NN Te “ Bagi ng 1g ss Le Sulawesi Selatan Tengg. 
nga es Tol DO: Mena Pa . (LT D. ist. Jogjakarta 

ba Tg Nana Ne — 23 Djawa Timur 

2 3 | — 2 Djawa Tengah. 

na Te — ma mua Djawa Barat 


"YBI9EG Bliei3y Iojueyy YEC 


“Im 
: 
5 
2 


NGALLUVdaI HdIO NuVad I 


(VISVUDV 


TU VWNVLUTId IYYILNAN NVS: 


ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah. 
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DISUSUN BARU MENURUT ASLINJA : 


Sekretaris Dept. Agraria, 


(Mi, Noeriman). 


& | | 5 
PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 
TENTANG 
PENDAFTARAN TANAH 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, | 
Menimbang: perlu diadakan peraturan tentang pendaftararr 
, tanah sebagai jang dimaksud dalam Undang? Pokok. 
Agraria (Undang2 No. 5 tahun 1960: L.N. 1960 
No. 194 — T.L.N. No. 2043): 


Mengingat: 1. pasal 5 ajat (2) Undang? Dasar: 
2. pasal 19, pasal 26 dan pasal 52 Undang? Pokok. 
Agraria : 


. Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 28 
Pebruari 1961. 


MEMUTUSKAN: 
Dengan mentij abut semua peraturan-pendaftaran tanah jang ma- 
sih berlaku: 


Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEN. 
DAFTARAN TANAH. 


BAB I. 
. KETENTUAN UMUM. 


Pasal 1. 


Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Djawatan Pendaftaran. 
Tanah menurut ketentuan.ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 
ini dan mulai tanggal jang ditetapkan oleh Menteri Agraria un. 
tuk masing-masing daerah 

Pasal 2. 


1). Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau 
daerah2 jang setingkat dengan itu (selandjutnja dalam Per- 
aturan Pemerintah ini disebut: desa). 


2). Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannja. 
- pendaftaran tanah setjara lengkap disesuatu daerah. 


BAB II. 


. PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENJELENGGARAAN 
TATA-USAHA PENDAFTARAN TANAH. 


BAGIAN I. PENGUKURAN DAN PEMETAAN. 
Pasal 3. 


1). Dalam daerah2 jang ditundjuk menurut pasal 2 ajat (2) se 
mua bidang tanah diukur desa demi desa. 


Ta 


LM IAI) 


IYA itUN 


nemuin” 


KIT UWUUT | 


SI SIUT UCC OR « 


2). 


3). 


4). 


5). 


6). 


1). 


1). 
2). 
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Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: 
a. penjelidikan riwajat bidang tanah itu dan 
b. penetapan batas-batasnja. 


Pekerdjaan jang dimaksud dalam ajat (2) sasa ini didjalan. 
kan oleh suatu panitia jang dibentuk oleh Menteri Agraria 
atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dan jang terdiri atas 
seorang pegawai Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua 
dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai 
anggota (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini di- 
sebut Panitia). Djika Menteri Agraria memandangnja perlu 
maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang 
pendjabat dari Djawatan Agraria, Pamong Pradja dan Ke- 
polisian Negara. Didalam mendjalankan pekerdjaan itu Pa- 
nitia memperhatikan keterangan? jang diberikan oleh jang 
berkepentingan. : 
Hasil penjelidikan riwajat dan penundjukan batas tanah jang 
bersangkutan ditulis dalam daftar isian jang bentuknja di- 
tetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah dan di- 
tanda tangani oleh anggota? Panitia serta oleh jang ber- 
kepentingan atau wakilnja. 


Djika ada perseiisihan tentang batas antarg beberapa bidang 
tanah jang letaknja berbatasan atau perselisihan tentang 
siapa jang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia 
berusaha menjelesaikan hal itu dengan jang berkepentingan 
setjara damai. 


Djika usaha tersebut diatas gagal, maka jang berkepentingan 
dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang 
siapa jang sesungguhnja berhak atas bidang tanah itu, dapat 
mengadjukan hal itu kemuka hakim. Tanah? jang mendjadi 
pokok perselisihan pada peta? dan daftar2 jang dimaksud 
dalam pasal 4 dan 7 dinjatakan dengan satu nomor pern- 
daftaran atau ditjatit sebagai tanah-sengketa sampai per- 
selisihan itu diselesaikan. 


Batas? dari sesuatu bidang tanah dinjatakan dengan tanda? 
batas menurut ketentuan? jang ditetapkan oleh Menteri 
Agraria. 

Pasal 4. 


Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai jang dimaksud : 
pasal 3 selesai, maka dibuat peta? pendaftaran jang memakai 
perbandingan. 


Peta 1tu memperlihatkan dengan djelas segala matjam hak 
atas tanah didalam desa dengan batas-batasnja, baik jang 
kelihatan maupun jang tidak. 


2). 


Selain batas2 tanah pada peta itu dimuat pula nomor pen- 
daftaran, nomor buku-tanah, nomor surat-ukur, nomor pa- 


djak (djika mungkin), tanda-batas dan sedapat-dapatnja . 


djuga gedung2, djalan2, saluran air dan lain2 tetap 
jang penting. 
Pasal 5. 


Tjara anta dora dan membuat peta2 sebagai jang dimaksud 


dalam pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Aan, 


1). 


2). 


3). 


Pasal 6. 


Setelah pekerdjaan jang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 
selesai, maka semua peta dan daftar-isian jang bersangkutan 
ditempatkan dikantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk 
memberi kesempatan kepada jang berkepentingan, meng- 
adjukan keberatan? mengenai penetapan batas2 tanah dan 
isi daftarZisian itu. 


Mengenai keberatan jang diadjukan dalam waktu jang di- 
maksud dalam ajat (1) pasal ini dan jang oleh Panitia 
dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun 
daftar-isian jang bersangkutan. 


Setelah perubahan? jang dimaksud dalam ajat (2) diatas 
selesai dikerdjakan atau djika didalam waktu tersebut dalam 
ajat (1) tidak diadjukan keberatan maka peta? dan daftar2 
isian disahkan oleh Panitia dengan suatu berita.atjara, jang 
bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria. 


BAGIAN II: PENJELENGGARAAN TATA USAHA 
PENDAFTARAN TANAH. : 


'Pasal 7. 


Untuk menjelenboarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh 


Kantor Pendaftaran Tanah diadakan: 
a. daftar tanah 


b. daftar nama 


c. daftar bukutanah 
d. daftar surat-ukur. 


Pasal 8. 


Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta tjara mengisinja 


ditetapkan oleh Menteri Agraria. 


Pasal 9. 


1). Daftar buku.tanah terdiri atas kumpulan buku.tanah jang 


didjilid. 
“ 


NA IA LEP MELAUI, 
pay MIN 


Vatuwyuut I 
SIOIUYUUGT II 


2). Bentuk buku-tanah serta tjara mengisinja ditetapkar ole 


Menteri Agraria. 
Pasal 10. 


. Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunars dan | 


tiap-tiap hak lainnja jang pendaftarannja diwadjibkan oleh 
sesuatu peraturan diadakan daftar buku.tanah tersendiri. 


. Satu buku-tanah hanja dipergunakan untuk mendaftar satu 


hak atas tanah. 


. Tiap-tiap bukutanah jang telah dipergunakan untux membu- 


kukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor 
Pendaftaran Tanah dan tjap Kantor Pendaftaran Tanah jang 
bersangkutan. : 

Pasal 1l. 


. Surat-ukur pada dasarnja adalah kutipan dari petapendafta- 


ran jang dimaksud dalam pasal 4. 


. Bentuk surat ukur serta tjara mengisinja ditetapkan oleh 


Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu 
selain membuat gambar tanah jang melukiskan batas tanah, 
tanda-tanda batas, gedung-gedung, djalan-djalan, saluran air 
dan lain-lain benda jang penting harus memuat pula : 


. nomor pendaftaran, 
. Nomor dan tahun surat-ukur/buku-tanah, 
. Nomor padjak(idjika mungkin), 
uraian tentang letak tanah, 
uraian tentang keadaan tanah, 
luas tanah, 
orang atau orang-orang jang menundjukkan batas-batas 
nja. 


an MOD OP 


. Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, jang satu 


diberikan kepada jang berhak sebagai bagian dari sertipikat 
jang dimaksud daiam pasal 13 ajat (3), sedang jang lain 
disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. 

Semua surat-ukur jang disimpan itu tiap-tiap tahun didjilid 
dan Ba ea daftar surat-ukur. 


BAB III. 


PENDAFTARAN HAK, PERALIHAN DAN PENGHAPUSANNJA 
SERTA PENTJATATAN BEBAN-BEBAN ATAS HAK DALAM 


DAFTAR BUKU-TANAH. 


BAGIAN 1: PEMBUKUAN HAK.HAK ATAS TANAH. 
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A. Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja telah di- 
selenggarakan setjara lengkap. 


Setelah ada 
6 ajat (3), maka dari tiap-tiap 


Pasal 12. 


pengesahan seperti jang dimaksud dalam pasal 
tanah jang batas-batasnja 


bidang 
maupur jang berhak atasnja telah ditetapkan, hak-haknja dibu. 
kukan dalam daftar buku-tanah. 


1. 
2). 


3). 


4). 


. Pasal 13. 
Untuk tiaptiap hak jang dibukukan menurut pasal 12 dibuat 
salinan dari bukutanah jang bersangkutan. 


Untuk menguraikan tanah jang dimaksud dalam salinan buku 
tanah dibuat surat.ukur sebagai jang dimaksud dalam pasal 11. 


Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah didjahit menjadi 

satu bersama.sama dengan suatu kertas sampul jang bentuk. 

nja ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan 
diberikan kepada jang berhak. 


Sertipikat tersebut pada ajat (3) pasal ini adalah surat-tanda. 
bukti-hak jang dimaksud dalam pasal 19 ki au 
Pokok Agraria. 


Pasal 14. 


. Semua surat.keputusan mengenai pemberian hak atas.ta- 


nah jang dikuasai langsung oleh Negara (selandjutnja da 
lam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim 
oleh Pendjabat jang berwenang memberi hak itu kepada 
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, untuk 


' dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan. 


2). 


1), 


Untuk pembuatan sertipikatnja maka dari bidang tanah jang ' 


Ll ubai Gibuat surat-ukur sebagai jang dimaksud dalam 
pasa 


. B. Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum di. 
selenggarakan & setjara lengkap. 
Pasal 15. 


Didesadesa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggara- 
kan setjara lengkap, maka hak? atas tanah jang telah di- 
uraikan dalam sesuatu surat hak tanah jang dibuat menurut 


»Overschrijvingsordonnantie” (S. 1834 No. 27), Peraturan 


Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan peraturan? pendaftaran 
jang berlaku di Daerah Istimewa Jogjakarta, Keresidenan 
Surakarta dan Sumatra Timur dan telfh pula diuraikan 


. dalam suratukur (lama) jang menurut Kepala Kantor Pen- 


daftaran Tanah masih memenuhi sjarat2 teknis, dibukukan 
dalam daftar buku-tanah. 
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. Kepada jang berhak diberikan sertipikat. 
3). 


Penjelenggaraan ketentuan? dalam ajat (1) pasal ini diatur 
lebih landjut oleh Menteri Agraria. 


Pasal 16. 


Djika pemberian hak jang dimaksud dalam pasal 14 menge- 
nai bidang tanah jang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur 
(lama), jang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
masih memenuhi sjarat? teknis, maka kepada jang memper- 
oleh hak itu diberi sertipikat, dengan tidak perlu membuat 
surat-ukur sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 11. 


. Djika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah jang 


belum diuraikan dalam sesuatu surat-ukur jang dimaksud 
dalam ajat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan surat-ukur 
sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 11 tidak dapat 
dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran jang 
bersangkutan dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka 
kepada jang memperoleh hak itu diberi sertipikat-sementara, 
sebagai jang dimaksud dalam pasal 17. 


Pasal 17. 


Sertipikat-sementara, jaitu sertipikat nan surat.ukur, mem- 
punjai fungsi sebagai sertipikat. 


Sertipikat-sementara mempunjai kekuatan sebagai sertipikat. 


Pasal 18. | 

Atas permohonan jang berhak, maka sesuatu hak atas tanah 
didesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggara- 
kan setjara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar 
buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala 
Kantor Pendaftarar Tanah harus disampaikan surat atau 
surat2 bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuatkan 
oleh Asisten Wedana, jang membenarkan surat atau surat2 
bukti hak itu.. 
Setelah menerima surat atau surat2 bukti hak beserta ke- 
terangan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka 
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohon 
an pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor 
Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut, Kalau di- 
anggapnja perlu maka selain pengumuman dikantor Kepala 

Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pen. 
reg Tanah dapat djuga mengumumkan dengan tjara 
ain 


Djika dalam waktu 2 bulan jang dimaksud dalam ajat (2) 
pasal ini tidak ada jang mengadjukan keberatan, maka hak 


atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran 
Tanah dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan. 

Djika ada jang mengadjukan keberatan, Kepala Kantor 
Pendaftaran Tanah menunda pembukuannja sampai ada ke. 
Pa hakim jang membenarkan hak pemohon atas tanah 
itu 

4). Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor 
| Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertipikat- 
sementara. 


BAGIAN il: PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK, PEM. 
BERIAN HAK BARU, PENGGADAIAN HAK, PEMBERIAN 
HAK TANGGUNGAN DAN PERWARISAN. 

A. Kewadjiban? jang bersangkutan dengan pendaftaran. 
Pasal 19. 
Setiap perdjangjian jang bermaksud memindahkan hak atas 
tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, 
tanah atau memindjam uang dengan hak atas tanah sebagai 
tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta jang dibuat 
oleh dan dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri 


Agraria (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: 
Pendjabat). Akta tersebut bentuknja La oleh Menteri 


Agraria. 
Pasal 20. 


1). Djika orang jang mempunjai hak atas tanah meninggal dunia, 
3 maka jang menerima tanah itu sebagai warisan wadjib me- 
minta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 86 
bulan sedjak tanggal meninggalnja orang itu. 
2). Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat 
memperpandjang waktu tersebut pada ajat (1) pasal ini 
berdasarkan pertimbangan2 chusus. 


Pasal 21. 

Selambat-lambatnja 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah 
dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus me- 
minta surat keterangan kepada Ke Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
jang bersangkutan tentang tanah jang akan dilelang itu. 

— B. Tanah? jang sudah dibukukan. . 
| “Pasal 22. 
1), Mengenai tanah jang sudah dibukukan, maka Pendjabat dapat 
menolak permintaan untuk membuat akta sebagai jang di- 
maksud dalam pasal 19, djika: 
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2), 


3). 


4), 


5). 


1). 


2). 


“8. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah jang 


bersangkutan, 

b. tanah jang merdjadi objek perdjandjian ternjata masih 
dalam perselisihan, 

c. tidak disertai surat-tanda-bukti pembajaran biaja pendaf- 
tarannja. 


Djika Pendjabat menganggapnja perlu maka ia dapat minta 
supaja pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan 


seorang anggota Pemerintah Desa jang bersangkutan. | 
Akts termaksud dalam ajat (1) pasal ini beserta sertipikat 


dan warkah lain jang diperlukan untuk pembuatan akta itu 
oleh Pendjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftar. 
an Tanah jang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar 
atau daftar2 buku-tanah jang bersangkutan dan ditjatat pada 
sertipikatnja. Akte, sertipikat beserta warkah lainnja itu 


dapat pula dibawa sendiri oleh jang berkepentingan ke 
Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia mem- 
berikan tandapenerimaan kepada Pendjabat. 


Setelah pendaftaran: dan pentjatatan jang dimaksud dalam 
Ta (3) pasal ini selesai, maka olen Kepala Kantor Pendai- 


Tanah sertipikat diberikan kepada orang jang mem- 
ka roleh hak, djika Mendaftaran itu mengenai pemindahan hak. 
Djika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, 
penggadaian hak atau pemindjaman uang dengan hak atas 
tanah sebagai tanggungan, sertipikat hak atas tanah 
jang bersangkutan dikembalikan kepada jang berhak atas 
tanah itu, sedang kepada jang “men berelen hak baru, hak 
gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertipikat 
hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut. 


Sebelum menjerahkan sertipikat atau sertipikat? jang dimak- 
sud dalam ajat (4) pasal ini kepada orang atau orang? jang 
berhak, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
harus disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pa- 
djak tanah sampai pada saat aKta jang dimaksud dalam 
ajat (1) pasal ini dibuat. 


Pasal 23. 


Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai 
tanah jang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor 
Pedaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah 
itu beserta surat-wasiat dan djika tidak ada surat-wasiat, 
surat.keterangan warisan dari instansi jang berwenang. 


Setelah peralihan-hak tersebut ditjatat dalam daftar buku. 
tanah jang bersangkutan dan pada sertipikatnja, maka serti- 


1). 


2). 


1). 


2). 


pikat itu dikembalikan kepada ahliwaris, setelah kepada 
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-ketera. 
ngan tentang pelunasan padjak tanah sampai pada saat 
meninggalnja pewaris. 

Pasal 24. 
Djika sesuatu hak atas tanah jang telah dibukukan dilelang, 
maxa Kepala Kantor Lelang pai ca Ti tata menjampaikan 


“kepada Kepala Kantor Pendaftaran 


a. kutipan otentik dari berita-atjara lelang, 
b. sertipikat dan 


C. surat-keterangan jang dimaksud dalam pasal 21, Aa 
ditjatat dalam daftar bukutanah jang bersangkutan dan 
. pada sertipikatnja. 


Anna pendaftaran tersebut selesai, maka seba diserah- 
kan kepada pembelinja, setelah kepada Kepala Kantor Pen. 

daftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang amper 

nasan padjak. tanah jang bersangkutan sampai pada saat 

hak itu dilelang. 


C. Tanah? jang belum dibukukan. 
Pasal 25. 


Akta untuk memindahkan hak, memberikan 'hak baru, 
menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan tanggu 
ngan atas tanah jang belum dibukukan dibuat oleh 
Besi t djika kepadanja, dengan menjimpang dari ke- 
uan dalam pasal 22 ajat (1) sub. a, nerahkan surat. 
banten Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang menjata- 
kan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunjai sertipikat 
atau sertipikat-sementara. 
Didaerah-daerah ketjamatan diluar kota tempat kedudukan 
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah aa Aa Tandai 
Kantor Pendaftaran Tanah agama t diganti dengan - 
pernjataan jang memindahkan, mem: menggadaikan 
atau menanggungkan hak itu, jang sewakan oleh Kepala 
nona seorang st Femerjntah Desa jang bergang: 


Selain Kite eetangan tersebut, kepada Pendjabat itu 
harus diserahkan pula: 
a. Surat-bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuat- 
Kan “ng Asisten Wedana jang membenarkan surat-bukti 
tu 
b. surat tanda-bukti pembajaran biaja pendaftaran. 
Pembuatan akta jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini - 
harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota 
Pemerintah Desa jang bersangkutan. 
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K3 . Tag 


3). 


4). 


1). 


2). 


3). 


1). 


Setelah menerima akta dan warkah lainnja jang dimaksud 
dalam ajat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
membukukannja Aa daftar buku.tanah jang bersangkutan, 


Djika akta itu mengenai pemindahan hak atas tanah, maka 
oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada 
jang memperoleh hak itu sertipikat-sementara. 


Djika akta itu mengenai pemberian hak baru, penggadaian 
hak atau pemindjaman uang dengan hak atas tanah sebagai 
tanggungan, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
Kepada jang memberikan, menggadaikan atau memindjam 
uang diberikan sertipikat-sementara, demikian pula kepada 
jang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan 
atas tanah diberikan sertipikat.sementara dari hak-baru, hak 
gadai, atau hak tanggungan atas tanah tersebut. 


Pasal 26. 


Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai 
tanah jang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor 
Pendaftaran Tanah harus diserahkan: 


a. surat atau surat2 bukti hak jang disertai keterangan Ke- 
pala Desa jang membenarkan surat atau bukti hak itu. 
Keterangan Kepala Dea tersebut harus dikuatkan. oleh 
Asisten Wedana. 


b. surat.wasiat dan djika tak ada surat-wasiat surat-kete- 
rangan warisan dari instansi jang berwenang. 


Setelah menerima surat2 jang dimaksud dalam ajat (1) 
pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mem- 
bukukan peralihan hak. itu dalam daftar buku-tanah jang 
Dersangkutan. 


Kepada achliwaris oleh kepala Kantor pendaftaran Tanah 
diberikan sertipikat-sementara, setelah kepadanja disampai- 
kan surat.keterangan tentang pelunasan padjak tanah sampai 
pada saat meninggalnja pewaris. 


Pasal 217. 


Djika sesuatu hak atas tanah jang belum dibukukan dilelang, 
maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menjampaikan 
kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah: 


a. kutipan otentik dari berita-atjara lelang, 


b. surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang 
menjatakan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunjai 
sertipikatsementara, 


2). 


3). 


1). 


2). 


3). 


4). 


c. surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang di- 
kuatkari oleh Asisten Wedana, jang Inem Peparen surat- 
bukti-hak itu. Nana R5 | 

“nee: 

Setelah menerima surat? jang dimaksud dalam. ajat (1) Manah 

ini dari Kepala Kantor Lelang, maka Kepala Kantor Pen- 

daftaran Tanah membukukan pemindahan hak itu dalam 
daftar buku tanah jang bersangkutan. 


Kepada jang memperoleh hak tersebut oleh Kepala Kantor 
Pendaftaran Tanah diberikan sertipikat-sementara. 


D. Penolakan Pendaftaran peralihan hak. 
Pasal 28. 


Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melaku- 
kan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, djika 
salah satu sjarat dibawah ini tidak dipenuhi: 


a. akta jang dimaksud dalam pasal 19 disampaikan tanpa 
sertipikat atau surat-keterangan atau pernjataan jang di- 
maksud dalam pasal 25 ajat (1) dan warkah lainnja. 


b. sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas 
tanah tidak sesuai lagi dengan daftar2 jang ada pada 
Kantor Pendaftaran Tanah. 


c. djika orang jang memindahkan, memberikan hak baru, 
menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu 
tidak berwenang berbuat demikian. | & 


d. didalam hal djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberi. 

“ an dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuat- 
an-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan 
hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri METATA atau 
pendjabat jang ditundjuknja. 


Oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan mengenai per- 
mintaan dan pemberian izin pemindahan hak jang dimaksud 
dalam ajat (1) huruf d pasal ini. | 


Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan se 
tjara tertulis, dengan menjebut alasan? penolakan itu. 


Surat-penolakan beserta akta dan warkah lain jang diterima 
dari pendjabat jang membuat akta itu dikirim kembali 
kepada pendjabat tersebut dan kepada jang bersangkutan 
@isampatkan salinan surat penolakan itu. 
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BAGIAN III: PENTJATATAN PENGHAPUSAN HAK DAN 
BEBAN? ATAS HAK WARKAH PENDAFTARAN, PEMISAHAN 
TANAH SERTA PENGGABUNGAN TANAH JANG 
TELAH DIBUKUKAN. 


Pasal 29. 
1). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mentjatat hapusnja se 
suatu hak, djika kepadanja disampaikan: 


a. salinan surat keputusan hakim jang mempunjai MA 
hukum untuk didjalankan atau salinan surat keputusan 
pendjabat jang berwenang untuk membatalkan hak itu, 

b. salihfan surat keputusan pendjabat jang berwenang jang 
menjatakan bahwa hak itu dilepaskan, 


C. salinan surat keputusan hakim jang mempunjai kekuatan 
hukum untuk didjalankan atau pendjabat jang berwenar.g 
jang menjatakan pentj abutan hak itu untuk kepentingan 
umum. 


2). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mentjatat baptis Ta Td 
suatu hak gadai dan hak tanggungan djika an ae ber 
sampaikan surat tanda bukti penghapusan hak2 1 


Pasal 30. 


1). Panitera Pengadilan Negeri wadjib memberitahukan kepada 
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan semua 
putusan hakim jang mempunjai kekuatan hukum untuk 
didjalankan mengenai hak atas tanah, untuk djika dianggap 
perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ditjatat dalam 
daftar buku tanah jang bersangkutan dan sedapat, mungkin 
djuga dalam sertipikatnja. 


2). Orang jang berkepentingan berhak meminta agar diadakan 

- pentjatatan tentang sita, perwalian, pengampuan dan beban 

lainnja dalam daftar buku tanah jang bersangkutan serta 

sertipikatnja, dengan menjerahkan surat? jang diperlukan 

Sapa pentjatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran 
ah. 


3). Orang jang berkepentingan berhak meminta pentjatatan dari 
hapusnja tjatatan? jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, 
dengan menjerahkan surat? jang diperlukan untuk pentjatatan 
itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. 


Pasal 31. 


Semua suratkeputusan, akta, kutipan otentik berita atjara 
lelang, surat-wasiat, Sura keterangan warisan, surat atau surat 
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bukti-hak, keterangan Kepala Desa jang membenarkan hak se- 


dan surat? pemberitahuan dari Panitera Pengadilan 


seorang 

Negeri jang dimaksud dalam pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain jang perlu “untuk 
pendaftaran, 


'setelah dibubuhi tanda? pendaftaran diberi nomor 


surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk 
disimpan dan kemudian didjilid mendjadi buku. 


1). 


2). 


3). 


1). 


2). 


3). 


4). 


Pasal 32. 


Djika suatu peralihan hak mengakibatkan pemisahan tanah 
gang bersangkutan, maka smear tanahnja diganti dengam 
buku-tanah2 jang lain, Sman Aa setiap kesatuan tanah ter. 
daftar dalam satu bukutanah 


Atas permintaan jang berhak, dari beberapa bidang tanah 
jang bergandengan dapat dibuat satu buku-tanah baru untuk 
Peran RAD bukutanah? jang bersangkutan dengan tanah 


Didalam hal jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal 
ini sertipikat atau sertipikat2 jang bersangkutan ditahan 
oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan kepada jang 
berhak diberikan sertipikat baru untuk tiap2 kesatuan 
tanah. 

BAB IV. 

"EM BENIAN SERTIPIKAT BARU. 
Pasal 33. 


Sertipikat baru hanja dapat diberikan oleh Kbyatia Kantor 
Pendaftaran Tanah kepada jang berhak sebagai pengganti 
sertipikat jang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut 
diberikan atas permohonan jang berhak itu. 


Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat 
jang lulang diberikan kepada jang berhak, maka hal itu harus 
diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 
1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara 
Republik Indonesia. Biaja Pengumuman tersebut ditanggung 
oleh pemohon, 


Djika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman jang kedua 
tidak ada jang enena ukan keberatan terhadap pemberian 
sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberi- 
kan kepada pemohon. 


Djika ada keberatan jang diadjukan dan keberatan tersebut 
oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, 
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maka ja menolas pemberian sertipikat baru itu dan mem- 
persilahkan pemohonnja untuk meminta keputusan hakim. 


5). Djika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap ke- 
beratan jang diadjukan tidak beralasan, maka sebelum mem. 
berikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta 
terlebih dahulu pendapat Kepala Djawatan Pendaftaran 
Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja. 

BAB V. 
BIAJA PENDAFTARAN DAN BIAJA PEMBUATAN AKTA. 
Pasal 34. 


1). Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan biaja jang 
harus dipungut untuk: 


Mw 


5 pembuatan sertipikat, Pan sementara dan sertipikat 
baru, 

. pentjatatan peralihan hak, 

. pentjatatan hapusnja hak, 

. pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 30 ajat (2) dan (3), 


pembuatan surat keterangan tanah jang dimaksud dalam 
pasal 24 dan 25, 
pemberian keterangan, tertulis maupun lisan, dari peta-peta 
dan daftar.daftar jang Siselenggarakan oleh Kantor Pen 
daftaran Tanah, 


. penundjukkan batas, 


g 
h. pekerdjaan-pekerdjaan lain jang dikerdjakan oleh Kantor 
Fendaftaran Tanah. 
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2). Atas permohonan jang bersangkutan, Kepala Djawatan Pen- 

. daftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat 
membebaskan pemohon dari pembajaran sebagian atau 
seluruh biaja jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, djika 
pemohon membuktikan bahwa ia tidak mampu membajar 
biaja tersebut. 


3). Biaja jang dipungut selama satu bulan menurut ketentuan 
am ajat (1) pasal ini dimasukkan dalam Kas Negara 
selambat-lambatnja pada tanggal 10 dari bulan jang beri- 
kutnja. : 


Pasal 35. 
Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan: 


a. biaja jang dapat dipungut oleh pendjabat jang dimaksud 
Galam pasal 19 untuk pembuatan sesuatu akta tersebut pada 
pasal itu. 
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b. Uang saksi jang harus dibajar kepada Kepala Desa dan ang: 
gota Pemerintah Desa jang mendjadi saksi dalam pembuatan 
akta jang dimaksud dalam pasal 22 dan 25. 


Tn | BAB VI, 


KEWADJIBAN? KEPALA KANTOR PENDAFTARAN 
DAN PENDJABAT. 


Pasal 36. 


Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wadjib menjelenggarakan 
tugas pendaftaran jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini 
dalam waktu jang sesingkat-singkatnja. 


Pasal 37. 


Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wadjib mendjalankan 
petundjuk? jang diberikan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran 
Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja. 


Pasal 38. 


Pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 wadjib menjeleng- 
garakan suatu daftar dari akta? jang dibuatnja, menurut bentuk 
jang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wadjib pula menjim- 
pan asli dari akta2 jang dibuatnja. 


Pasal 39. 


Pendjabat jang membuat akta tanpa memperhatikan sjarat? 
jang tertjantum dalam pasal 22 ajat (1) dan pasal 25 ajat (1) 
dapat dituntut Pe kerugian jang ditimbulkan karena 
perbuatannja itu. 


Pasal 40. 


1). Pendjabat wadjib mendjalankan petundjuk2 jang diberikan 
oleh Menteri Agraria. 


2). Menteri Agraria menundjuk petugas jang harus mengawasi 
pendjabat tersebut dalam melaksanakan tugasnja. 


3). Menteri Agraria dapat mentjabut wewenang seorang pen- 
djabat untuk membuat akta, djika ia tidak menjelenggarakan 
kewadjibannja jang tertjantum dalam pasal 48- diatas se- 
bagaimana mestinja atau djika ia sering menimbulkan ke- 
rugian bagi orang2 jang minta dibuatkan la sebagai jang 
Gimaksud dalam pasal 19 dan 23. 
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BAB VII. 


SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN? PER. 
ATURAN PEMERINTAH INI. 


Pasal 41. 

1). Kealpaan achliwaris terhadap kewadjiban jang dimaksud 
dalam pasal 20 dikenakan denda Rp. 100,— untuk tiap? hak 
atas tanah dan selandjutnja untuk tiap2 bulan kelambatan 
berikutnja ditambah dengan Rp. 25,— jang harus dibajar 

kepada Kepala. Kantor Pendaftaran Tanah. 


2). Djika kealpaan itu disebabkan oleh hal2 jang diluar kesalah- 
an achliwaris jang bersangkutan, Kepala Djawatan Pendaf. 
taran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat 
membebaskan achliwaris tersebut dari pembajaran seluruh 
20 ea dari denda jang dimaksud dalam ajat (1) 
p 


Pasal 42. 


1). Barangsiapa dengan sengadja merusak atau memindahkan 
tanya hak tandan batas jan? Uimakid dalam pasal S-ajat NA 
diatas dipidana dengan hukuman selama- 

2 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000—. 


24). Perbuatan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini adalah 
pelanggaran. 


Pasal 43, 
apa membuat akta jang dimaksud dalam pasal 19, 


dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau 
denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—, 


Pasal 44. 
1). Pn Mp Desa ea menguatkan perdjandjian jang dimak- 
2 ee send dan 23 jang dibuat tanpa akta oleh 
pendjaba 


2). Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat (1) pasal 
ini dipidana dengan hukuman Kurungan selamalamanja 
3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp, 10.000,—. 


BAB VIII. 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN. 
Pasal 45. 
Menteri Agraria dapat menundjuk pendjabat dari Djawatan 
. Agraria untuk mendjalankan tugas Kepala Kantor Pendaftaran 
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Tanah sebagai jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, 
seiama didaerah jang bersangkutan belum ada Kantor Pendaf- 
karan ? Tanahnja. 


Pasal 46. 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di. 
undangkan. 

Agar supaja tetap orang dapat mengetahuinja, memerintah. 
kan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 


Diundangkan di Djakarta Ditetapkan di Djakarta 
SEKRETARIS NEGARA, PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 
ttd. 
MOHD. ICHSAN. ttd. 


SUKARNO. 


PENDJELASAN 
| ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 
TENTANG 
PENDAFTARAN TANAH 
L UMUM. 
A. Pendahuluan. 


1). Untuk mendjamin kepastian hukum dari hak? atas tanah, 
Undang? Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk 
mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilajah Republik 
Indonesia. 

Dalam pasal 19 ajat (2) Undarg?2 Pokok Agraria tersebut 
ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi 
dua hal, jaitu: 


a). Mendarbalan dan pemetaan? tanah? serta menjelenggara. 
tata-usahanja, 


b). pendaftaran hak serta belang dan pemberian su- 
rat-surat tanda-bukti-hak- jang berlaku sebagai alat 
pembuktian jang kuat. 


Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah 
Ini, penjelenggaraan pendaftaran tanah ai tugas 
dari Djawatan Pendaftaran Tanah ( 

Sebelum tahun 1947 tugas Djawatan Deartaran Tanah ata'i 
»Kadaster” hanja mengenai pengukuran dan pemetaan serta 
penjelenggaraan tata.usaha dari hak? jang telah diukur 
dan dipeta. Sedjak tahun 1947, pendaftaran hak serta per. 
alihannja, sebagaimana diatur dalam ,,Overschrijvingsordon. 
nantie” (S. 1834 No. 27) mendjadi tugas pula dari Djawatan 
Pendaftaran Tanah. 

Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah ini jang 
menjerahkan tugas pendaftaran tanah kepada Djawatan 
Pendaftaran Tanah hanja mengatur sesuatu jang telah 
mendjadi kenjataan. Jang baru dalam hubungan ini ialah, 
bahwa tugas pendaftaran tanah itu sekarang mengenai 
semua tanah diwilajah Republik Indonesia, sedang sebelum- 
nja terutama hanja mengenai tanah? dengan apa jang 
disebut ,,hak2 barat” sadja. 


2). Dalam menjelenggarakan pendaftaran tanah harus diper- 
hatikan setjara seksama: 
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- 
a). dasar-permulaannja (,op-zet”) dan 

b). pemeliharaannja (,,bijhouding”). 

Kekurangan perhatian terhadap salah satu dari kedua hal 
tersebut akan banjak meminta korban berupa biaja, tenaga 
dan waktu dan akan mendatangkan 'pula banjak kesulitan 
dan keketjewaan. 


- B. Pengukuran dan pemetaan tanah? serta penjelenggaraan tata- 


usahanja. 


3). Pekerdjaan pengukuran dan pembuatan peta baik didalam 

penjelenggaraan dasar permulaannja, maupun dalam peme- 
liharaannja pada azasnja tidak akan merupakan suatu soal 
jang sulit, karena telah diperoleh pengalaman selama ber- 
puluh? tahun dari pendaftaran tanah? dengan hak? barat. 
Dalam pada itu kesukaran jang terpokok terletak pada 
kenjataan, bahwa pengukuran dan- pemetaan Semua tanah 
Giwilajah Republik Indonesia itu akan merupakan suatu 
pekerdjaan raksasa, jang akan memakan biaja banjak sekali 
serta membutuhkan banjak pula tenaga ahli. 
Tjara mengukur dan membuat peta2 tidak diatur dalam 
Peraturan Pemerintah ini, akan tetapi dipandang lebih 
baik untuk diserahkan pengaturannja kepada Menteri 
Agraria (pasal 5). Dengan demikian penjesuaian tjara me. 
ngukur dan membuat peta? dengan perkembangan? dalam 
ilmu geodesi dapat dilaksanakan dengan mudah. Perlu 
Gikemukakan disini, bahwa ilmu geodesi pada waktu achir2 
ini mengalami kemadjuan jang sangat pesat sekali. 

4). Seperti telah dikemukakan diatas pekerdjaan pengukuran 
dan pemetaan ini akan merupakan suatu pekerdjaan 
raksasa, jang dengan sendirinja akan memakan waktu jang 
banjak. Meskipur pada waktu sekarang, disamping peng- 
ukuran biasa (,terrestrisch”), sudah dapat dilakukan peng- 
ukuran dengan tjara pemotretan dari udara (,luchtfotogram 
metrie”), namun pekerdjaan pengukuran dan pembuatan 
peta itu tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu jang 
singkat. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pe- 
merintah ini ditetapkan, bahwa pekerdjaan pendaftaran 
tanah, jang meliputi pengukuran dan pembuatan peta serta 

taran hak dan peralihannja, harus dilakukan desa 
demi desa Pn Migas jang ditundjuk oleh Menteri Agraria 
(pasal 2). Penundjukan itu akan dilakukan setjara ber. 
angsur2, disesuaikan dengan keperluan daerah? jang ber- 
sangkutan serta dengan banjaknja tenaga, alat dan biaja 
'jang tersedia. Dari tanah? jang terdapat didalam desa? 
Gidaerah2 jang telah ditundjuk oleh Menteri Agraria itu, 
diselidiki batas?nja serta Lara jang berhak atasnja. Setelah 
penjelidikan itu selesai, maka tanah? dalam desa itu diukur 
dan dibuatkan peta? pendaftarannja (pasal 3). Baru setelah 
peta pendaftaran sesuatu desa selesai dapat dibuatkan 
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surat-ukur dari tiap? bidang tanah jang ada disitu. Surat. 
ukur pada dasarnja adalah kutipan dari peta-pendaftaran 
tersebut (pasal 11). Djika belum ada peta pendaftaran 
belum dapat dibuatkan surat.ukur baru dari sesuatu bidang 


5). Untuk menjelenggarakan tata-usaha senbikrtaran apa 
Peraturan Pemerintah (pasal 7) mengharuskan Kanto 
Pendaftaran Tanah, jang merupakan kantor2 dari Spm 
tan Pendaftaran Tanah” mengadakan 4 matjam daftar, jaitu: 


a). daftar tanah : 

Dalam daftar ini akan didaftar semua tanah (tanah? 
jang dikuasai 1 angsung oleh Negara, tanah? jang dipu- 
njai dengan sesuatu hak, djalan?, dan sebagainja) jang 
terdapat dalam sesuatu desa. 


b). daftar nama: 
Dalam daftar ini akan didaftar nama orang? jang 
mempunjai sesuatu hak atas tanah. 


C). daftar buku tanah: 
Dalam daftar ini akan didaftar hak? atas tanah serta 
peralihan hak-hak itu. 


d). daftar surat-ukur : | 
Daftar ini merupakan kumpulan surat-surat-ukur : 
surat.ukur menguraikan keadaan, letak serta luas se- 
suatu tanah jang mendjadi objek sesuatu hak jang telah 
didaftar dalam daftar buku-tanah. Tentang arti surat 
ukur lihat selandjutnja pasal 11 ajat (1) dan (2). 
Penetapan bentuk dan tjaranja mengisi keempat daftar 
ba diserahkan kepada Menteri Agraria (pasal 8, 9, 10 


C. Pendaftaran hak serta peralihannja. 


6). Tjara atau sistim pendaftaran. 
Tjara atau sistim pendaftaran hak serta peralihannja jang 
Pa anna adalah tjara jang memenuhi sjarat2 jang 
a. sedapat mungkin disesuaikan dengan hukum adat jang 
masih berlaku, 
b. sesederhana.sederhananja, 
c. dapat dipahami oleh rakjat. 


Adapun tjara jang agaknja memenuhi sjarat2 tersebut 
ialah sistim buku-tanah (“grondboekstelsel”), jang antara 
lain dipakai di Australia, Siam, Philipina dan sebagainja. 
Bagi Indonesia tjara buku.tanah itupun tidak asing pula, 


karena sebelum tahun 1911 tjara sematjam itu telah diper- 
gunakan oleh Sultan Sulaiman di Lingga dan pada waktu 
ini terdapat djuga di Sumatera Timur (dikenal orang se. 
bagai peraturan ”grant”), Jogjakarta serta dikota-kota da- 
lam keresidenan Surakarta. 
Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah 
ini pendaftaran hak dan peralihannja diatur menurut tjara 

“atau sistim buku.-tanah itu jang dengan sendirinja disesuai- 
kan dengan keadaan di Indonesia. 


7). Pembukuan hak. 


“ a). Pendaftaran untuk pertama kali atau pembukuan se- 
suatu hak atas tanah dalam daftar buku-tanah mengha- 
dapi persoalan jang berikut : bagaimanakah kita dapat 
menentukan setjara memuaskan siapa jang berhak atas 
sesuatu tanah serta batas2 dari tanah itu. 

Pemerintah Hindia Belanda u hendak memetjah- 
kan persoalan tersebut dengan suatu tjara atau sistim 
”yitwijzingsprocedure” melalui Pengadilan Negeri (lihat 
S. 1872 No. 118). "Uitwijzingsprocedure” itu bermaksud 
akan menentukan dengan seksama siapa jang sesung- 
guhnja berhak atas sesuatu bidang memakan 
waktu lama sekali dan sangat memusingkan bagi orang 
Indonesia. 

Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerin- 
tah ini dipakai tjara jang lebih sederhana. 

b). Seperti telah dikemukakan diatas pada angka 4, maka 
sebelum sebidang tanah dalam sesuatu desa diukur di- 
adakan terlebih dahulu penjelidikan mengenai siapa 
jang berhak atas tanah itu dan bagaimana batas?nja. 
Penjelidikan itu dilakukan oleh suatu Panitia jang ter- 
diri atas seorang pegawai Djawatan Pendaftaran Tanah 
sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa 
atau lebih sebagai anggota. Berdasarkan hasil penjeli- 
dikan Panitia tersebut, maka tanah? didalam desa itu 
diukur dan dibuatkan peta? pendaftarannja (pasal 3). 
Peta2 pendaftaran beserta daftar2 isian, jang dimuat 
hasil penjelidikan Panitia, kemudian ditempatkan di- 
kantor Kepala Desa, untuk memberi kesempatan kepada 
jang berkepentingan mengadjukan keberatan? mengenai 
penetapan batas? dan isi daftar isian didalam waktu 
3 bulan. Djika keberatan? itu diadjukan pada waktunja 
dan Panitia menganggap keberatan? tersebut beralasan, 
maka Panitia akan mengadakan perubahan dalam peta 
ataupun daftar-isian jang bersangkutan. 

Peta? dan daftar2 isian kemudian disahkan oleh Panitia 
dengan suatu berita-atjara (pasal 3, 5”dan 6). Setelah 
peta? dan daftar? isian itu disahkan, maka tanah? 
jang batas-batasnja maupun orang jang berhak atasnja 
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telah tetap oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di- 
bukukan dalam daftar buku-ttanah jang bersangkutan 
(pasal 12). Pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku- 
tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan, bahwa 
orang jang sebenarnja berhak atas tanah itu akan kehi- 
langan haknja: orang tersebut masih dapat menggugat 
hak dari orang jang:-terdaftar dalam buku.tanah seba 
gai orang jang berhak (pasal 19 ajat (2) Undang-undang 
Pokok Agraria). Djadi tjara pendaftaran hak jang diatur 


dalam Peraturan Pemerintah ini tidaklah positif, jaitu 
salinan 


sesuatu tanda-buktihak jang terdiri atas 

buku-tanah dan surat-ukur jang didjahit mendjadi satu 
bersama.sama dengan suatu kertas sampul (pasal 13 
ajat (1), (2) dan (3), Sertipikat itu merupakan alat pem- 
buktian jang kuat (pasal 13 ajat (4) j.o. pasal 19 Un- 
dang-undang Pokok Agraria). Oleh karena surat-ukur 
merupakan bagian dari sertipikat, maka dengan sendiri- 


nja Surat-ukur itu merupakan pula alat pembuktian - 


jang kuat. Dengan demikian batas? jang telah ditentukan 
oleh Djawatan Pendaftaran Tanah mempunjai kekuatan- 
hukum, sehingga pendaftaran tanah itu merupakan suatu 
”rechtskadaster”, Hingga sekarang batas2 jang dite. 
tapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah hanja mem- 
punjai "feitelijke kracht” oleh karena hakim dapat me. 
nerima atau menolak kebenaran dari batas2 jang telah 
ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah. Dalam 
hal "”rechtskadaster” maka hakim itu, selama tidak ada 
bantahan, harus menerima batas? jang telah ditetapkan 
Hp Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai batas2 jang 
nar, 


C). Selain pembukuan hak atas tanah melalui pengukuran 


dan pembuatan peta? pendaftaran desa demi desa se- 


bagaimana diuraikan diatas pada sub b., pembukuan 


hak atas tanah itu dapat pula dilakukan menurut tjara 
jang diatur dalam pasal 15, 16 dan 18. 

Pasal 15 menentukan, bahwa hak2 atas tanah jang telah 
diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah dan surat-ukur 
jang masih memenuhi sjarat teknis (all. semua surat- 
ukur jang dibuat oleh Djawatan Pendaftaran Tanah) 


dapat dengan segera dibukukan dalam daftar buku-tanah 


jang bersangkutan dan (jang penting lagi) kepada jang 
berhak dapat diberikan sertipikat. Tudjuan dari pasal 
15 ialah agar arsip Djawatan Pendaftaran Tanah dapat 
“ dengan segera dipergunakan untuk menjusun arsip se- 
bagaimana dikehendaki Peraturan Pemerintah ini. 

Dalam pada itu hak-hak atas tanah jang belum diurai- 
kan dalam suatu surat ukur, jang dimaksud dalam pasal 
15 atau jang tidak dapat dengan segera dibuat surat 
ukurnja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat 


pula dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersang. 
kutan (pasal 16 dan 18): kepada jang berhak diberikan 
sertipikatsementara, jaitu sertipikat tanpa surat-ukur. 
Dengan adanja ketentuan dalam pasal 16 dan.18 itu 
dan djuga dalam pasal 25 s/d 27, maka hak2 atas tanah 
sudah dapat dibukukan dalam daftar? buku-tanah, 
meskipun tanah? itu belum diukur dan dibuatkan peta. 
nja. Dengan demikian pendaftaran hak2 dapat dilaksa- 
pakan dalam waktu jang tidak terlalu lama. 

Meskipun pendaftaran hak menurut pasal 16, 18 dan 25 
s/d 21 tersebut hanja mengenai subjeknja sadja, namun 
hal itu sudah merupakan langkah jang baik kearah pe- 
nertiban lalu lintas tanah di Indonesia. 


8). Pendaftaran peralihan hak dan pembebanannja. 
a). Agar supaja apa jang telah didaftarkan dalam daftar 


buku-tanah tetap sesuai dengan keadaan jang sebenar. 
nja, maka perubahan jang terdjadi dalam keadaan se- 

suatu hak harus pula didaftarkan. Berhubung Gengsi 
itu dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa 
setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak 
atas tanah, memberikan sesuatu hak paru atas tanah, 
menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak 
. atas sebagai Gjaminan harus dibuktikan dengan suatu 
akta jang dibuat oleh dan dihadapan seorang pendjabat 
jang akan ditundjuk oleh Menteri Agraria (pasal 19). 
Pendjabat itu diwadjibkan mengirimkan akta tersebut 
kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk di- 
daftarkan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan 
(pasal 22). Agar Pendjabat tersebut melaksanakan tugas. 


nja sebagaimana diharapkan, maka aalam pasal 38 s/d 40 


diadakan ketentuan? jang mendjamin hal itu. Jang akan 
ditundjuk ialah pendjabat? jang tempat kedudukannja 
tidak djauh dari letak tanah jang bersangkutan. 
Ketjuali peralihan jang diakibatkan oleh perbuatan jang 
berhak, djuga peralihan jang diakibatkan karena pelela- 
ngan oleh kantor lelang harus pula didaftarkan (pasal 21, 
24 dan 27). 

Disamping itu peralihan karena warisan diharuskan pula 
untuk didaftarkan (pasal 20, 23 dan 26). Oleh karena 
o dalam soal waris, ahliwaris dengan sendirinja karena 
hukum telah memperoleh hak jang diwariskan kepada- 


nja, sehingga tidak ada sesuatu keperluan jang men- 


dorongnja untuk mendaftarkan hax jang diperolehnja 
itu, maka agar tata-usaha pendaftaran tanah tidak men- 
djadi katjau, kewadjiban ahliwaris tersebut diatas di- 
perkuat dengan suatu antjaman hukuman jang diatur 
dalam pasal 41. 

Djuga beban? jang diletakkan atas sesuatu hak beserta 
penghapusannja harus didaftarkan pula (pasal 29 s/d 32). 


Rei 
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b). 


Cc). 


e 


Untuk mentjegah agar supaja jang mengalihkan sesuatu 
hak bukan orang jang tidak berhak maka di 
serahkannja sertipikat didjadikan sjaratmutlak untuk 
pembuatan akta oleh pendjabat maupun untuk pen. 
daftarannja dalam buku-tanah jang bersangkutan (lihat 
pasal 22 ajat (1) dan pasal 28 ajat (1) sub a). Djadi 
tanpa sertipikat seorang pendjabat dilarang membuat 
akta peralihan dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
dilarang mendaftarkannja dalam buku-tanah jang ber- 
sangkutan. Disamping itu ditetapkan pula bahwa per.- 
alihan sesuatu hak harus “lisertai dengan peralihan serti. 
pikat jang bersangkutan (lihat pasal 22 ajat (4), pasal 23 
ajat (2) dan pasal 24 ajat (2). 


Oleh karena sertipikat merupakan sjarat mutlak untuk 
pembuatan akta dan pendaftaran peralihan sesuatu hak, 
sedang peralihan hak itu harus disertai pula dengan 
peralihan sertipikatnja, maka ditentukan bahwa djika 
sesuatu sertipikat hilang, untuk memperoleh gantinja 
harus ditempuh suatu prosedure jang agak sulit, sebagai 
jang tertjantum dalam pasal 33 ajat (2) s/d (5). Tudjuan 
dari prosedure jang dipersukar itu ialah untuk men- 
tjegah agar untuk satu nak djangan sampai beredar 
lebih dari satu sertipikat. 


Pada angka 7b diatas telah dikemukakan, bahwa serti- 
pikat terdiri atas salinan bukutanah dan- surat-ukur, 
jang pembuatannja Karus dilakukan desa demi desa 
jang telah diukur dan dibuatkan vreta pendaftarannja. 
Dengan demikian maka untuk hak2 atas tanah jang 
terletak diluar desa? tersebut tidak dapat dibuatkas 
sertipikatnja, karena belum dapat dibuatkan surai- 
ukurnja (lihat pendjelasan sub 4). Djika sertipikat djuga 
didjadikan sjarat bagi peralillan hak2 atas tanah didesa2 
tersebut, maka hal itu berakibat, bahwa pendaftaran 
peralihan hak2 didesa? itu akan terhambat lama sekali, 
karena harus menunggu pemc cuatan sertipikat jang akan 
memakan waktu jang lama. Untuk 1nentjegah kematjetan 
tersebut, maka ditetapkan buhwa untuk-peralihan hak: 
atas tanah didesa? jang dimaksudkan itu tidak diwadjib. 
kan adanja sertipikat tetapi tjukup djika ada pernjataan 
dari jang bersangkutan atau surat keterangan Kepala 
Kantor Pendaftaran Tanah jang menj atakan, bahwa hak 
atas tanah itu belum mempunjai sertipikat (pasal 25 
dan 27). Peralihan hak tersebut dibubuhkan oleh Kepala 
Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku.-tanah dan 
kepada jang berhak diberikan suatu sertipikat-sementara, 
jaitu suatu sertipikat tanpa surat-ukur (pasal 25, 26, 217). 
Berhubung dengan adanja ketentuan jang diuraikan 
diatas maka Peraturan Pemerintah ini dapai sekaligus 
didjalankan untuk seluruh Indonesia. Ketjuali itu pe- 


kerdjaan pembuatan peta? Cesa demi desa dapat dilaku. 
kan setjara sistimatis dan berentjana, oleh karena 
dengan adanja sistim sertipikat-sementara tersebut 
Djawatan Pendaftaran Tanah tidak lagi diganggu de 
ngan permohonan? pengukuran bidang? tanah satu demi 
satu seperti ini. Dalam rangka peraturan pendaftaran 
tanah jang lama maka permohonan? itu tidak dapat di. 
elakkan, oleh karena surat.ukur mendjadi sjarat bagi 
pendaftaran peralihan sesuatu hak. 


II. PASAL DEMI PASAL. 


Pasal 1. 
Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 1). 


| Pasal 2. | 
Sudah aidjelaskan dalam pendjelasan unium (angka 4). 
Pasal 3. 


Ajat (1) s/d (6) tidak memerlukan pendjelasan, sudah di- 
@jelaskan dalam pendjelasan umum (angka 4 dan 7 b). 


Ajat (7): Peraturan Menteri Agraria jang mengatur tanda? 
batas dapat menentukan bahwa dalam hal? jang tertentu tanda? 


Dea tidak perlu dipasang. Misalnja karena suaah ada batas 
am. : 


| Pasal 4. 
Tjukup djelas. 


Pasal 5. 
Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 3). 
Pasal 6. 
Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 7b). 
Pengesahan Panitia jang dimaksud dalam ajat (2) tidak me 
ngenai baik/tidaknja peta dibuat dilihat dari sudut teknik pem. 


buatan peta. 
Pasal 7 wd 10. 
Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 5). 


Pasal 11. 


Dari ajat (1) dan (2) kita dapat menjimpulkan apa jang di. - 
maksud dengan surat-ukur, jaitu kutipan dari peta-pendaftaran, : 
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jang selain membuat gambar.tanah jang melukiskan batas tanah, 
tanda? batas, gedung?, djalan?, saluran air dan lainlain benda 
jang penting, memuat pula nomor pendaftaran, nomor dan tahun 
surat.ukur “(buku.tanah, nomer pad'ak) djika mungkin, uraian 
tentang letak tanah, uraian tentang keadaan fanah, luas tamah 
dan orang atau orang? jang menundjukkan batas-batasnja. 


Pasal 12. 
Tjukup djelas. 
' Pasal 13. 5 
Pemberian sertipikat jang dimaksud daiam ajat (3) hanja 
dilakukan djika jang berhak menghendakinja. Dengan demikian 
maka ketakutan bahwa pendaftaran tanah akan memperberat 
beban rakjat jang tak mampu adalah tidak beralasan. 


Pasal 14. 


Ajat (1): surat keputusan pendjabat jang berwenang memperi 


hak atas tanah Negara dengan sendirinja harus disertai war 
2 warkah2 jang menguraikan letak, keadaan serta luas tanah- 
nja, 
Ajat (2): dengan menundjuk pada surat-ukur jang dimaksud 
dalam pasal 11 maka sertipikat jang dimaksud dalam ajat (2). 
ini hanja diberikan, djika tanah jang bersangkutan telah diukur 
dan digambar dalam suatu peta-pendaftaran. Hal tersebut ter- 
njata pula dari ketentuan dalam pasal 16 ajat (2). 


Pasal 15. 

Pasal 15 bermaksud agar tanah? jang telah diuraikan dalam 
sesuatu surat.ukur jang dibuat oleh Djawatan Pendaftaran Tanah 
dan jang telah dinjatakan dalam sesuatu surat-hak-tanah tidak 
perlu diukur dan dibuatkan petanja lagi menurut apa jang di- 
tentukan dalam pasal 3 dan 4. Dengan demikian arsip Djawatan 
Pendaftaran Tanah dan dengan segera dipergunakan untuk me- 
njusun tata-usaha sebagai jang dikehendaki oleh SR Ae an Pe- 
merintah ini. 

Pasal 16. 


Ajat (1): merupakan keketjualian dari apa jang ditentukan 


“ dalam pasal 14 ajat (2). Seperti halnja dengan pasal 15, ajat ini 


? 
“ 


bermaksud supaja tanah? jang telah diukur oleh Dj awatan Pen. 
daftaran Tanah dan telah dibuatkan surat-ukurnja djangan diukur 


lagi. 


Ajat (2): lihat pendjelasan pasal 14 diatas dan pendjelasan 
umum (angka Ye). 


70 


: Pasal 17. Pai 
Ajat (1) : Jang dimaksud dengan fungsi dalam ajat ini ialah. 
bahwa djika dalam sesuatu pasal ditentukan bahwa harus di- 


pe iba an sertipikat, maka dapatlah dipakai sertipikat-semen- 
ra. 


Ajat (2): Dengan sendirinja sertipikat sementara tidak mem- 
buktikan sesuatu mengenai batas32 tanah, oleh karena sertipikat 
sementara tidak mempunjai surat-ukur. 


Pasal 18. 


Pasal ini adalah untuk menampung kepezluan akan tanda 
bukti-hak jang terasa pada orang? jang berkepentingan sendiri. 
Pen a diperlukan tanda-bukti-hak untuk dapat memperoleh 


j Pasal 19, 20 dan 21. 


Perlu ada ketentuan? ini demi xetertiban vendaftaran. 
Ketentuan? ini mengenai baik tanah? jang sudah maupun jang 
belum dibukukan. | 


Pertimbangan? chusus jang dimaksud dalam ajat (2) adalah 
misalnja kebiasaan di Bali untuk mengadakan pembagian warisan 
baru setelah adat pembakaran djenazah. 


Pasal 22. 


Ajat (2): Apakah pembuatan akta perlu disaksikan oieh Ke- 
pala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, hal itu di: 
serahkan kepada kebidjaksanaan pendjabat. Dalam hal pendjabat 
meragu-ragukan wewenang orang jang hendak mengalihkan se- 
suatu hak dihadapannja, sebaiknja pendjabat membuat akta jang 
bersangkutan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang 
anggota Pemerintah Desa, mengingat wewenangnja dapat ditja- 
but oleh Menteri Agraria djika ia sering menimbulkan kerugian 
bagi orang jang meminta djasanja dalam membuat akta (lihat 
. pasai 37 ajat (5). Pa 


Ajat 3, 4,: Tjukup djelas. 


Ajat (5): Berlainan halnja dengan ”Overschrijvingsordon- 
nantie”, surat keterangan pelunasan padjak dalam Peraturan Pe: 
merintah tidak mendjadi sjarat dari pendaftaran surat keterang 
an tersebut hanja merupakan sjarat untuk penjerahan sertipikat, 
setelah peralihan hak ditjatat dalam daftar bukutanah jang 
bersangkutan dan sertipikatnja. . | 


N Pasal 23 dan 24. 
Tjukup djelaa. 
T1 


.Pasal 25, 26 dan Z7. 


Tjukup djelas. 
Pasal 28. 


Ajat (1c) : Sertipikat dan surat keteranzan tentang keadaan 
hak atas tanah dapat tidak sesuai lagi dengan daftar2 Kantor 
Pendaftaran Tanah, oleh karena pada pentjatatan jang dimaksud 


dalam pasal 29 ajat (1) dan pasal 30 ajat (1) dan (2) jang berhak 
diadakan 


tidak dapat dipaksa menjerahkan sertipikatnja untuk 
tjatatan jang dimaksud. 


Ajat (2) : Penolakan harus tertulis agar pendjabat dan jang 
bersangkutan memperoleh pegangan jang kuat untuk memper- 
baiki permintaan pendaftaran peralihan jang telah disampaikan 
kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah itu. 

Pasal 29. 


Ajat (1): Pernjataan jang dimaksud dalam ajat ini dilakukan 


oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dengan tidak menunggu 


permintaan dari jang bersangkutan. 


Ajat (2) : Pernjataan jang dimaksud dalam ajat ini dilakukan 
oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atas permintaan dari 
jang bersangkutan. 


Pasal 30. 
Tjukup djelas. 


Pasal 31. 


Surat: jang dimaksud dalam pasal ini merupakan bagian jang 
tak terpisahkan dari daftar2 buku-tanah. Berhubung dengan itu. 
djika dianggap perlu, salinan buku-tanah jang mendjadi bagian 
dari sertipikat atau sertipikatsementara dapat disertai dengan 
salinan Gari surat jang dimaksud dalam pasal ini. 


- Pasal 32. 
Tjukup djelas. 


Pasal 33. 


- Untuk penggantian sertipikat jang rusak tidak diperlukan 
prosedure jang pandjang, sebagaimana halnjz untuk penggantian 
sertipikat jang hilang. Penggantian sertipikat jang sudah tidak 
mungkin mengakibatkan adanja dua sertipikat jang beredar untuk 
satu hak: sertipikat jang rusak jang ditahan oleh Kepala Kantor 
Pendaftaran Tanah harus dengan segera dimusnahkan. 
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Pasal 34. 


Biaja2 apa jang akan dipungut bersangkutan dengan penje- 
Jenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ajat (4) Undang. 
undang Pokok Agraria. Adapun djumlah biaja?2 itu dipandang 
lebih djika Menteri Agraria jang menetapkan, agar kalau perlu 
Gapa: jekas disesuaikan dengan keadaan dan keperluannja. 


Pasal 35. 

Biaja pembuatar akta jang dibajar kepada Pendjabat meru 
pakan penghasilan pribadi dari Pendjabat itu, demikian pula 
uang saksi jang dibajar kepada Kepala Desa dan anggota Pe 
merintah Desa adalah penghasilan pribadi mereka masing2. 

Pasal 36. 


Pasal 31 


Tjukup djelas. 


Dengan adanja ketentuan dalam pasal ini, maka Kepaia Kan- 
tor Pendaftaran Tanah bukan seorang pegawai jang berdiri sen- 
diri (otonom) seperti halnja dengan pegawai-baliknama. menu- 
rut Oversehrijvingsordonnantie (S. 1834 No. 27). 


Pasal 38 s/d 40. 

Pasal 41 s/d 44. 

| Sanksi? pidana ini diperlukan untuk mendjamin diselengga. 
rakannja ketentuan? dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana 

mestinja. , 

Pasal 42 ajat (2). Kealpaan seperti dimaksud dalam pasal 43 
ajat (1) adalah misalnja sengketa antara para ahli waris menge 
nal atas nama siapa tanah warisan harus dibalik nama. 

Pasal 45. 


Pasal ini perlu karena belum disemua daerah dapat diadakan 
Kantor Pendaftaran Tanah. 


Ijukup djelas. 


Pasal 46. 
Mulai berlakunja pelaksanaan pendaftaran tanah ini akar 


ditetapkan oleh Menteri Agraria den mengingat selesainja 
segala persiapan jang diperlukan ditiap.t-ap daerah (lihat pasa: 1). 


13 


Ir. 
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PERATURAN MENTERI AGRARIA 
No. 10 TAHUN 1961 
TENTANG. 


PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1981 
TENTANG PENDAFTARAN TANAH SERTA HAK DAN KEWA. 
DJIBANNJA. 

MENTERI AGRARIA 


Menimbang 


1. Bahwa perlu ditundjuk pendjabat? jang berwe- 
nang membuat akta perdjandjian jang djmak. 
sudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah 
no, 10 tahun 1981: 


2. Bahwa hak dan kewadjiban pendjabat:? tersebut 
perlu pula diatur lebih landjut, 


Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: 


Mengingat : 
Pasal 19, 35, 38, 39 dan 40 Peraturan Pemerintah 
No. 10 tahun 1961 bentang Pendaftaran Tanah 
(L.N. 1981-28). 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 


Peraturan Menteri Agraria tentang Penundjukan 
pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No. 10 tentang Pendaftaran Tanah ser. 
ta hak dan kewadjibannja. 


. 


Bab I. 
Daerah Kerdja Pendjabat. 
Pasal 1, 


(1) Untuk setiap Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan 
itu (selandjutnja dalam Peraturan jini disebut : Ketjamatan), 
diangkat seorang pendjabat jang bertugas membuat akta per. 
djandjian jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Peme. 
rjintah no. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selandjut. 
nja dalam Peraturan inj disebut: pendjabat). 
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(2) Dalam hat: tertentu, atas usul Kepala Djawatan Pendaftaran 
, Tanah, Menteri Agraria dapat menundjuk beberapa ketjamatan 
sebagaj daerah kerdja seorang pendjabat. 


(3) Dalam hal? tertentu, atas usul Kepala Djawatan Pendaftaran 
Tanah, Menteri Agraria dapat pula mengangkat lebih darj se. 
orang pendjabat untuk satu Ketjamatan. 


Pasal ?, 


“ 


(1) Seorang pendjabat hanja berwenang membuat akta jang dimak. 
sudkan dalam ajat (1) pasal 1 mengenai tanah? jang terletax 
dalam daerah kerdjanja. 


(2) Dalam hal? tertentu Menteri Agraria atau petugas jang ditun. 
djuk olehnja dapat memberi izin kepada seorang pendjabat 
untuk membuat akta mengenai tanah jang tidak terletak dalam 
daerah kerdjanja. 


(3) Pendjabat harus berkantor dalam wilajah daerah kerdjanja. 
Bab IL | | 
Pengangkatan dan pemberhertian pendjabat. 
| Pasal 3. 
41) Jang dapat diangkat sebagai pendjabat adalah : 
a. Notaris: 


b. Pegawai? dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen 
Agraria jang dianggap mempunjaji pengetahuan jang tjukup 
tentang peraturan.? pendaftaran tanah dan peraturan? lain. 
mp jang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas 

c. Para pegawai pamongpradja jang pernah melakukan tugas 
seorang pendjabat, 

d. Orang? lain jang telah lulus dalam udjian jang diadakan 

“ oleh Menterj Agraria. 

(2) Perrcohonan untuk diangkat mendjadi pendjabat disampaikan 
: kepada Menterj Agraria, dengan perantaraan Kepala Djawatan 
Pendaftaran Tanah. 


Pasal 4, 


Pemberhentian seorang pendjabat ailakukan oleh Menteri Agra. 
ria, 
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Pasal 5. 
(1) Selama untuk sesuatu Ketjamatan belum diangkat seorang 
pendjabat, maka Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan atau 
jang setingkat dengan itu (selandjutnja dalam peraturan ini 


disebut Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan) karena djabatan. 
nja mendjadi pendjabat sementara dari ketjamatan itu. 


(2 


- 


Ketentuan pada ajat (1) pasal inj berlaku pula dalam hal pen. 
djabat jang diangkat mempunjai daerah kerdja jang meliput: 
lebih dari satu ketjamatan. 

(3) Djika untuk ketjamatan jang dimaksudkan pada ajat (1) dan 
ajat (2) pasal jni telah diangkat seorang pendjabat, maka 
Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan tetap 
mendjadi pendjabat, sampai ja berhenti mendjadj kepala darj 
ketjamatan itu. 


Bab III, 
Hak dan Kewadjiban pendjabat. 
Pasal 6. 
(1) Untuk pembuatan suatu akta oleh pendjabat dapat dipungut 
uang djasa (honorarium) sebesar 4» dari harga pendjualan/ 
harga taksiran hak jang bersangkutan, dengan minimum 


Rp. 100,— (seratus rupiah). 


(2) Uang djasa jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini merupakan 
penghasilan pribadi darj pendjabat. 


Pasal 7. 


(1 


— 


Djika pembuatan suatu akta oleh pendjabat disaksikan oleh 
Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, oleh pen. 
djabat untuk kedua orang saksi tersebut dipungut uang saksi 
sebesar 1/ dari harga pendjualan/harga taksiran hak jang 
bersangkutan. 


(2 


“. 


Uang saksi jang dimaksudkan pada ajat (1) pasal inj harus 
dengan segera dan seluruhnja diserahkan kepada para saksi. 


Pasal 8. 
(1) Darj akta-akta jang dibuatnja, oleh pendjabat harus dibuat 
daftar akta menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan 
ini. 
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(2) Djika seorang pendjabat mempunjai daerah kerdja jang meli. 
puti lebih darj satu Ketjamatan, maka untuk tjap-tiap Ketja. 
matan harus dibuat daftar akta tersendiri. | 


4 
Bab IV. 
Ketentuan penutup. 
Pasal 9. 


“Hal-hal jang belum djatur dalam peraturan jini akan diatur lebih 
landjut oleh Menteri Agraria. 


Pasal 10. 
Peraturan jnj wmulaj berlaku pada tanggal 24 September 1961. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka peraturan 


ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indo. 
nesia. 


Ditetapkan dj Djakarta 
pada tanggal 7 September 1961, 
| MENTERI AGRARIA, 


- (Mr. SADJARWO). 
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PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 TAHUN 1961 
TENTANG 
PEK MINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK 
ATAS TANAH. 


MENTERI AGRARIA, 
Menimbang: 
a. bahwa masih perlu diadakan pengawasan terhadap pe. 
mindahan hak? atas tanah: 


b. bahwa berhubung dengan telah mulai dilaksanakannja 
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaf- 
taran Tanah (L.N. 1961 — 28) maka perlu diadakan ke. 
tentuan baru ter-tang tjara mengadjukan permintaan dan 
pemberian izin pemindahan hak tersebut, 


Mengingat: 
Ketentuan? Undang? Pokok Agraria (Undang? No. 5 tahun 
1960: L.N. 1960 — 104) dan Peraturan Pemerintah No. 10 
tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28): 


MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: | 
PERATURAN TENTANG PERMINTAAN DAN PEMBERI- 
AN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH. 


Pasal 1. 


Daiam Peraturan ini jang dimaksudkan dengan: . 

1. ,pemindahan hak” ialah djual-beli — termasuk pelelangan di- 
muka umum — penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain jang 
dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah ke- 
pada fihak lain. 


2. ,hak atas tanah”, ialah: 


a. hak milik, 
b. hak guna-bangunan dan 
C. hak guna-usaha, jang bukan untuk perusahaan kebun besar. 


3. ,pendjabat pembuat akta tanah” ialah pendjabat jang disebut 
dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. 

4. ,instansi pemberi izin” ialah pendjabat jang mempunjai we- 
wenang untuk memberi keputusan tentang permintaan izin 
pemindahan hak milik, hak guna-bangunan, hak guna.usaha, 
Sebagai jang disebut dalam Keputusan Menteri Agraria No. 
Sk. 112/Ka/1961. 
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Pasal 2 


Pemirdahan hak atas tanah memerluxan izin dari instansi 


: Sebelum Giperoleh izin sebagai jang dimaksudkan dalam ajat1 


pasal ini, pemindahar hak tersebut tidas akan didaftar oleh 
Kepala Kantor Penaasftaran Tanah (K.KP.T.) jang bersang. 


kutan. 
Pasal 3. 


. Izin pemindahan hak atas tanah.diminta oleh jang berkepen- 


tingan setjara tertulis dengan bantuan dan perantaraan pen- 
djabat pembuat akta. tanah, oleh dan dihadapan siapa akta 
pemindahan haknja dibuat. 


. Surat permohonan izin pemindahan hak itu dibuat dalam 


rangkap empat (satu diantaranja bermeterai Rp. 3,—) menurut 
tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini dan memuat 
keterangan tentang airi pemohon, suami/isteri dan anak2nja,. 
jang masih mendjadi tanggungannja seria peruntukan tanah 
jang bersangkutan. 


. Dua lembar permohonan izin tersebut pada ajat 2 pasal ini 


(satu diantaranja jang bermeterai Rp. 3,—), G:sampaikan oleh 
pendjabat pembuat akta tanah kepada instansi pemberi izin 
jang bersangkutan, dengan disertai selembar salinan akta pe- 
mindahan hak jang dibuatnja. 

Sclombar permohonan izin itu harus dilampirkan pula pada 
akta pemindahan hak jang bersangkutan, jang menurut pasal 
22 ajat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 19o1 harus di- 
kirim oleh pendjabat pembuat akta tanah kepada K.K.P.T. 
jang bersangkutan. 

Selembar permohonan.permohonan izin tersebut dipegang oleh 


pemohorz. 


. Pendjabat pembuat akta tanah wadjib menjelenggarakan 


daftar tentang permohonan? izin pemindahan hak, jang di- 
maksudkan dalam aiat 1 pasal ini. 


Pasal 4. 


. Didalam waktu satu minggu setelah menerima warkah? ter- 


sebut pada pasal 3 a'at 3, maka K.K.P.T. memberitahukan hal 
itu kepada instansi pemberi izin jang bersangkutan, menurut : 
tjara jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran 
Tanah. 


. Pemberitahuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini me 


muat pula keterangan tentang: 

a. tanah atau benda? jang telah terdaftar atas nama pemo- 
hon, suami/isteri dan anak-anaknja, jang masih mendjadi 
tanggungannja. 
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b. kewarganegaraan pemohon, sebagaimana terdaftar dalam 
daftar buku tanah. | 


. Instansi pemberi izin jang menerima pemberitahuan tersebut 
rimaan 


pada ajat 2 pasal ini, wadjib memberikan tanda pene 
kepada K.K.P.T. 


Pasal 5. 


Instansi pemberi izin wadjib menjelenggarakan daftar tentang 
permohonan23 izin pemindahan hak jang diterimanja. 


Instansi pemberi izin wadjib menjelesaikan permohonan? izin 
pemindahan hak jang diterimanja didalam waktu jang sesing- 
kat-singkatnja. 


Pemberian izin pemindahan hak atau penolakannja dinjatakan 
oleh instansi pemberi izin pada surat permohonan izin jang 
bersangkutan, dengan membubuhi kata2 sebagai berikut: 


»Permohonan tersebut diatas DITOLAK/DIIZINKAN 
dengan sjarat, bahwa djika ternjata keterangan? dalam 
ruang A, C, D dan E tersebut diatas tidax benar, maka 
izin ini mendjadi batal dengan sendirinja, dengan tidak 
mengurangi kemungkinan dilakukaninja tuntutan pidana 
terhadap pemohon”. 


. Selembar surat permohonan jang bermeterai, jang telah di 


bubuhi tjatatan tersebut pada ajat 3 pasal ini, segera disam- 
paikan oleh instansi pemberi izin kepada K.K.P.T. jang ber. 
sangkutan. Kepada pendjabat pembuat akta tanah jang ber- 
sangkutan disampaikan pula pemberitahuan tertulis tentang 
pemberian izin atau penolakannja itu, untuk dilandjutkan 
kepada pemohon. 


Pasal 6. 


. Djika setelah lampau waktu tersebut pada ajat 2 pasal imi, 


instansi pemberi izin tidak menjampaikan suatu keputusan 
kepada K.K.P.T., dalam bentuk sebagai jang dimaksudkan 
dalam pasal 5 ajat 4 ataupun pemberitahuan, bahwa soalnja 
masih dalam penjelesaian, maka permohonan izin pemindahan 
hak jang bersangkutan dianggap telah dikabulkan. 


. Mengenai permohonan izin jang wewenang untuk memutusnja 


ada pada Kepala Agraria Daerah dan Kepala Pengawas 
Agraria, maka waktu jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini 
ialah 2 (dua) bulan, Kepala Inspeksi Agraria 3 (tiga) bulan 
dan Menteri Agraria 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 
diterimanja pemberitahuan dari K.K.P.T. tersebut pada pasal 4. 
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3. Djika instansi pemberi izin menjampaikan pemberitahuan 
jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, maka permohonan 
izin jang bersangkutan wadjib diselesaikan oleh Kepala Agra- 
ria Daerah, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Inspeksi 
Agraria dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan diselesaikan 
oleh Menteri Agraria dalam waktu 2 bulan, setelah berachir. 
nja djangka waktu tersebut pada ajat 2 pasal ini. Djika per. 
mohonan tersebut masih belum lagi diselesaikan dalam waktu 
itu, maka permohonannja dianggap telah diizinkan. 

Pasal 1. 

Permohoran izin pemindahan hak ditolak djika pemindahan 
hak itu akan melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang 
Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960: L.N. 1960 — 
104). Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan 
luas tanah pertanian (L.N. 1960 — 174), Peraturan Pemerintah 
No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan 
pemberian ganti-kerugian (L.N. 1961 — 280) dan lain-lain keten- 
tuan Jang diadakan oleh instansi jang berwenang. 


Pasal 8. 


1. Djika permohonan izin pemindahan sesuatu hak atas tanah 
Gitolak, maka K.K.P.T. berbuat sebagai jang ditentukan dalam 
pasal 28 ajat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. 


2 Pada akta pemindahan hak jang bersangkutan dibubuhkan 


tjatatan sebagai berikut: 
»Pendaftaran pemindahan hak ini ditolak, karena tidak 


diperoleh izin dari .......oooooooooooo (sebutkan djabatan 
instansi pemberi izin), sebagai rernjata dari keputusannja 
CAN PON Lenka ed eka ana 

PA ANA NUN ENAK 3 CANGPAL Mia 


(Djabatan, tanda tangan, nama dan 
tjap dinas K.K.P.T.). 


Pasal 9. 


Terhadap keputusan Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawas 
Apraria dan Kepala Inspeksi Agraria, jang berupa penolakan 
permohonan izin pemindahan hak, dapat dimintakan banding 
pada Menteri Agraria. 

Pasal 10. 


Perizinan pemindahan hak gunausaha dan konsepsi untuk 
perusahaan kebun besar diselenggarakan menurut peraturan4 
Tang berlaku pada mulai berlakunja Peraturan ini. 
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Pasal 11. 

Peraturan ini berlaku di Djawa dan Madura mulai tanggal 
4 September 1961 dan didaerah-daerah lainnja mulai tanggal 
1 Nopember 1961. 

Agar Pa Upaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Per. 

akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara 
Hopabuk Indonesia. 
Djakarta, 23 September 1961. 
MENTERI, AGRARIA, 


(Mr, SADJARWO), 
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PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 15/1961 
TENTANG 


PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK 
SERTA CREDIETVERBAND. 


MENTERI AGRARIA, 


Menimbang: 


a. 


e. 


g. 


bahwa menurut pasal 19 Peraturan No. 10 tahun 1961 (L.N. 
1961 — 28) setiap perdjandjian jang bermaksud memindjam 
uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus di. 
buktikan dengan suatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan 
pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri Agraria, 


bahwa menurut pasal 57 Undang? Pokok Agraria (undang2 
No. 5 tahun 1960: L.N. 1960 — 104) selama undang? mengenai 
hak tanggungan belum terbentuk, maka jang berlaku jalah 
ketentuan? mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang2 
Hukum Perdata Indonesia dan credietverband tersebut dalam 
S. 1908 — 542, sebagai jang telah diubah dengan S. 1937 — 190, 


. bahwa sebagaimana halnja dengan hak2 atas tanah, maka 


pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credfetverband, 
sebelum dilaksanakannja ketentuan? Peraturan Pemerintah 
No. 10 tahun 1981, diselenggarakan menurut peraturan? jang 
berlainan: 


bahwa dengan dilaksanakannja Peraturan Pemerintah No. 10 
tahun 1961, maka pendaftaran hak2 atas tanah semuanja di- 
selenggarakan menurut peraturan tersebut: 


bahwa berhubung dengan itu pembebanan dan pendaftaran 
hypotheek serta credietverband harus pula diselenggarakan 
Hae Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 19861 tersebut 


. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut pada pertimbang- 


an huruf d, maka djuga tidak perlu diadakan lagi perbedaan 
antara golongan? tanah jang dapat dibebani hypotheek dan 
credietverband, sebagai jang ditentukan dalam pasal 26 Per- 
aturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (T.L.N. No. 2086): 


bahwa berhubung dengan apa jang tersebut diatas perlu 
diadakan penegasan dan ketentuan? lebih landjut, 


Mengingat: 


Ketentuan? Undang? Pokok Agraria (Undang? No. 5 tahun 1960, 


LN. 190 — 104 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 
tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 8), 
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Adi 


SALON Mitula 


LAN, 


INV Uti I1/10 0 


III YUI 1 


MEMUTUSKAN: 


Dengan meniampingkan ketentuan? dalam peraturan? lainnja 
jang bertentangan, 


Menetapkan: 
PERATURAN TENTANG PEMASANGAN DAN PENDAFTAR. 
AN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND, 


Pasal 1. 


Tanah? hak milik, hak gunagabungan dan hak guna-usaha, 
jang telah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ke. 
tentuan? Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 tentang Pen- 
daftaran Tanah (L.N. 1961 — 28), dapat dibebani dengan hypo- 
theek maupun credietverband. 


Pasal 2, 


Pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband 
diselenggarakan menurut ketentuan? Peraturan Pemerintah No. 10 
tahun 1961. 

Pasal 3. 


1. Akta pembebanan hypotheek dan credietverband dibuat oleh 
dan dihadapan pendjabat pembuat akta tanah, jang dimak. 
sudkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961, 
jang daerah kerdjanja meliputi daerah tempat letak tanah jang 
bersangkutan. 


2. Djika suatu hypotheek dibebankan atas lebih dari satu bidang 
tanah, jang tidak semuanja terletak didaerah kerdja seorang 
pendjabat pembuat akta tanah, maka dengan persetudjuan 
Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, pen- 
djabat tersebut berwenang pula untuk membuat akta mengenai 
tanah? jang terletak diluar daerah kerdjanja itu, 


Pasal 4. 


1. Selama belum ditentukan lain, maka untuk pembebanan hy. 
potheek dapat dipergunakan bentuk akta jang dipakai hingga 
kini, sedang untuk pembebanan credietverband bentuk akta 
jang ditetapkan dengan S. 1909 — 584. 


-2. Akta jang dimaksudkan dalam pasal 3, jang ditanda tangani 
oleh para fihak, para saksi dan pendjabat, dibuat sebanjak 
jang diperlukan untuk pendjabat pembuat akta tanah sendirl 
dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau Kepala Kantor 


Pendaftaran Tanah jang bersangku masing2 memer. 
lukan satu lembar. 3 as. 


3. Kepala krediteur, dan debeteur atas permintaannja, masing2 
dapat diberikan satu lembar salinan akta tersebut pada ajat 
: pasal ini, jang ditandatangani oleh pendjabat pembuat akta 
anah, 


Pasal 5. 


Untuk pembuatan suatu akta, jang dimaksudkan dalam pasal 3 
pendjabat pembuat akta tanah dapat memungut uang-djasa 
(honorarium) sebesar 1/4 (seperempat) persen dari besarnja pin 
djaman, dengan minimum Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah). 
Uang djasa tersebut merupakan penghasilan pribadi dari pen 
djabat pembuat akta tanah jang bersangkutan. 


Pasal 8. 


Mengenai tanah hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna 
usaha, jang belum dibukukan dalam daftar buku tanah menurut 
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, pembebanan hypotheek 
dan credietverband itu dapat dilakukan bersamaan dengan per. 
mintaay untuk membukukan tanahnja menurut pasal 18 Per. 
aturan Pemerintah tersebut. 


Pasal 7. 


1, Salinan dari akta jang dimaksudkan dalam pasal 4 ajat 2 
jang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, didjahit 
mendjadi satu oleh pendjabat tersebut dengan sertipikat 
hypotheek /credietverband jang bersangkutan dan diberikan 
kepada krediteur jang berhak. 


Sertipikat hypotheek dan credietverband, jang disertai salinan 
akta jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini mempunjai 
funksi sebagai grosse akta hypotheek dan credietverband serta 
mempunjai kekuatan eksekutorial sebagai jang dimaksudkan 
dalam pasal 224 Reglemen Indonesia jang diperbaharui 
(S. 1941 — 44) dan pasal 258 Rechtsreglement Buitengewesten 
(S. 1927 — 221) serta pasal 18 dan 19 Peraturan tentang 
credietverband (S. 1908 — 542). 


Pasal 8. 


1, Mengenaj hal-hal tentang pembebanan dan pendaftaran hypo. 
theek serta credietverband, jang belum djatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan Peraturan ini, berlaku keten. 
tuan?, jang hingga kini berlaku terhadap hypotheek dan crediet. 
verband, sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa darj 
ketentuan? Undang? Pokok Agrarja dan Peraturan Pemerintah 
tersebut diatas, serta diberi tafsiran jang sesuai dengan itu. 


ng 


81 


d1 AINI To TE LAI PK 9. 3 


IeY Mi 


SEL LON MOLOLA 


2. Berhubung dengan ketentuan tersebut pada pasal 1, maka pasal 

-a Peraturan Menteri Agrarja No. 2 tahun 1960 ditjabut kem. 

aki. 
Pasi 9. 

Peraturan inj berlaku di Djawa dan Madura mulai tanggal 24 
September 1961 dan didaerah? lainnja mulai tanggal 1 Nopember 
1961. 

Agar supaja setiap oramg dapat mengetahuinja, maka Peraturan 
ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Djakarta, 23 September 1961. 
MENTERI AGRARIA, 


( Mr. SADJARWO). 
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG 
NO. 38 TAHUN 1960 


TENTANG 


PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK 
TANAMAN.TANAMAN TERTENTU 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk 
mengatur penggunaan tanah setjara effesien 
sebagai jang dimaksud dalam pasal 14 Undang. 
undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) 
tentang Peraturan Dasar Pokok.pokok Agrarja 
dan chususnja untuk melaksanakan Program 
akan memenuhi sandang.pangan rakjat, perlu 
diadakan peraturan jang memberi wewenang 
kepada Pemerintah untuk mengatur pemakajan 
tanah pertanian sedemikian rupa, hingga terda. 
pat imbangan jang baik antara luas tanaman. 
tanaman jang penting bagi rakjat dan Negara, 


b. bahwa peraturan tersebut perlu segera diadakan 
berhubung dengan adanja gedjala.gedjala dalam 
waktu jang achjirachir imi, bahwa tanaman 
jang penting bagi rakjat dan Negara terdesak 
oleh djenis.djenis tanaman Jlainnja, sehingga 
membahajakan produksi tanaman.tanaman jang 
penting tersebut, 


€. bahwa karena keadaan memakan, poal tersebut 
diatur dengan Peraturan Pemerjntah Pengganti 
Undang.undang. 


Mengingat : 1. pasal 33 dan pasal 22 ajat (1) Undang undang 
Dasar: 


2. pasal 14, 24 dan 43 Undang.undang No. 5, tahun 
1980 (ILLN. 1960 No. 104) tentang Peraturan 
Dasar Pokok.pokok Agraria, 


3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un 
dang No. 10 tahun 1960. 


Mendengar :» Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 21 Sep- 
tember 1960. 
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MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UN. 


(1) 


(2) 


(3) 


(2) 


(3) 


DANG UNDANG TENTANG PENGGUNAAN DAN 
PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANA. 
MAN.TANAMAN TERTENTU. 


Pasal 1. 


Oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menterj Pertanian 
serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat ditetap 
kan maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan dan/ 
atau minimum luas tanah jang harus disedjakan untuk sesuatu 
djenis tanaman tertentu, | 


Penetapan maksimum dar/atau minimum Ivas tanah tersebut 
pada ajat (1) pasal ini didasarkan atas wilajah kerdja sesuatu 
perusahaan dan/atau daerah tertentu, 


Berhubung dengan ketentuan tersebut pada ajat (1) pasal ini, 
maka dengan tidak mengurangi kemungkinan diselenggarakan. 
nja bentik-bentuk pengusahaan tanah lainnja, mengena: tanah. 
tanan jang diusahakan atas dasar perdjarndjian sew2.menjewa 
oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Pertanian, 
akan ditetapkan djumlah sewa tanah jang lajak bagi tanaman 

tanaman untuk mana harus disedjakan luas minimum tanah 
jang tertentu, 3 IS an 

Pasal ?. 

Atas dasar penetapan darj Menteri Agraria tersebut pada pasal 
1 ditetapkan lebih landjut oleh Kepa:a Daerah tingkat II jang 
bersangkutan, dalam desa-desa mana dan berapa luasnja tanah 
untuk tjap-.tjap desa tersebut jang bo.eh ditanamj dengan dan/ 
atau harus disedjakan untuk tanaman tertentu itu. 


Dengan mengingat penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut 
pada ajat (1) pasal Ini, letak dan luasnja tanah ditiap tiap 
desa jang bersangkutan ditetapkan lebih landjut oleh suatu 
Panijtya jang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani 
jang ditundjuk oleh Tjamat (Asisten Wedana) — selandjutnja 
disebut Panitya Desa — dengan mendengar fihak.fihak jang 
bersangkutan, 


Letak dan luas tanah ditjap.tiap desa dengan jang harus dise. 
Gjiakan untuk tanaman.tanaman terteniu sebagai jang dimak. 
sud ajat (2) pasal ini, sedapat mungkin ditetapkan setjara 
bergiliran, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan 
dan rakjat jang bersangkutan serta sa Maak kesuburan 
NS 


(4) Kepala Daerah tingkat II menetapkan apa jang tersebut pada 
ajat (1) pasal inj setelah mendengar pendjabat-pendjabat Dinas 
Pertanjan Raxjat, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, 
Perwakilan Djawatan Perkebunan, wakil P.P.N. Baru setempat 
serta wakil organisasi.organisasi tani dan instansi.instansi 
lain jang dipandang perlu. 

(5) Penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ajat (1) 
pasal jini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Gubernur 
Kepala Daerah dengan ketentuan bahwa Gubernur dapat me. 
njerahkan wewenang tersebut kepada Residen jang wilajah 
kekuasaannja meliputy daerah jang bersangkutan. Penetapan 
Panitya Desa tersebut pada ajat (2) pasal ini memerlukan 
pengesahan lebih dahulu dari Tjarnat (Asisten Wedana) jang 
bersangkutan. 

Pasal 3, 


(1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi penetapan Pa. 
nitya Desa tersebut pada ajat (2) pasal 2, dapat dipidana 
dengan hukuman kurungan selama-lamanja 1 (satu) bulan atau 
hukuman denda sebanjak.banjaknja Rp. 5.000,— (lima ribu 
rupiah). 


(2) Dipidana dengan hukuman jang sama tiap orang jang meng. 
hasut untuk me-akukan Se pidana tersebut pada ajat 
(1) pasal ini. 


(3) Perbuatan pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini adalah 
pelanggaran. 
Pasal 4. 


(1) Djika perbuatan pidana tersebut pada pasal 3 dilakukan oleh 
atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserika. 
tan lainnja maka tuntutan pidana ditudjukan terhadap mereka 
jang member:kan perintah untuk melakukan perbuatan itu 
atau jang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan terse. 
but ataupun terhadap kedua.duanja. 


(2) Suatu perbuatan pidana antara lain dilakukan djuga oleh atau 
atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan 
laimnja djika perbuatan itu dilakukan oleh seorang jang, baik 
berdasarkan hubungan kerdja maupun berdasarkan hubungan 
lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau 
perserikatan itu. 

i Pasal &. 


Untuk mendjaga keseimbangan antara perkembangan perusaha. 
anperusahsan besar jang berusaha dalam lapangan pertanian dan 
perekonomian rakjat didaerah wilajah kerdjanja, pula demi kelan. 
tjaran djalannja perusahaan, maka Menterj Agrarja dapat menga. 
dakan ketentuan ketentuan agar perusahaan turut serta dalam 
usaha.usaha dibidang kesedjahteraan — daerah jang bersangkutan. 
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Pasal 6. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.undans ini mulai ber. 
laku pada hari diundangkan. 
Agar supaja setidp orang dapat mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.undang inj 
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Diundangkan di Djakarta Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 14 Oktober — 1980. pada tanggal 14 Oktober 1960. 


ADJUN SEKRETARIS NEGARA, PENDJABAT PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. ttd 
(SANTOSO). (DJUANDA). 


LEMBARAN NEGARA No. 120 TAHUN 1960. 


PENDJELASAN 
ATAS 


PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG 


No. 38 TAHUN 1960 
TENTANG 


PENGGUNAAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK 


TANAMAN? TERTENTU 


UMUM: 


41. 


1) 


Dalam rangka usaha mengatur penggunaan tanah setjara ef. 
fesien sebagai jang dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang 
No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria dan chususnja untuk melaksanakan 
program Pemerintah akan mentjukupi ,,sandang.pangan” rak. 
jat, maka antara lain.lain perlu diadakan perentjanaan 
(,planning”) dalam pemakaian tanah.tanah pertanian. 
Dengan adanja planning maka dapatlah ditjapai imbangan 
jang baik daripada luas djenis-djenis tanaman jang penting 
bagi rakjat dan Negara. Bahkan adanja planning itu merupa. 
kan suatu keharusan dari pada pelaksanaan ekonomi terpim. 
pin. Tanpa adanja planning maka pemakaian tanah.tanah per. 
tanian terutama hanja akan berpedoman pada kepentingan 
mereka jang bersangkutan sadja serta pada keuntungan insi. 
dentil jang mereka harapkan dari djenis.djenis tanaman jang 
tertentu. Dengan demikian maka tidaklah akan ada djaminan 
bahwa tanaman-tanaman jang mempunjai arti jang penting 
bagi rakjat banjak dan Negara tidak akan terdesak oleh 
tanaman-tanaman jang lebih memberikan keuntungan finansiil 
bagi fihak jang menguasai tanah. Dengan demikian maka tidak 
ada djaminan bahwa kepentingan umum dan Negara akan 
mendapat perhatian sebagaimana mestinja. 
Kiranja pemakaian tanah jang tidak disertai planning itu akan 
dapat menghambat dan merintangi pelaksanaan program Pe. 
merintah tersebut diatas. Oleh karena itu maka perlu diada. 
kan rentjana penanaman jang teratur, suatu planning bagi 
tanah pertanian jang tersedia pada waktu ini. Dalam planning 
tersebut untuk djenis.djenis tanaman jang penting, baik ta- 
naman bahan makanan, maupun tanaman perdagangan diberi 
kan djatah tanah menurut keperluan rakjat dan Negara dalam 
rangka overall.planning pembangunan Pemerintah. 


. Bahwa terdesaknja tanaman.tanaman jang penting sebagai 


jang dikemukakan diatas itu bukan hanja merupakan kemung. 
kinan sadja, tetapi kini telah merupakan kenjataan pula ter. 
njata dari tjontoh dibawah ini, jaitu mengenai tanaman tebu 


pabrik. 
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Pada waktu jang achir.achir ini ada gedjala.gediala bahwa 
tanaman tebu pabrik terdesak oleh tanaman tembakau vir. 
ginia, jang kini mempunjai pasaran dalam negeri jang baik. 
Berhubung dengan itu maka dibanjak daerah pabrik.pabrix 
gula sukar sekali untuk dapai menjewa tanah jang diperlukan. 


Oleh karena penanaman teki pabrik itu terikat pada letak. 
nja pabrik jang bersangkutan, maka pabrik sering kali ter. 
paksa menjewa tanah.tanah jang kurang baik dan tanah.tanah 
Tang letaknja terpentjar satu dengan jang lain. Hal jang demi. 
kian terang berpengaruh jang tidak baik terhadap produksi 
gula dalam keseluruhannja. Mengingat akan pentingnja arti 
produksi gula itu bagi rakjat aan Negara, maka perlu segera 
Giadakan tindakan.tindaxan untuk mentjegah merosotnja pro. 
duksi tersebut, antara lan dengan mengusahakan supaja pa. 
brik.pabrik jang bersangkutan dapat menjewa tanah.tanah di 
daerah kerdjanja seluas jang diperlukan. 


Berhubung dengan apa jang diuraikan diatas maka perlu ada. 
nja peraturan jang meinberi wewenang kepada Pemerintah 
untuk menetapkan planning jarg dimaksud itu. Oleh karena 
keadaan memaksa soal tersebut diatur Ha Peraturan Pe. 
merintah Pengganti Undang.undang. 


. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.undang ini 


Giberikan kekuasaan kepada Menteri Agraria, setelah mende. 
ngar Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri dan Oto. 
nomi Daerah, untuk menetapkan minimum luas tanah jang 
harus disediakan untuk djen:s-ajenis tanaman jang tertentu, 
jaitu djenis.djenis tanaman penting (misalnja tanaman tebu, 
padi, dll.) jang perlu dibern ,,perlindungan” terhadap desakan 
dari lain-lain djenis tanamar. 


Pula Menteri Agraria setelah mendengar keliua Menteri tab. 
Gapat menetapkan batas meksimum luas tanah iang boleh 
ditanami dengan djenis.djenis tanaman jang tertentu, jaitu 
djenis-cienis tanaman (musalnjz tembakau virginia) jang di. 
chawatirkan asan mendesak tanaman.tanaman lain jang lebih 
yent'ng atau 'ang penanamannja terbatas pada daerah.daerah 
atau ajenis.djenis tanah jang tertentu. 


Penetapan Menteri Agraria itu didasarkan atas wilajah 
kerdja sesuatu perusahaan (misalnja rayon kerdja sesuatu 
pabrik gula) ataupun atas wilajah sesuatu daerah, misalnja 
daerah Swatantra tingkat II (pasal 1 ajat (1) dan pasal 2). 

Kemudin oleh Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan 
ditetapkan pembagian maksimum dan/atau minimum luas 
tanah untuk desa-desa didalam wilajahnja (pasal 2 ajat 1). 
Adapun tanah.tanah mana jarg harus disediakan untuk dan/ 


atau buleh ditanami dengan taraman.tanaman jang tertentu 
itu ditetapkan oleh Panitya Iresa, jang terdiri dari Kepala Desa 
dan 2 orang Wakil tani jang disundjuk oleh Tjamat (Asisten 
Wedana) (pasal 2 ajat 2). 


PASAL DEMI PASAL, 
Pasal 1. 


Ajat 1. Penetapan Meni:eri Agraria tentang maksimum luas 
tanah jang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah 
jang harus disediakan untuk sesuatu dienis tanaman jang ter- 
tentu itu tidak perlu meliputi seluruh daerah Negara, tetapi 
Gapat djuga hania mengenai dzerah-daerah tertentu sadja jang 
dipandangnja perlu untuk diadikan penetapan tersebut. 


Ajat 3. Terdesaknja tanaman tertentu oleh tanaman lain se- 
ringkali disebabkan karena besarnja perbedaan antara hasil jang 
Giperoleh aari kedua matjam tanaman itu. Misalnja mengenai 
tebu pabrik dan tembakau virgnir dalam tjontoh diatas, jang 
mendjadi sebab ialah karene besarnja perbedaan antara djumlah 
sewa tanah untuk tebu dan hasil jang diperoleh dari tangman 
atau persewaan tanah untuk tembakau. Berhubung dengan itu 
maka misalnja penetapan luas tanah jang harus disediakan untuk 
tanaman tebu pabrik dan luas minimum tanah jang boleh di- 
tanami tembakau virginia jarg dimungkinkan oleh pasal 1 
ajat (1), perlu dibarengi pulu dengan penetapan djumlah sewa 
tanah untuk tebu pabrik jang dianggap lajak. Untuk itu maka 
diadakan ketentuan dalam wasal 1 ajat (3) ini. Selain itu sudah 
barang tentu oleh Pemerintah dapat diambil pula tindakan? lain. 
nja untuk mengimbangi kerugian jang mungkin diderita oleh 
rakjat jang bersangkutan. 


Jang dimaksud dengan ,,bentuk-bentuk pengusahaan tanah 
lainnja” ialah misalnja djika tanah jang bersangkutan diusahakan 
sendiri oleh jang empunja atau diusahakan dengan tjara mreng- 
adakan perdjandjian bagi-hasil. Urtuk bentuk pengusahaan jang 
terachir ini sudah ada ketentuan ketentuannja jang diatur aaiam 
Undang-undang No. 2 tahun 1560 (L.N. 1960 — 2) tentang 
»mPerdjandjian Bagi-hasil”. 

Pasal 2. 

Ajat 2. "Wakil-wakil tani” jang dimaksud dalam ajat (2) mi 
bisa pemilik tanah, tetapi Haa aa djuga wakil-wakil orgarusasi2 
tani didesa jang bersangkutan, hal mana tergantung pada keadaan 


didesa itu dan terserah pada kebidjaksanaan Tjamat (Asisten 
Wedana). 


Ajat 3. Agar supaja kewadjiban untuk menjediakan tanah 
untuk tanaman? Jang “ertentu tidak terus.menerus dibebankan kepa. 
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da orang? 'ang tertentu sadja, hingga mungkin merugikan mereka 
jang bersangkutan maka ditetapkan dalam pasal 2 aja? (3) ini 
suatu ketentuan, agar hal itu diatur setjara bergiliran, dengan 
memperhatikan pula kepentingan Perusahaan jang bersangkutan 
dalam hubungan dengan letak dan matjamnja tanah jang diper- 
lukan serta kelangsungan kesuburan tanahnja. 


Ajat 4. Jang dimaksud dengan "instansi2 lain” itu misalnja 
Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (P.P. 
R.L), jaitu dika mengenai Perusahaan? jang berada dalam pe. 


nguasaannja. 

Ajat 5. Didaerah? dimana ada Residen (Kepala Keresidenan 
atau Residen Kordinator) sebaiknj2 wewenang ini diserahkan ke- 
padanja. 


Pasal 3 dan 4. 


Agar supaja planning jang sudah ditetapkan itu dilaksanakan 
sebagaimana mestinja maka Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang? ini memuat pula sangsi Pidana dalam pasal 3 dan 4 ini. 


Pasal 5. 


Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk 

mengikut sertakan sesuatu Perusahaan dalam usaha2 dibidang 
kesedjahteraan daerah wilajah kerdjanja, misalnja dalam yem- 
buatan bangunan? pengairan, rumah? Sekolah dan lain sebagainja. 
Perusahaan itu dapat menjelenggarakan sendiri usaha2 itu atau 
boersima dengan instansi? lain. 
Adapun maksud dari pada mengikut sertakannja perusahaan da- 
lam usaha? kesedjahteraan daerah itu ialah agar terdiaga keszim- 
bangan antara perkembangan perusahaan dan perekonomian xak- 
jat didaerah itu serta demi Kelan jaran djalannja perusahaan itu 
sendiri, misalnja didalam mendapatkan tanah2 jang diperlukan 
untuk 'tanamannja. Menteri Agraria dapat peng banar ak wewe- 
nangnja tersebut dengan aan keadaan dae dan peru- 
sahaan jang bersangkutan 


Tambahan Lembaran Negara No. 2058, 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang: 


1. bahwa perlu menjesiaikan funksi Koperasi sebagaimana Galam 
pokok.pokoknja diatur dalam Undang-undang Koperasi dengan 
djiwa dan semangat Undang.undang Dasar 1945 dan Manifesto 
Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1958 
dimana Koperasi harus diberi peranan sedemikian rupa sehingga 
gerakan serta penjelenggaraannjg benar? dapat merupakan : 


a. alat untuk melaksanakan ekoromi terp:impin berdasarkan 
sosialisme & la Indonesia: 


b. sendi kehidupan ekonomi bargsa Indonesia, 
C. dasar rintuk mengatur perekonomian rakjat guna mentiapai 


taraf hidup jang lajak dalam susunan masjarakat adil dan 
makmur jang demokratis. 


2. bahwa Pemerintah wadjib mengambil sikap jang aktip dalam 
membina gerakan Koperasi berdasarkan azas2 Demokrasi Ter. 
pimpin, 


3. hahwa perlu diadakan Peraturan Pemerirtah untuk menjesuak 
kan pelaksanaan Undang? Koperasi dengan Undang? Dasar 1945 
dan Masifesto Politik Presiden Republik Indonesia tanggal 17 
Agustus 1959, untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, 
melirdungi dan mengawasi perkembangan gerakan Koperasi, 
sehingga terdjamin terpelihara dan terpupuknja dinamika baik 
dikalangan masjarakat sendiri maupun dalam kalangan petugas 
negara, serta terselengaranja Koperasi setjara serentak, intens:p, 
'berentjana dan terpimpin, 


Mengingat: 
1. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945: 


2. Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan 
Koperasi. 


Mendengar: 


Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 18 Nopember 1959. 


Memutuskan : 
Menetapkan: 


Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. 


Yan 2 
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BAB 1. 
KETENTUAN UMUM DAN AZAS KOPERASI 


BAGIAN I. 
AZAS KOPERASI 


Pasal 1. 
(1) Azas2 Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang? Kope. 
rasi jang menentukan bahwa : 


&. Koperasi adalah perkumpulan orang2 atau badan? Hukum 
Koperasi dan bukan merupakan perkumpulan modal: 

b. Koperasi harus berazaskan kekeluargaan (gotong.rojong): 

Masuk Koperasi adalah suka.rela, 

d. Koperasi bertudjuan memperkembangkar, kescijahteraan ma. 
sjarakat dan daerah bekerdjanja pada umumnja, harus benar? 
Gdiwudjuakan dalam pelaksanaan serta penjelenggaraan tiap? 
perkumpulan Koperasi. 


2 


(2) Para arggota Koperasi wadjib melaksanakan ketentuan 
tersebut dalam ajat (1) sedangkan masjarakat didaerah bekerdja 
jang bersangkutan memberikan bantuannja. 


(3) Keanggotaan Koperasi atas dasar suka-rela terbuka pagi 
kmua orang dalam suatu daerah bekerdja jang mempunja: kepen. 
tingan jang sama atau mempunjai kepentingan? jang satu sama 
lain ada sangkut-pautnja setjara langsurg. 


BAGIAN II. 
PENDJELASAN KOPERASI 


Pasal 2. 


(1) Pada dasarnja jang dinaksud dengan penijenisan Kops. 
rasi ialah pembedaan Koperasi jang didasarkan pad1 golor: gan Gan 
fuaksi ekonomi, 

(2) Dalam Peraturan ini dasar pendjenisan Koperasi ditekan. 
kan pada lapargan usaha dan/atau tempat tinggal para anggota 
sesuatu Koperasi. 

Pasal 3. 


Peraturan ini mengutamakan cCiadakannja djenis2 Koperasi 
sebagai herixut : 


a. Koperasi Desa. 


b. Koperasi Pertanian. 
c. Koperasi Peternakan. 


Koperasi Perikaran. 

Koperasi Keradjinan/Industri. 
Koperasi Simpan Pindjam. 
Koperasi Konsumsi. 


nmpa 


Pasal 4. 
“ Djenis2 Koperasi lain dapat didirikan asalkan sesuai dengan 
Undarg? Koperasi dan Peraturan ini. 


Pasal 5. 
Jang dimaksud dengan Koperasi Desa ialah Koperasi jang : 


&. anggota-anggotanja terdiri dari penduduk desa jang mempunjai 
kepentingan jang sama ataupun jang mempunjai kepentingan? 
jang satu sama lain ada sangkut-pautnja setjara langsung: 


b. pada dasarnja mendjalankan aneka usaha. 


Pasal 6. 
Jang Cimaksud dengan Koperasi Pertanian ialah Koperasi jang : 


a. anggota.anggotanja terdiri dari petani pemilik tarah, pemaro 
dan puruh tani berkepentingan serta mata pentjahariannja lang. 
sung berhuburgan dengan usaha pertanian jang bersangkutan, 


b. mendjalankan risaha2 jang ada sangkut.pautnja setjara langsung 
dengan usaha pertanian jang bersangkutan mulai dari produks., 
pengolahan sampai pada pembelian atau pendjualan bersama 
hasil usaha pertanian jang bersangkutan. 


Pasal '“. 
Jang dimaksud dengan Koperasi Peteryakan jalah Koperasi 
jang : 

Ba. anggota-anggotanja terdiri dari pengusaha? serta buruh peter. 
nakan jang kepentingan serta mata pentjahariannja langsung 
berhubungan dengan usaha peternakan jang bersangkutan. 

b. mendjalankan usaha2 jang ada sangkut-pautnja setjara langsung 
dengan usaha peterrakan mulai dari pemeliharaan sampai pada 
pembelian atau pendjualan bersama ternak atau hasil peter. 


nakan. 
Pasal 8. 
Jang dimaksud dengan Koperasi Perikanan ialah Koperasi 
jang : 
a. anggota.arggotanja terdiri dari pengusaha? pemilik alat per. 


ikanan, buruh/nelajan jang kepentingan serta mata pentjaharian. 
nja langsung berhubungan dengan usaha jang bersangkutan : 
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b. mendjalankan usaha? jang ada sangkut.pautnja setjara lanz. 
sung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan 
sampa: pada pembelian atau pendjualan bersama hasil2 usaha 
perikanan jang bersangkutan. 


Pasal 9. 
Jang dimaksud dengan Koperasi Keradjiran/Industri ialah Ko. 
perasi janz : 


@. anggota-anggotanja terdiri dari pengusaha? pemilik alat pro. 
duksi dan buruh keradjinan/insustri jang kepentingan serta mata 
pentjahariannja langsung berhubungan dengan usaha Kera. 
djinan/Industri jang bersangkutan, 


b. mendjaiankan usaha? jang ada sangkut-pautnja setjara Jangsunz 
denga: usaha Keradjinan/Industri jarg bersangkutan mulai dari 
produksi sampai pada pembelian/pendjualan bersama hasil? 
usaha Keradjinan/Industri jang bersangkutan. 


Pasal 10. 
Jang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pindjam ialah Koperasi 
jang : 


a. anggota.anggotanja terdiri dari setiap orang pa mempunjat 
kepertingan langsung dalam lapangan perkreditan 


b. mendiajankan usaha chusus dalam lapangan pekreditan jang 
menggiatkan anggota-anggotanja serta masjzrakat untuk me- 
njimpaa setjara teratur dan memberi pindjaman kepada angzota. 
anggotanja untuk tudjuan jang bermanfaat dengan pemungutar 
uang.cjasa serendah.mungkin, 


Pasal 11. 
Jang dimaksud dengan Koperasi Korsumsi ialah Koperasi jang: 
a. anggota.anggotanja terdiri dari setiap orang jang mempunjai 
kepentingan jang largsung dalam lapangan Konsumsi: 
b. menijalunkan usaha-usaha jang berhubungan dengan kesedjah. 
teraan anggota.anggotanja. : 


BAGIAN III, 
DAERAH BEKERDJA 


Pasal 12. 
(1) Pada dasarnja jang dimaksudkan dengan daerah bekerdja 
ialah suatu daerah kesatuan aJministrasi jang meripakan tempat 
tinggal para arggota dan/atau lingkungan usaha sesuatu Koperasi. 
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(2) Dalam hal tempat tinggal para anggota dan/atau lingku. 
ngan usaha suatu Koperasi meliputi dua atau lebih kesatuan admi. 
nistrasi, maka daerah bekerdjanja dapat menjimpang dari keten 
tuan ajat (1) pasal ini. 


(3) Koperasi-koperasi jang daerah bekerdjanja menjimpang 
dari ketentuan ajat (1) pasal ini: 

a. berkedudukan didaerah kesatuan administrasi jang memenuhi 
sjarat.sjarat kelantjaran/daja guna jang sebesar.besarnja 
dalam usaha Koperasi jang bersangkutan, 

b. tunduk pada bimbingan dan pengamatan Pedjabar didaerah 
kesatuan administrasi jarg bersangkutan. 

(4) Daerah bekerdja jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini 
dibagi daiam : 

a. desa | « 

b. d2erah tingkat II. 


c. daerah tingkat I. 
d. seluruh Indonesia, 


BAGIAN IV. 
BENTUK KOPERASI 
Pasal 13. | 
Jang dimaksud dengan bentuk Koperasi ialah tingkat.tingkat 
Koperasi jang didasarkan pada tjara.tjara pemusatan, penggabu. 
ngan dan perindukanyja. 
Pasal 14. 
(1) Koperasi tersusun dalam tingkat.tingkat : 
pr mer. 
pusat. 


gaburgan. 
induk. 


SO gp 


(2) “Koperasi primer adalah Koperasi jang beranggota orang- 
orang dan jang mempunjai sedikit.sedikitnja 25 orang anggota. 


(3) Koperas: Pusat adalah gabungan beberapa Koperasi jang 
mempunjai sangkut.paut dalam usahanja serta beranggota sedikit. 
sedikitnja 5 buah Koperasi Primer. | 


(4) Gabungan Koperasi adalah gabungan dari beberapa 
Koperasi Pusat. 


102 


(5) Induk Koperasi adalah gabungan dari beberapa Gabungan 
Koperasi. 
Pasal 15. 


(dl) 'Tiap2 Gabungan Koperasi harus memakai nama jang 
menjebut : 


a. kata: ,,Gabungan Koperasi”. 
b. penimdjukan usaha utama atau djenis. 


(2) Tiap? Induk Koperasi harus memakai nama jang menjebut : 


a. kata : ,Induk Koperasi”, 
b. penundjukkan usaha utama atau djenis. 


Pasal 16. 


(1) Pedjabat wadjib mengusahakan hanja ada satu Koperasi 
jang sedjeris dan setingkat didalam satu daerah bekerdja. 


(2) Dalam hal diidzinkan ada dua atau lebih Koperasi jang 
sedjenis dan setingkat dalam satu daerah bekerdja, maka Pedjabat 
wadjib mengusahakan penjatuannja dalam waktu jang sesingkat. 
singkatnja. : 

Pasal 11. 

(1) Dalam Peraturan fni jang dimaksud Ona Koperasi se. 
djenis ialah : 

a. Koperasi jang mempunjai satu matjam lapangan risaha bagi 

Koperasi jang didjeniskan berdasarkan pada matjam lapangan 

u , 

b. Koperas2 jang anggota.anggotanja mempunjai tempat tinggal 
jang sama bagi Koperasi? jang didjeniskan menurut tempat 
tinggal anggota.anggotanja. 


(2) Jang dimaksud dengan Koperasi setingkat ialah Koperasi: 
jang mempunjai tingkat? jang sama sebagaimana dimaksud dalam 


pasal 14. 
Pasal 18. 
(1) Ditiap.tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa, 
(2) Ditiap-tiap daerah tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi. 


(3) Ditiaptiap daerah tingkat I dittimbuhkan Gabungan Ko. 
perasi. 


(4) Diibu-kota ditumbuhkan Induk Koperasi. 
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Pasal 19. 


(1) Pada dasarnja ditiap.tiap tingkat daerah bekerdja dari 
desa sampai pada seluruh Indonesia wadjib ditumbuhkan djenis? 
Koperasi sesuai dengan pasal 3. 


(2) Dalam keadaan memaksa dan bersifat chusus Koperasi? 
tersebut dalam ajat (1) pasal ini dapat ditumbuhkan menjimpang 
dari ketentuan? mengenai daerah bekerdja dan berpedoman pade 
ketentuan pasal 12 ajat (3). 


BAB II. 
PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN BADAN 
HUKUM 


Pasal 20. 


(1) Para pendiri Koperasi wadjib mentjatatkan Koperasinj3 
pada Pedjabat dalam waktu sesingkat.singkatnja dengan mengi. 
rimkan surat permohonan pengesahan badan hukum jaitu disertai : 


a. akta pendirian. 
b. berita atjara rapat pembentukan. 


C. neratja permulaan. 


(2) Koperasi2 jang daerah kerdjanja kurang dari atau sebesar 
daerah tingkat II wadi:h ditjatatkan pada Kantor Tjabang Inspeksi 
Koperasi setempat. 


(3) Koperasi? jang daerah bekerdjanja lebih dari daerah ting. 
kat II dan kurang dari atau sebesar daerah tingkat I wadjib ditja. 
tatkan pada Kantor Inspeksi Koperasi setempat, 


(4) Koperasi? jang daerah bekerdjanja lebih dari daerah ting. 
kat I wadjib ditjatatkan pada Kantor Djawatan Koperasi. 


(5) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dam 
Koperasi? tersebut dalam ajat (3), Kepala Tjabang Inspeksi Ko. 
perasi jang bersangkutan wadjib memberikan pendapatnja kepada 
Kepala Irspeksi Koperasi jang bersangkutan dalam waktu paling 
lama 3 bulan terhitung dar: tanggal penerimaan surat permohonan 
itu. 


(6) Terhalap permohonan pengesahan badan hukum dari Ko. 
perasi? tersebut dalam ajat (3) dan (4), Kepala Inspeksi Koperasi 
jang bersangkutan wadjih memberikan pendapatnja kepada Kepala 
Djawatan Koperasi dalam waktu palirg lambat 5 bulan terhitung 
dari tanggal penerimaan surat permohonan. 
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(7) Terhadap permohonan pengesahan badan hukum dari 
Koperasi2 tersebut dalam ajat (3), (4) dan (5), Kepala Djawatan 
Koperasi wadjib telah memberikan pengesahan badan Irikum atau 
pemolakannja dalam waktu paling lambat 6 bulan terhitung dari 
tanggal penerimaan surat permohonan. 


Pasal 21. 


(1) Tiap2 perkumpulan koperasi jang telah memperoleh penga. 
kuan sebagai badan hukum wasjib memberi laporan tentang keada. 
a1 serta perkembangan organisasi dan usaha.usahanja sekuranz. 
kurargnja 2 kali setahun. 


(2) Sesudah 2 tahun terhitung dari tanggal pengesahannja 
pedjabat diwadjibkan mergadakan penggolongan terhadap perkum. 
pulan Koperasi jarg bersangkutan, jang didasarkan pada penilaiap 
tentang organisasi, administrasi dan usahanja. 


Pasal 22. 


Perkumpulan? jang bertudjuan memadjukan gerakan Koperasi 
dan jang mempergunakan kata 'koperasi sebagai nama dari perkum. 
pulan jang bersangkutan difwadjibkan mentjatatkan kepada pedjabat 
serta berada dalam pengamatan Djawatan Koperasi, 


BAB III. 
BIMBINGAN DAN PENGAMATAN 


Pasal 23 


Jang dimaksud dengan bimbingan dan pengamatan ialah usaha? 
serta tindakan? Pemerintah jang : 


a. merumbuhkan berdirinja Koperasi disegala sektor perekonomian 
dengan menekankan pada lapangan? usaha jang menguasai ha. 
djat hidup orang banjak dan didaerah.daerah bekerdja jang 
merupakan dasar perekonomian rakjat, 


b. memberi petundjuk? teknis agar tertjapai perkembangan jang 
sempuirna dari gerakan Koperasi, 


. . . 1 . n 
c. mendjaga agar Koperasi baik dalam Anggaran Dasar mauryu 
dalam Tenjelenggaraannja tidak melanggar azas Koperasi seba. 
gaimana diatur calam Undang2 Koperasi dan Peraturan ini, 


d, menjesuaikan funksi Koperasi dengan politik umum perekono. 
mian Pemerintah Pusat. 


Pasal 24. 


(1) Bimbirgan dan pengamatan tersebut dalam pasal 23 dibe. 
bankan kepada segenap instansi Pemerintah ba:k dipusat maupur 
didaerah menurut bidangnja masing? 
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(2) Bimbingan dan pengamatan jang dilakukan oleh pedjabat 
meliputi bimbingan dalam hal organisasi, administrasi termasuk 
tata-buku dan petundjuk? tentang teknik ke-Koperasian. 


BAB IV. 
PERLINDUNGAN DAN KELONGGARAN 
Pasal 25. 


Jang dimaksud dengan perlirdungan dan kelonggaran ialah usa. 
ha.usaha atau tindakan? Pemerintah jang : 


a. Gitudjukan untuk melenjapkan atau sekrirang.kurangnja meng. 
hindarkan sedjauh mungkin persaingan dari usaha2 Swasta 
terhadap gerakan Koperasi. 


b. ditudjukan untuk menghindarkan penjalah.gunaan Koperasi oleh 
pengurusnja atau orang?/badan2 jang sengadja menghambpat 
atau merusak pertumbuhan Koperasi: 


C. membebaskan atau memberi keringanan padjak: 
@. memberikan bantuan untuk menolong diri sendiri 


BAB V. 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 26. 

(1) Djangka waktu penjesuaian selima 6 bulan sebagaimana 
tentukan dalam pasal 48 ajat (1) Undiang2 No. 79 tahun 958 
tentang Perkumpulan Koperasi, diperpandjang laci dengan waktu 
6 bulan terhitung sedjak habis berlakunja mana perpandjangan se. 
bagaimana diatur dalam surat keputusan Menteri Perlaganzan 
No. 2872/M tertarggal 12 Mei 1959, 

(2) Semua ketentuan pelaksanaan Undang? Koperasi jang telah 


dikeluarkan sebelum berlakunja Peraturan ini harus segera dise. 
suaikan dengan Peraturan ini. 


BAB VI. 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 27. 
Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masja. 
rakat Desa atau Pedjabat jang ditundjuknja mengadakan Instruksi? 
Pelaksanaan Peraturan ini. 
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Pasal 28. 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Ditetapkan di Djakarta 


pada tanggal 8 Desember 1959 
Presiden Republik Indonesia, 


ttd. 
SOEKARNO. 
Diundangkan di Djakarta 


pada tanggal 9 Desember 1959 
Menteri Muda Kehakiman, 


ttd. 
SAHARDJO. 
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PENDJELASAN 
atas 
PERATURAN PEMERINTAH 


tentang 
PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI 


Pendjelasan umum: 


Dengan berlakunja Undang? Dasar 1945 perlu segera menjesuat 
kan kebidjaksanaan Pemeriritah dalam melaksanakan Undang? Ko- 
perasi dengan djiwa dari pada Undang? Dasar tersebut serta tjita? 
jang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Republik Indo. 
nesia tanggal 17 Agustus 1959. 

Pemer:ntah menjadari bahwa Undang? Koperasi jang berlaku 
sekarang masih perlu disempurnakan, namun perkembangan masja. 
rakat pada umumnja dan gerakan Koperasi pada chususnja sedemi. 
kian pesatnja sehingga Pemerintah perlu mengambil tindakan? jang 
tjepat agar pelaksanaan Undang? Koperasi dapat berdjalan sesuai 
dengan haluan Pemerintah. 

Sesuai dengan djiwa pasal 33 Undang? Dasar 1945, maka Kore. 
rasi mengambil peranan jang penting sekali sebagai dasar utama 
untuk mengatur perekonomian nakjat dan selain dari pada itu Pe. 
merirtah memiberikan peranan sedemikian rupa sehingga Koperas 
benar2 dapat merupakan alat untuk melenjapkan kapitalisme dari 
bumi dan kehidupan ibangsa Indonesia. 

Dengan menjerahkan sadja perjelenggaraan Koperasi kepada 
inisiatip gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang ini bukan 
sadja tidak mentjapai tudjuan untuk membendung aris kapital'sme 
dan liberalisme tetapi djuga tidak tendjamia bentuk orgarisasi dan 
tjara bekerdja jang sehat sesuai dengan azas? Koperasi jang seba. 
narnja. 

Kemadjuan2 jarg terlihat didalam statistik tentang angka? sim. 
panan dan djumlah anggota Koperasi, djumlah modal dan sebagainja 
pada hakekatnja masih terlalu pagi untuk dibanggakan, bila kita 
hat kenjataar2 jang kita hadapi dalam praktek sehari-hari. Ge. 
rakan Koperasi dalam taraf perkemkangan sekarang ini Gjauh 
belum dapat memenuhi funksi jang sebenarnja seb:gaimana dimak. 
sud didalam pasal 33 Urdang2 1945 bahkan menundjukkan gedjala? 
jang memprunjai ketjenderungan kearah kemerosotan funksi Kope. 
rasi dan penjalah.gunaan bentuk usaha Koperasi untuk mentjari 
keuntungan bagi segelintir manusia sehingga kepertjajaan rakjat 
terutsima didesa-desa semakin lama semakin berkurang terhadap 


Koperasi, 
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Untuk mentjegah berlarutlarutnja keadaan, Pemerintah perlu 
segera mengambil tindakan tjepat jang sedjaah murzkin berpedo. 
man pada ketentuan? didalam Undang? Koperasi sepandjang keten. 
tuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan djiwa serta 
semangat Undang? Dasar 1945 dan Manifesto Pol-tik Presiden Re- 
publik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. 

Berhubung dengar mendesaknja waktu, dalam Peraturan Peme- 
rintah ini belum dapat diatur seluruh materi dari pada Undang? 
Koperasi dan persoalan? jang timbul dalam praktek dan hanja mem. 
batasi pada persoalan? jang dianggap penting dan mendesak untuk 
diatur oleh Pemer'ntah. 

Untuk menamprng persoalan? jang belum diatur dalam Peratur. 
an Pemerintah 'ni, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan? 
berikutnja sebagai kelindjutan dari Peraturan Pemerintah ini. : 

Jang mendjadi pokok2 pikiran jang terkandung didalam Pera 
turan ini ialah sebagai berikut : 


1. Azas2 Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang? Koperasi 
perii diberikan djaminan akan real':sasinja didalam penjelengga 
raan Koperasi. 


2. Sikap jang aktip dari Pemerintah, 


3. Ungsiz2 demokrasi serta ekonomi terp'impin harus djelas terliha: 
dalam penjelenggaraan tiap2 Koperasi. 


: 
4. Segenap instansi Pemerintah diikut-sertakan dalam membimbirg 
gerakan Koperasi menurut bi.cangnja masing2. 


5. Terutama dalam lapangan? usaha jarg menguasai hadjat hidup 
orang hanjak dan didaerah.daerah bekerdja jang merupakan basis 
perekonomian rakjat diusahakan berdirinja atau ditumbuhkan 
Koperasi oleh Pemerirtah bersama-sama dengan rakjat jang ber. 
sangkutan. 


Ma au pasal demi pasal. 
Pasal 1. 


Dalam pasal ini sengadja tidak dipergunakan istilah ,,tidak meru. 
pakan konsenstrasi modal” sebagaimana digurakan dalam perumu. 
san Undang.undang Koperasi untuk menghindari kesulitan didalam 
merafsirkarnmja sedang istilah jang dipergunakan ialah ,,bukan 
perkumpulan modal” untuk maksud jang sama. Istilah bukan per- 
kumpulan modal diambil dari pendjelasan Undang-undang Koperasi 
dipandarg oleh Pemerintah lebih djelas tidak mengandung asosiasi 
pikiran bahwa Koperasi telah mengamrit sesuatu paham golongan 
dengan tidak mengurangi ketegasan dari pendapat Pemerintah iang 
berpangkal haluan pada dasar pikiran bahwa Koperasi-adalah alat 
utama untuk melenjapkan kapitalisme, baik sistimnja maupun 
akses.eksemja. 
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Mengingat pentingnja peranan Koperasi dalam pelaksaraan 
demokrasi serta ekonomi terpimpin maka harus ada djaminan 
supaja didalam tubuh organisasi Koperasi terhadap kebersihan serta 
kedjudjuran dari pada pelaksana-pelaksanarja. Untik ini ketjuali 
kewadjiban melaksanakan atas azas Koperasi jang dibebankan pada 
pira anggota maka masjarakat didaerah jang bersangkutan, perlu 
memberikan barntuannja. 

Sesuai dengan sikap Pemerintah jang aktip maka azas keanggo- 
taan Koperasi atas dasar gukaperlu didjaga agar azas tersebut 
tidak merupakan pangkal imtuk menjelewengkan haluan penjeleng. 
garaan Koperasi kearah sistim kap:talisme dan liberalisme. Djuga 
azas gotong.rojong mewadjibkan semua golongan jang mempunjai 
peranan Calam proses produksi tertampung atau dapat dimasukkan 
dalam keanggotaan Koper:si. 

Oleh karena itu selain ketentuan bahan jang dapat mendjadi 
arggota sesuatu Koperasi ialah oring.orang jang mempunyai 
kepentingan jang sama perlu d:tambahkan ketentuan bahwa djuga 
orang-orang jang mempunjai kepentingan.kepentirgan jang satu 
sama lain ada san7xut.pautnja setjara langsung (allied interest) 
dapat pula mendjadi anggota sesuatu Koperas:. 

Dengan demikian dogma pertentangan buruh madjikan jang 
tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bisa dihindarkan 
didalam perkimpulan Koperasi. 


Pasal 2. 


Pendjen'san Koperasi dilasarkan pada golongan serta funksi 
ekoromi. Akan tetani untux memud:hkan bagi rakiat pendjenisan 
Koperasi menurut peraturan in: ditekankan pada lapangan usaha 
serta tempat tinggal anggota. Koverasi desa misalnja, jang psda 
Gasarnja merupakan Koperasi dari penduduk Desa jang terdiri dari 
berbazai golongan mendjalankan bermatjam usaha, Pendjenisan 
Koperasi Desa ini d'dasarkan pada keadaan sosial ekonomi desa. 

Koperasi Pertanian merupakan suatu djenis Koperas: dilihat 
dari sudut pendjenisan didasarkan pada golongan ekonomi tctapi 
apabila d"ihat dari sulut funksi ekonomi maka Koperasi Pertanian 
dapat meliputi kermatjam-matjam Koperasi jang usaharja mulai 
dari pengumpulan, pengolahan, pendiualan bersama hasil pertanian, 
pembelian bersama alat-alat pertanian. 

Dengan demikian walaurin pendjenisan dalam Peratunan ini 
d:ilasarkan pada lapangan usah dan atau tempat tinggal para 
anggota dengan ketentuan ajat 1 pasal (2) itu terbuka kemurgkinan 
bagi masjarakat untux mengadakan djen's-djenis Koperasi jang 
berdasarkan golongan serta furksi ekonomi. 


Pasal 3. - 
Tjukun djelas. 
Pasal 4. 
Pasal ini menegaskan bahwa dijenis-djenis Koperasi tidak 
terbatas hanja pada djenis-djen:s seperti tertjantum pada pasal 3. 
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Pasal 5. 


Koperisi Desa adalah suatu djenis Koperasi jang teritama 
didasarkan pada lingkungan tempat tinggal para anggotanja sedang 
usahanja pada dasarnja bersifat aneka usaha. Apakah sesuatri 
Koperisi Desa itu mendjalankan satu matjam atari beberapa matjam 
usaha tergantung pada kesanggupan penduduk desa jang bersaing. 
kutan atau keadaan jang chrisus dari desa jarg bersangkutan. 


Pasal 6. 


Istilah Petani Pemilik Tamah dipergunakan berkenaan dengan 
belum adanja definsi jang resmi dan belum berlakunja undang? 
Agraria jang akan mengatur atau merumuskan siapa Pet::ni 
itu, Djika diselipkan kata Petan: dimuka pemiiik tanah, maka jang 
dimaksut jalah pemilik.pemilik tanah jang mengerdjakan tanahnja 
sendiri. Tuan.tuan tanah jang tidak turut mengambil bagian dalam 
proses produksi djangan diberi kesempatan untuk menentukan ha. 
lu»n sesuatu Koperasi. 


Pemaro atau istilah lainnja jang lebih tepat ,,penjakap” karena 
peranannja jang perting dalam proses produksi perlu dibuka ike- 
mungkinan baginja untuk mendjadi argzota sesiatu Koperasi. 
Buruh tari jarg turut dalam proses produksi dapit diterima men- 
Gjadi anggota Koperasi. Walaupun dalam Peraturan in: hanja 
digurakan kalimat pemilik tanah, hakekatnja tidak menutup 
kemungkinan masuknja pemilik kebun sebagaimayi kita saksikan 
didaeran.daerah luar Djawa, dimana kebun diartikan sebagai kum. 
pulan pohon saija atau kumpulan pohan keserta tan:hnja. 


Pasal '. 

Tjukup djelas. 
Pasal 8. 

Tjukup djelas. 
At: Pasal 9. 

Tjukup djelas. 
Pasal 10. 

Tjuku» djejas. 
Pasal 11. 

Tjukup djelas. 
Pasal 12. 


Adaka'anja lingkungan usaha atau tempat tinggal para arrsota 
sesuatu Koperasi tiaak sesuai dergan pembagian daerah kesatuan 
admiristrsi. Sebaliknja “uga ada kalanja sesuatu daerah tilseik 
djelas batas-batas atau status ja sebagai suatu kesatuan dazrah 
aGmin-stras!, Lagi pila ada daerah bekerd'a Ang meliputi daerah 
admin strasi tertentu, karera sebap.sarab geograf 's Jan pertinba. 
ngan dari sudut bedrijfs-economisch perlu dimungkinkan adanja 
pe.j.mpanran. Da-am h'1 jang demikian maka daerah 'bezeraia 
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sesuatu Koperasi dapat menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal 5 
ini. Dengan demikian Koperasi leluasa menentukan daerah beker. 
djanja Jajam anggaran dasarnja. Namun agar mudah pengawasan. 
- nja ditentukan tempat kedudukan jang djelas bagi Koperasi tersebut 
Sebagaimana diatur dalam ajat 3 pasal ini. 


Pasal 13. 


Djika ikita habungkan pasal 3 ajat (1) djuga pasal 5 ajat (2) 
dalam Urdang.undang No. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan 
Koperasi maka kita lihat bahwa istilah setingkat dalam pasal 5 
ajat (2) dari Undang-undang Koperisi tersebut hakekatnja sebentuk 
diika kita mengikut: istilah dari pada pasal 3 ajat (1) Undang? 
tersebut dalam peraturan ini, diberikan perumusan jang lebih djelas 
Koperasi. Maka untuk menghindarkan kegaduhan istilah-istilah 
dengan tidak menjimpang dari maksud pembuat Undang-undang. 


Pasal 14. 


Dalam pasal 14 ini tambahkan bentuk Koperasi jang diartikan 
sebagai tingkattingkat Koperasi didaerah tingkat I cari selurih 
Irdonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan Koperasi. Walau. 
pun didalam Undang-undang Koperasi hanja dikenal dua bentuk jakni 
Primer dan Pusat, akan tetapi menurut perkerabangan pemusatan 
organigisi keatas, perlu ditambahkan bentuk Gabungan dan bentuk 
Induk jang tidak dilarang oleh Urdang-undang Koperasi. 


Pasal 15. 
Untuk tidak menjulitkan sebutan bagi Gabwmzyan serta Induk 


Koperasi maka diadakan sebutan-sebutan chusus urtik Gabungan 
dan Induk sebagaimana diatur dalam pasal ini, 


Pasal 16. 
Tjukup djelaa. 

Pasal 1'. 
Tjukup djelas. 

Pasal 18. 


Bila dalam ajat (2), (3) dan (4) pasal ini tidak disebut kata desa 
sebagaimana disebutkan dalam ajat (1) adalah dengan dasa: bahwa 
Pemerintah bermaksud untik menumbuhkan berdirinja Koperasi 
Desa pada tiap-tiap desa/kampung atau daerah jang setinginat de. 
ngan desa. Disamping Koperasi Desa tersebut dapat didirikan Kope. 
rasi lain jang mempunjai lapangan usaha chusus. 


Pada dasarnja semua Koperasi jang ada, berpusat didaerah ting. 
kat II, bergaburyg didaerah tingkat I dan berinduk di Pusat. Hal itu 
dalam pelaksanaannja tergantung pada perkembangan masing? 
djenis Koperasi. | 
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Pasal 19. 


Pengertian tingkat daerah ibekerdja haris dipisahkan dengan 

tingkat.tingkat Koperasi itu sendiri. Sehingga tidak di. 

tiap-tiap daerah tingkat II dapat ditumbuhkan suatu Pusat Koperasi, 

sebah ada kalanja dibeberapa daerah kesatuan admiristrasi (tingkat 
daerah bekerdja) baru dapat didirikan suati Koperasi. 


Pagal 20. 


Pengakuan hak Badan Hukum oleh Pemerintah terhadap Kope. 
resi hingga sekarang in? didahului oleh masa pemeriksaan jang 
teliti dan mendalam tentang pembriktian tjara bekerdja Koperasi 
itu, sesuai dengan azas.azas Koperasi. Tindakan.tindakan pengurus 
Koperasi jang belum mendapat pengesahan Badan Hukum itu setja. 
ra juridis tidak dapat dipertanggung-djawabkan. 

Dalam Peraturan tni Pemerintah ingin terlebih dahulu memberi- 
kan kedidukan hukum pagi perkumpulan Koperasi, dan selandjutnja 
setelah mendapat pengesahan Badan Hukum, perkumpulan itu dido. 
rong, dibimbing, dilindungi, diperiksa dan diawasi agar menepati 
azas-azas Koperasi, guna mentjapai perkembangan jang sehat. 

Berhubung dengam ketentuan pasal 19 ajat 43) dari pada Undang. 
undan,y Koperasi jang menjebutkan bahwa tanggal resmi pendafta. 
ran akta pendirian berlaku sebagai tanggal 'berdirinja Koperasi 
dihubungkan dengan ketentuan pasal 10 ajat (1) dari pada Undang. 
“undang Koperasi maka dalam Peraturan ini diadakan pembedaan 
pengertian jang tadjam antara istilah pentjatatan dan pendaftaran, 

Jang dimaksud dengan pentjatatan ialah perbuatan menjampai. 
kan gurat permohonan pengesahan Badan Huk.m perserta lampiran. 
lampiran termasuk akta pendirian sebagaimana diatur dalam ajat 
(1) pasal 20 ini dan tanggal pentjatatan ini bukan berarti tanggal 
pendaftaran sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 ajat (3) Undang. 
urdang Koperasi. Sedangkan jang dimaksud dengan pendaftarin 
falah perbuatan memasukkan akta pendirian dengan memakai nomor 
urut dalam buku daftir jang disediakan untuk keperluan itu pada 
Kantor Pedjabat sebazaimana dimaksud pasal 9 ajat (2) Undarg. 
undang Koperasi. Dengan demikian istilah pendaftaran diartika1 
sama dengan pengesahan Badan Hukum. 


Pasal 21, . 


Pasal iri mengatur supija ada hubungan jang seerat.eratnja 
antara Pemerintah dengan Koperasi.koperasi jang telah memperoleh 
pengakuan sebagai Badan Hukrm agar Pemerintah dapat mengeta- 
hu: daja-hidup dari sesuatu Koperasi dan dimana perlu memberi 
bantuan dengan prinsip supaja bantuan itu dapat membuat Koperasi. 
untuk menolong diri sendiri. Ketentuan ajat (2) pasal ini dimaksud. 
kan untuk mengadskan penggolongan-penggolongan Koperasi jang 
didasarkan atas penilaian mengena: organisasi, administrasi serta 
usaha cari pada Koperasi jang bersangkutan sehirgga memudahkan 
menentukan matjam bantuan apa jang diberikan oleh Pemerintah. 
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Pasal 22 


Untuk mentjegah penggimaan Koperasi sebagai alat dari vada 
suatu golongan masjarakat maka perlu Pemerintah senantiasa men.3. 
awasi semua perkumpulan jang bekerdja dalam lapangan tj:ta-tjita 
kekoperasian dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Peme. 
rintah berpendir'an bahwa deofficialisasi dari pada gerakan Kope. 
rasi bertentangan dengan azasazas Demokrasi dan Ekonom: Ter- 
pimpin. 


Tjukup djelas. 


Pasal 23. 
Pasal 24. 


Bimbingan dan pengamatan terhadap Koperasi jang dibebankan 
kepada segenap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Dae. 
rah, menurut bidangnja masing.masirg, berpangkal pada pixriran 
bahwa Koperasi harus didjadikan dasar untuk mengatur perekono- 
mian rakjat, sehingga segenep alat-alat Pemerintah perlu dikerah. 
kan, Djawatan Pertanian misalnja wadjib memberikan bantian 
technis dan bantuan-bantuan Jain agar Koperas:-koperasi Pertanian 
didalam usaha-usaha mendapatkan kemadjuan jang sepesat.pesat- 
nja. Demikian pula Djawatan Perindustrian terhadap Koperasi 
Perindustrian, Djawatan Kehewanan terhadap Koperasi Peternak. 
an, Djawatan Perikanan terhadap Koperasi Perikanan, Djawatan 


Perdagangan terhadap Koperasi Pemibeliar,/Pendjualan, dan seba:zai. 


nja, | 


pendaftarannja, administrasi tata-bukunja. 
Pasal 25. 


Djika calam ajat (1) pasal ini ada ketentuan bahwa perlindungan 
diartikan sebagai tindakan.tindakan Pemerintah jang ditudjukan 
untuk melenjapkan atau sekurang-kurangnja menghindarkan sedjauh 
murgkin persaingan dari usaha Swasta jang Jain terhadap Koperasi, 
maka jang akan dilenjapkan itu ialah hanja persaingannja dan bu. 
kan usaha.usahanja itu sendiri, seperti halnja rukun tani jang tjara 
bekerdjarja semangat azas.azas Koperasi tidak akan dilenjapkan 
bahkan disisahakam supaja usaha-usaha rukun tani lambatlaumn 
dituangkan dalam bentuk Koperasi, sehinga Koperasi sebagai dasar 
utama untuk mengatur perekonomian rakjat benar:benar terlaksana. 

Ada kemungkinan bahwa Koperasi itu hanja dipergunakan seba. 
gai alat belaka bagi kam modal atau mereka jang mentjar: ke. 
untungan sebesar.besarnja untuk dirinja sendiri untuk memperoleh 
fasiliteit2 dari Pemerintah, Maka itu didalam sub — » ditegaskan 
bahwa perlindungan djuga diartikan sebagai tindakan imtuk men. 
tjegah agar pengurus, kaum modal dan badin-badan swasta lainnja 
djangan menjalah.gunakan maksud dan tudjuarn Koperasi. 
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Pasal 26. 


Ketentuan ajat (1) pasal ini didasarkan pada ketentuan ajat (2) 
pasal 48 Undarg-undang Koperasi, dimana Menteri dalam keadaan 
luar biasa memperpandjang masa tersebut dalam ajat (1) 
pasal 48 Undang.undang Koperasi dengan 6 (enam) bulan. 

Hak memberi tersebut telah digunakan oleh Menteri Perdaga. 
rgan dalam Surat Keputusammja No. 28727 M, tangzal 12 Mei 1959. 
Walaupun demikian karena masa peralihan itu karena keadaan. 
keadaan jang njata masih perlu diperpandjang dan Undang-undanz 
tidak melarang bahwa Pemerintah/Menteri dapat memperpandjang 
lagi dengan 6 (enam) bulan, maka diadakan ketentuan pasal 26 ini. 


Pasal 27. 
Tjukup djelas. ana 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1906. 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 232 TAHUN 1961 


TENTANG | 


PELAKSANAAN UNDANG? No. 45 PRP TAHUN 1960 
TENTANG DEWAN PERUSAHAAN. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


MENIMBANG 


MENGINGAT 


MENGINGAT 
PULA 


MENDENGAR 


MENTJABUT 
MENETAPKAN : 


: bahwa perlu ditetapkan peraturan unirik melak. 


sanakan dengan sebaik-baiknja Undang-undang 
No, 44 Prp tahun 1960 tentang Dewan Perusaha. 
an dan Dewan Perusahaan Pusat, 


: Undang? No, 45 Prp tahun 1960 pasal 12, 


, 


: Pasal 5 ajat 2 Undang? Dasar, ' 
: Mugjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 19 Sep. 


tember 1961. 


MEMUTUSKAN: 


: Peraturan Menteri Perburuhan No, 3 tahun 1949. 


PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PE. 
LAKSANAKAN UNDANG.JUNDANG No. 45 
PRP TAHUN 1960 TENTANG DEWAN PERU. 
SAHAAN 


BAB I. 


PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN DAN 
DEWAN PERUSAHAAN PUSAT 


Dewan Perusahaan: 


(1). Pada tiap? : 


Undang? No. 


Pasal 1. 


n negara sebagaimana termaktub dalam 
19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara 


dibentuk Dewan Perusahaan oleh Menteri jang bersangkutan 
setelah mendengar saran? Menteri Perburuhan. 


“ W@). Pada tiap2 kesatuan usaha produksi, distribusi, djasa dan 


sebagainja jang memenuhi sjarat? tersebut dalam ajat (3), 
erusahaan 


oleh Menteri 


jang bersangkutan dibentuk Dewan, P. 


setelah mendengar saran? Menteri Perburuhan, dengan su. 
sunan keanggotaan sebagai berikut : 
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(3). 


a. seorang wakil pimpinan perusahaan. 

b. dua orang wakil organisasi buruh sebagaimana dimaksud 
oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah ini. 

C. seorang wakil organisasi tani jang ada hubungan langsung 
dengan perusahaan, . 

dd. seorang wakil daerah. 


Pembentukan Dewan Perusahaan tersebut dalam ajat (2) ha. 
rus memperhatikan sjarat? tentang : 


a. djumlah buruh jang lajak. 
'b. otonomi jang tjukup dalam menentukan sendal 
Cc. €jukup besarnja kegiatan usaha. | 
da. tjukup besarnja kedudukan ekonomi “didaerah. 
e. soal2 Jlainmja jang dapat dipergurakan sebagai pertim. 
bangan. 
Pasal 2. 


Dewan Perusahaan Pusat: 
(1). Dewan Perusahaan Pusat dibentuk pada tiap Badan 


(2). 


Pimpi 
Umum jang berbentuk badan hukum termaksud pada Undang2 
No. 45 Prp talrin 1960, oleh Menteri jang bersangkutan dengan 
mengingat saran? Menteri Perburuhan dengan SUSUNAN kearg- 
gotaan sebagai berikut : 


(a). seorang wakil pimpinan perusahaan, 

(b). tiga orang wakil organisasi buruh sebagaimana termak. 
sud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, 

(ce). Ga orang wakil organisasi tani jang ada hubungan lang. 
sung dengam parusahaan: 

(4d). seorang ahli sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 (4). 


Dalam hal organisasi tani tidak mempunjai hubungan langsung 
dengan perisahaan karena lapangan pekerdjaan perusahaa.. 
dan/B.PJU, tersebut, maka keanggotaan wakil organisasi tani 
termaksud pada ajat (1) diberikan kepada organisasi buruh. 


BAB II. 


PENTJALONAN ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN DAN 


(1). 
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DEWAN PERUSAHAAN PUSAT 
Pasal 3, 


Janz dimaksud dengan organisasi buruh termaksud dalam 
pasal 4 ajat 2 Undang? No. 45 Prp tahun 1960, adalah organi. 


Peang en bar 
Pa — mm 


sasi buruh atau pegabungan organisasi buruh jang ada “ipe. 
rusahaan jang bersangkutan, dan mempunjai keanggotaan me. 
liput: djumlah sedikitnja 30y9 dari djumlah buruh jang bekerdja 
diperusahaan tersebut. 

(2).. Penentuan bahwa Gjumlah keanggotaan sesuatu organisasi 
buruh atau pegabungan organisasi Iymruh telah atau tidak me- 
menuhi sjarat termaksud pada ajat (1), dilakrikan oleh suatu 

 Paritya jang terdiri dar, Menteri Perburuhan sebagai Ketua. 
dengan Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional, Menteri 
jang bersangkutan dan seorang anggota Dewan Pertimbangan 
Agurg sebagai anggota. 


Pasal 4. 


Jang berhak mentjalonkan seorang atau lebih untuk mendjadi 
Anggota Dewan Perusahaan adalah : 
(a). Pimpinan Badan Pimpinan. Umum jang Ll Bi bagi 
wakil Pimpinan Perusahaan. 
(b). Organisasi buruh atau pegabungan organisasi buruh sebagai. 
mana dimaksud oleh Pasal 3. 
(c). Pa lengan tanj yang ada hubungan langsung dengan perusaha. 
an bagi wakil tan 


(4). Gubernur/Kepala Dash Tingkat I pagi wakil unsur Daerah 


jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersangkutan. 
Pasal 5. 


Jang berhak mentjalonkan seorang atau lebih untuk mendjadi 
Anggota Dewan Perusahaan Pusat adalah : 


(a). Pimpinan Badan Pimpinan Umum jang bergangikutan bagi 
wakii Pimpinan Badan tersebut, 

(b). Orgamisasi buruh atau pegabungan organisasi buruh sebagai. 
mana dimaksud oleh pasal 3. 

(c). Organisasi tani jang ada hubungan langsung dengan peru- 
sahaan, bag: wakil tani. 

(d), Menteri jang bersangkutan dan Menteri Perhubungan bagi 
ahli jang dipandang perlu. 


BAB III. 


SJARAT.SJARAT TJAION DEWAN PERUSAHAAN 
DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT 


Pasal 6. 


Untuk dapat “diangkat mendjadi anggota Dewan Perusahaan, 
selainnja harus memenuhi sjarat keanggotaan Front Nasional, ke- 
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ahlian dalam perusahaan jang bersangkutan dan bakat kepemim. 
pinan, sebagaimana tertjantum dalam Undang2 No. 45 Prp tahun 
1960 tentang Dewan Perusahaan, harus pula dipenuhi sjarat? sebagai 
berikut : 


ta). Untuk wakil Pimpinan Perusahaan, harus Pemimpin Perusa- 
haan sendiri atau wakil Pemimpin. 


(»). Untuk wakil buruh, harus seorang jang bekerdja di perusahaan 
jang bersangkutan dam iang mempurjai pengetahuan jang luas 
tentang perusahaannja. 

(c). Untuk wakil tani, ialah seorang wakil organisasi tani jang ada 
hubungan langsung dengan perusahaan. 

(d). Untuk wakil Daerah, seorang jarg mempunjai Le ahuaa 
tentang perusahaan dan mengetahrr situasi masjarakat dida.. 
erah. 

Pasal '. 


Untuk dapat diangkat mendjadi anggota Dewan Perusahaan 
Pusat selainrja harus memenuhi persjaratan keanggotaan Front 
Nasionai, sebagaimana tertjantum dalam Undang? No. 45 Prp tahun 
1960 tentang Dewan Perusahaan Pusat, harus pula Ba Njatata 
sebagai berikut : 


(a). Urtuk wakil Pimpinan Badan Pimpinan Umum, harus Pemim. 
pin Badan Pimpinan Umum sendiri atau wakil Pemimpin. 

(kb). Untuk wakil buruh, seorang jang bekerdja pada Badan Pim. 
pnan Umum atau salah satu perusahaan jang tergabung 
dalam Badan Pimpinan Umum tersebut. 


(c). Untuk wakil tani, ialah seorang wakil organisasi tani jang #ja 
hubungan langsung dengan perusahaan. 


(d). Untuk ahli, seorang jang mempunjai keahlian dalam se ssan 
jang diperlukan bagi kepentingan perusahaan jang tergaburiz 
dalam Badan Pimpinan Umum jang bersangkutan, ka'k karena 
pengalamannja atau pendidikannja. 


BAB IV. 


TJARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN 
DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT 


Pasal 8. 
Tjalon? untuk masirg? golongan termaksud dalam pasal 4 dan 5 
adalah ' sebanjak 2 kali djumlah anggota jang disediakan untuk 
masing2 golongan. 
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Pasal 9. 


Bagi masing? tjalon harus dilampirkan daftar riwajat hidup jang 
antara lain memuat : | 


a. Umur, 

b. pendisikan, 

Cc. pengalaman ibekerdja, 

G. pengalaman dalam orgamisasi burih/tani dan/atau 
organisasi sosial dan politik lairnja, 

| @. lain2 keterangan jang dapat lebih menggambarkan 

akan terdapatnja ketentuan? tersebut dalam Undan:2? 
No. 45 Prp tahun 1960, 

f£. ijabatan dalam Perusahaan/Badan Pimpinan Umum. 


Pasal 10. 


41), Menteri Perburuhan menetapkan tjara pentjalonan/damr peng- 
angkatan anggota Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan 
Pasat. 


(2). Untuk menetapkan tjara pentjalonan/dan pengangkatan ang. 
gota Dewan Perusahaan dan Dewar Perusahaan Pusat dari 
wakil organisasi tani, Menteri Perburuhan dibantu oleh sebuah 
Panitya terdiri dari Menteri Perburuhan sebagai Ketua, denzan 
anggota2 Menteri/Sekretaris Djenderal Frort Nasional, Men. 
teri jang bersangkutan dan seorang Dewan Pertimbangan 


Agung. , 
BAB V. 
SUMPAH /DJANDJI DJABATAN 
Pasal 11. 


Sebelum memangku djabatannja anggota Dewan Perusahaan 
atau Dewan Perusahaan Pusat dihadapan Menteri jang bersangkrit. 
A1 atau pendjabat jang ditundjuk olehnja mengutjapkan sumpah) 
@jabatan (djandji) sebagai berikut : 


»Saja bersumpah (berdjandji) rintuk senantiasa mendjundjung 
tinggi dan bertindak sesuai dengan djiwa dan semangat Mani. 
festo Politik. 


Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan memenuhi ke 
wadjiban saja sebaga: anggota Dewan Perusahaan dengan 
sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja. 
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Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan memelihara 
kegotong-rojongan dalam Dewan Perusahaan dengan sebaik. 
baiknja, bahwa saja akan merahasiakan segala rahasia Dewan 
Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat dan saja akan mentju. 
rahkan segala tenaga dan pikiran untuk memperbesar produksi 
dalam menudju masjarakat adil dan Ha : 
BAB VI. 


PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PER- 


(1). 


USAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT 
Pasal 12. 


Keanggotaan Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pu- 
sat berachir apabila . 

a. masa kijabatan anggota Dewan telah berachir: 

b. anggota Dewan dalam masa djabatannja meninggal dunia: 


C. anggota Dewan dalam masa djabatannja minta berhenti/ 
diperhentikan sebagai pegawai perusahaan negara/Badan 
Pimpinan Umum jang bersangkutan. 


(Ad. anggota Dewan minta (berhenti atau diperhentikan sebagai 


(2). 


anggota Dewan karena melanggar ketentuan? didalam Un. 
dang2 No, 45 Prp tahun 1960 dan atau ketentuan? lain dari 
Pemerintah. 


Menteri jang bersangkutan dapat memperhatikan untuk se- 
mentara waktu anggota Dewan karena alasan.alasan tertentu. 


BAB VII. 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
Pasal ' 13. 


(1). Tata-tertib dan tjara.kerdja dari Dewan Perusahaan dan Dewaxz 


Perusahaan Prisat ditetapkan oleh. Menteri Perburuhan. 


(2). Menteri Perburuhan membimbing pertumbuhan Dewan Peru 


(3). 


sahaan dan Dewan Perusahaan Pusat kearah organ pengelola- 

an jang 'koperatif dari Perusahaan? Negara dan B.P,U, jang 
efektif, sebagaimana Ba oleh Undang? No. 45 Prp 
tahun 1960. 


Keanggotaan dalam Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaaa 
Pusat tidak membebaskan anggota itu dari pekerdjaan pokok 
sehar:.harinja pada perusahaan atari instansi lainnja. 
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(4). Dalam hal2 jang meragukan dalam pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah isi diputuskan oleh Menteri Pertama, 


Pasal 14. 
Peraturan Pemerintah ini mujai berlaku pada hari diundangkan, 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah in: dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkas di DJAKARTA 
pada tanggal 12 Oktober 1961. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 


ttd, 
Diundangkan di Djakarta : SOEKARNO 
Peda tgl. 12 Oktober 1961. Sesuai dengan jang asli. 
SEKRETARIS NEGARA, ADJUN SEKRETARIS NEGARA, 
ttd. Mr. SANTOSO. 


MOH. ICHSAN. 


LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 290. 
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PENDJELASAN 
ATAS 
FERATURAN PEMERINTAH No. 232 TAHUN 1961 


| 
tentang 


PELAKSANAAN UNDANG? No, 45 PRP TAHUN 1960 
TENTANG DEWAN PERUSAHAAN 


PASAL DEMI PASARL : 
Pasal 1. 


Dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 1 ini, maka sudah 
dipenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 Undang? No, 45 Prp 
tahun 1960, jaitu bahwa pada tiap? perusahaan negara akan diben. 
tuk Dewan Perusahaam, Dalam hal suatu perusahaan negara mem. 
punjaj pagian2 tersendir:, misalnja pabrik2 atau kebun? dari peri. 
sahaan perkebunan negara, maka pada kesatuan? itu dibentuk 
Dewan Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan? tersebut da. 


lam ajat (3) pasal ini. 
Pasal 2 dan 3. 
Tjukup djelas, 
Pasal 4. 

Jang dimaksud dengan organisasi tan? ialah semua organisasi 
tari jang mempunjai hubungan langsung dengan perusahaam negara 
atau kesatuan selandjutnja, seperti dimaksud dengan pasal 1 ajat 
42) dimana akan dibentuk Dewan Perusahaan, 

Pasal 5. 


Jang dimaksudkan dengan organisasi buruh atau pegabungan 
organisasi buruh serta organisasi tani dalam pasal ini ialah Pusat 
Organisas: jang bersangkutan. 


Pasal 6 dan ?. , 
Sesuai dengan maksud ketentuan? tersebut pada pasal 6 ajat (2) 


dan pasal 7 ajat (2), organisasi buruh sedapat.dapatnja mentjalon. 
kan terlebih dahulu orang jang 'bekerdja pada perusahaan/B.P.U. 


jang bersangkutan. 
124 , 


Apabila seorang tjalon wakil buruh pada waktu hendak diangkat. 
mendjadi anggota Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat, ter. 


njata tidak bekerdja pada perusahaan/B.P.U, jang bersangkutan 
maka ia terlebih dahulu diangkat mendjadi pegawai perusahaan/ 
B,P.U. untuk masa djabatan anggota Dewan Perusahaan/Dewan. 
Perusahaan Pusat dengan tidak menerima gadji/upah sebagai pe.. 
gawai. 


Pasal 8, 9, 10 dan 11. 
' Tjukup djelas. 
Pasal 12. NN. 

Jang dimaksudkan dengan alasan? tertentu dalam ajat (2) ialah. 
misalnja : karena ternjata tdak melakukan kewadjibannja dengan 
baik atau selama menunggu putusan pengadilan karena tersangkut 
Galam satu perkara pidana. 

Pasal 13 dan 14. 


Tjukup djelas. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2342. 


. 
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG.UNDANG 
NO. 45 TAHUN 1960 
TENTANG 
PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk Dewan.dewan jang berke. 
wadjiban membantu pimpinan perusahaan untuk 
mempertinggi Kwantitet dan kwalitet produksi 
dan untuk mengawasi serta mengamankan keka. 
jaan Negara : 

b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut 
diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang Undang : 


Mengingat : 1. pasal 22 ajat (1) Undang-Undang Dasar: 
. 2. Undang.Undang No. 86 tahun 1958, 
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un. 
dang No. 19 tahun 1960, 


Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 Okto. 
ber 1960: 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UN. 
DANG. UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN 


DEWAN PERUSAHAAN. 1 
Pasal 1. | 


Ditiap perusahaan negara dan ditiap Badan Pimpinan Umum 
jang berbentuk badan hukum, termaksud pada Peraturan Pernerin. 
tah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960, dibentuk Dewan 
Perusahaan oleh Menteri jang bersangkutan setelah mendengar 
Menteri Perburuhan, jang selandjutnja masing.masing disebut 
»Dewan Perusahaan” dan ,,Dewan Perusahaan Pusat”, 


Pasal 2&. 
41) Dewan Perusahaan terdiri dari : 


a. wakil Pimpinan Perusahaan, 
b. wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan tersebut, 


c. wakil tani jang ada hubungan langsung dengan Perusahaan 
tersebut. 


d. unsur unsur daerah jang dipandang perlu oleh Menterj jang 
bersangkutan 
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(2) Dewan Perusahaan Pusat terdiri dari : Na 
sx  a. wakil pimpinan Badan Pimpinan Umum, 
b. wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan negara jang 
tergabung didalamnja, 
c. wakil tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan 
negara tersebut, 
d. ahli-ahli jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersang- 
kutan. 
Pasal 3. 


(2) Dewan Perusahaan mempunjai sekurang.kurangnja 3 dan seba 
njak.banjaknja 5 orang anggauta. 
(2) Dewan Perusahaan Pusat mempunjai sebanjak.banjaknja T 
orang anggauta. 
Pasal 4. 


(1) Wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum jang 
duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing.masing oleh 
Menteri jang bersangkutan atas usul jang diadjukan oleh 
Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi buruh 
jang bersangkutan. 

(3) Wakil tani jang duduk dalam Dewan Perusahaan djangkat 

masing-masing oleh Menteri jang bersangkutan atas usul Ba- 

dan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi tanj jang 


bersangkutan, 
Pasal 5. 


Dewan Perusahaan tersebut pada pasal 1 diketuai masing.masing 
oleh wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum ter. 
maksud dalam pasal 4 ajat (1). 


Pasal 6. 


. Untuk dapat djangkat mendjadi anggauta Dewan Perusahaan 
harus dipenuhj sjarat. keangggautaan Front Nasional, keahlian 
dalam perusahaan jang bersangkutan dan bakat kepemimpinan. 


Pasal 79. j 
Anggauta Dewan Perusahaan diangkat untuk djangka waktu 
paling lama dua tahun, dengan ketentuan, bahwa mereka dapat di. 
angkat kembali setelah masa djabatannja berachir. 0.8 
Pasal 8. 


Sebelum memangku djabatannja anggauta Dewan Perusahaan 
dihadapan Menteri jang bersangkutan atau pendjabat jang ditun. 
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| djuk olehnja mengutjapkan sumpah/djandji jang Pe anna di- 
tetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 


| Pasal 9. 
(1) Tugas Dewan Perusahaan Pusat: 


: A. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Umum : 
a. tentang perentjanaan setjara teknis untuk mentjapasi 
| djatah produksi jang ditetapkan , 
b. tentang bimbingan pengelolaan kepada perusahaan jang 
tergabung didalamnja tentang jang harus dilakukan , 
Cc. tentang koordinasj guna mendjamin agar produksi dapat | 
berdjalan lantjar : 
B. Membantu Badan pimpinan Umum mengawasi : 


a. kelantjaran djalannja perusahaan, 
b. untuk mengamankan kekajaan negara, 


. 2) Tugas Dewan Perusahaan: 


A. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan : 

a. tentang penetapan rentjana produksi bagi perusahaan, 

b. tentang tjara pelaksanaan produksi agar dapat berdjalan 
setjara tepat guna (eff:sien) termasuk, memberikan per. 
tumbangan tentang penetapan Kena Kereja dan 
sjarat sjarat kerdja, 

c. tentang usaha usaha kerdjasama jang baik setjara go- 
tong rojong antara semua pihak jang turut serta dalam 
produksi: 

da. tentang pemberian penghargaan terhadap djasa.djasa 
dajam produksi. 

B. Membantu pimpinan perusahaan mengawasi : 

a. kelantjaran djalannja perusahaan, 

b. untuk mengamankan kekajaan negara. 


Pasal 10. 


Ketentuan Dewan Perusahaan berusaha agar Dewan Perusahaan 
mengadakan musjawarah setjara berkala dan waktu-waktu tertentu. 


Pasal 11. 
Pembiajaan Dewan Perusahaan dibebankan kepada perusahaan 
Tg bersangkutan jang akan diatur oleh Menteri jang bersang. 
u 
Pasal 12. 
Hal-hal jang perlu diatur lebih jandjut ditetapkan dengan Pcra. 
turan Pemerintah. 
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Pasal 18. 


Peraturan Pemerintah da pend Undang undang ini mulai ber. 
laku pada tanggal 1 Nopember 1960 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.undang ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 


Diundang di Djakarta Ditetapkan dj Djakarta. 
| pada tanggal 29 Oktober 1960 
pada tanggal 29 Oktober 1960 2 
PRESIDEN REPUBLIK 
SEKRETARIS NEGARA INDONESIA. 


t.t.d. t.t.d. 
TAMZIL, SOEKARNO. 


LEMBARAN NEGARA No. 136 TAHUN 1960. 
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDAN G-UNDANG 
No. 45 TAHUN 1960 


TENTANG 
PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN. 


L UMUM: 


Adanja dewan Perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dengan 
adanja retooling diperusahaan.perusahaan negara sebagai termak. 
sud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.Undang No. 19 
tahun 1960, retooling dalam pimpinan perusahaan dan retooling 
dalam sektor perburuhan sendiri. 


Dewan tersebut harus dapat mentjerminkan adanja suatu pim. 
pinan koperatif darj perusahaan dalam bentuk sedemikian rupa se. 
hingga ketegasan dan kesatuan pimpinan (komando), jang perlu 
bag! pengelolaan jang affektip, tidak terganggu. 


Dalam hubungan ini, maka perlu adanja satu landasan idiil 
antara petugas.petugas produksi sehingga menghilangkan dualis 
me dan penjelewengan.penjelewengan. Pula dapat ditumbuhkan 
suatu sistim check and balance, sehingga seluruh roda produksi, 
akan berdjalan lantiar berdasarkan self.controle dan self.generating. 


Dengan demikjan pendapat tentang perlu atau tidaknja pimpinan 
perusahaan turut duduk dalam Dewan adalah masalah jang se. 
cundair. Sebab pada achirnja jang harus ditudju ialah adanja 
pengelolaan perusahaan jang tepat guna dan keahlian untuk men. 
tjapai sasaran produksi, adanja kedjudjuran dan kesetiaan terhadap 
tudjuan negara dan kekajaannja serta adanja harmonis diantara 
petugas.petugas produksi. 


Didalam mentjari bentuk pelaksanaan dari tugas jang diberi. 
kan kepada Dewan harus sesuaj dengan sistim kepribadian bangsa 
Indonesia sendiri, dan berlandaskan ketentuan bahwa perusahaan . 
negara adalah alat revolusi. 


Selandjutnja dimana buruh buruh itu terpetjah-petjah dan dima. 
na pemilihan wakil.wakjlnja jang didasarkan pada organisasi.orga. 
nisasinja sematamata akan menimbulkan kesukaran-kesukaran 
praktis, psychologis dan politis, maka sebelum organisasi organi. 
sasj kesatuan buruh itu sempurna maka pemilihan wakil buruh itu 
perlu terpimpin, jaitu dengan memperhatikan organisasi jang ada 
dan setelah mendengar Menteri Perburuhan, jang dianggap bahwa 
beljaulah jang mengetahui keadaan organisasi buruh jang sebenar. 
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nja, maka dengan melalui prosedur tertentu, Menteri jang bersang- 
kutanlah jang mengangkatnja. | 

Demikijianpun halnja dengan wakil Tani, pengangkatannja dilak.- 
sanakan setelah mendengar Menteri Agraria dan Menteri Pertanjan. 


Dengan djalan ini kita dapat mengharapkan bahwa didalam 
memilih wakil-wakil buruh dan tani itu dapat terpenuhi unsur. .: 


a keahlian, 
b. USDEK & MANIPOL, 


C. pelaksanaan gotong.rojong jang terdjalm mendjadi satu oleh 
pimpinan. 


Menteri Perburuhan, Menterj Pertanjan dan Menterj Agraria, 
dengan demikjan diberj kemungkinan untuk memakai pengasaman. 
pengalamannja djdalam mengadakan penjederhanaan dan penjusu- 
nannja kembali (herordening) organisasi buruh dan tani dalam 
masjarakat. 


II. PASAL DEMI PASAL. 
Pasal 1. 


Oleh karena Badan Pimpinan Umum jang tidak berbentuk badan 
hukum itu tidak mempunjai wewenang untuk bertugas menjeleng. 
garakan pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara 
tertentu dan pula tidak cmendjalankan tugas direksi perusahaan 
negara serta menjelenggarakan sebagian dari pekerdjaan menguasai 
mengurus perusahaan sebagai termaksud pada pasal 22 ajat 
(1) sub a dan b dan pasal 23 ajat (4) Peraturan Pemerintah Peng- 
ganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, maka pembentukan De. 
wan Perusahaan Pusat tersebut tidak akam ada manfaatnja. 


Pasal 2, 

Tjukup djelas. 

Pasal 3. 

Djumlah Anggota Dewan itu mengingat keadaan setempat ter. 
masuk besar ketjilnja perusahaan, tersedjanja tenaga kerdja tidak 
didasarkan pada paritet, tetapi hanja minimum dan maksimumnja 
sadja. | | 

Pasal 5 dan 6, 

Tjukup djelas. 
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Pasal 9. 


Jang dimaksudkan agar Pemerintah dapat menilai apakah De. 
Wan itu dapat bekerdja setjara tepat guna atau tidak, maka lama. 
nja Dewan itu maksimum dua tahun. Dan apabila mereka masing. 
masjingnja memang dapat menundjukkan prestasi dapat diangkat 
kembali. 

Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12. 


Tjukup djelas. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2073. 
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MR ME — -- - Lan 2 


UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1960 


tentang 
YERDJANDJIAN BAGI-HASIL. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 


Menimbang: bahwa perlu diadakan undang-undang jang meng- 


atur perdjandjian pengusihaan tanah dengan bagi.hasil, agar pem. 
! bagian hasil tanahnja antara 


pemilik dan penggarap dilakukan atas 


lajak bagi para penggarap itu, dengam menegaskan hak hak dan 


kewadjiban-kewadjiban, baik dari penggarap maupun pemilik : 


&. 
b 


a, 


b, 


Menvingat: 
pesat 2 ajak daa paka S5 ajal dai 9 Undang Haa DaAke 


. pasal 5 ajat 1 jo 20 ajat 1 Undang-undang Dasar : 


Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. 


XM emutuskan: 


Menetapkan: 
Undang-undang tentarg ,,Perdjandjian Bagi.Hasil”. 
BAB IL. 
Arti Beberapa istilah. 
Pasal 1. 


Dalam undang? ini jang dimaksud dengan : 


tanah, ialah tanah jang biaearja dipergunakan untuk penanaman 
bahan makanan, | 


pemilik, ialah orang “tari badan hukum jang berdasarkan sesua. 
tu hak menguasai tanah: 


c. perdjariljian bagi.hasl, ialah perdjandjian dengan ama apa. 


pun djuga jang diadakan antara pemilik pala satu fthak dan 
seseorang atau badan hukum pada Jain fihek — jang Jalam 
nndang2 ini disebut : penggarap — berdasarkan perdjandjian 
mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuzx 
menjelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan 
pembagian hasilnja antara kedua belah fihak: 


. hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan 


oleh penggarap termaksud lalam huruf c pasal in:, seteiah di. 
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kurangi biaja untuk bibit, pupuk, ternak serta biaja untuk me- 
nanam dan panen: 


€e. petani, ialah orarg, baik jang mempunjai maupun tidak mem- 


punjai tanah jang mata pentjaharian pokoknja adalah meng- 
usahakan tanah untuk pertanian. 


B A B Il. 
Pasal 2. 
(1) Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentian dalam ajat 
2 dan 3 pasal ini, maka jang diperbolehkan mendjali pengrarap 


dalam perdjandjian bagi.hasil hanjalah orang tanj, jang tanah ga- 
rapannja, baik kepunjaannja sendiri maupun jg diperolehnj, setjara 


menjewa, dengan perdjandjian bagi-hasil ataupun setjara lane, 


tidak akar lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar. 


(2) Crang2 tani jang dengan mengajakan perdjandjian bag'- 
hasi! tanah garapannja akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenan 
kan mendjadi penggarap, djika mendapat izin dari Menteri Muja 
Agraria atau pendjabat jang ditunijuk olehnja. | 


(3) Badan2 hukum dilarang mendjadi penggarap dalam per. 
djandjiam ibagi-hasil, ketyauali dengan izin dari Menteri Muda Agraria 
atau pendjabat jang diturdjuk olehnja, 


BAB III. 
Pasal 3. 

(1) Semua perdjandjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik 
Gan penggarap sendiri setjara tertulis dihadapan Kepala dari desa 
atau daerah jang setingkat dengan itu tempat letaknja tanah jarg 
bersangkutan — selandjutnja dalam undang? ini disebut: Kepala 


Desa —- dengan Gipersaks:kan oleh dua orang, masing2 dari fihak 
pemilik dan penggarap. 


(2) Perdjandjian 'bagi-hasil termaksud dalam ajat 1 diatas 
memerlukan pengesahan dari Tjamat /Kepala Ketjamatan jang ber. 
sangkutan atau pendjabat lain jang setirgkat dengan itu — selan 
djutnja da'am undang? inj disebut: Tjamat. 


(3). Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan 
semua perdjandjian 'bagi.hasil jang diadakan sesudah kerapatan 
jang terachir. tau 
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(4) Menteri Muda Agraria menetapkan perituram2 jang diper- 
lukan untuk - menjelenggarakan ketentuan? dalam ajat 1 dan 2 
diatas. 


BAB IV. 
Djangka waktu perdjandjian. 
Pasal 4, 


(1) Perdjanjjian bagi-hasil diadakan untuk waktu jang dinja. 
takan d'dalam surar perdjandjian tarsebut pada pasal 3, Jenzan 
ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurarg-kurangnja 
3 (tiga) tahun dan bagi tanah.-kering sekurang-kurangnja 5 (lima) 
tahun. 


(2) Dalam hal2 jang chusus, jang ditetapkan lebih lardju: 
oleh Menteri Muda Agraria, oleh Tjamat dapat diizinkan diada- 
kannja perdjandjian? bagi.hasil dengan djangka waktu jarg kurang 
dari apa jang ditetapkan dalam ajat 1 diatas, bagi tanah jang 
biasanja diusahakan sendir: oleh jang mempunjai. 


(3) Djika pada waktu berachirnja perdjansjian 'bagi.-hasil 
diatas tanah jang bersangkutan masih terdapat tanaman jang 
helum dapat diparen, maka perdjanijian tersebut berlaku terus 
sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpandjangar 
waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun. 


(4) Djika ada keragu-raguan apakah tanah jang bersangkutar. 
itu sawah atay tarah.kering, maka Kepala Desalah 'ang memu. 


tuskan. 
Pasal 5. 
(1) Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan dalam 


pasal 6, maka perdjandjian bagi-hasil tidak terputus karena pemin. 
dahan hak milik atas tanah jang bernangkutan kepada orang lain. 


' 


(2) Didalam hal termaksud dalam a'at 1 diatas semua hak dan 
kewadjiban pemilik berdasarkan si sunan bagi-hasil itu' beralih 
kepada pemilik baru. ' 


(3) Djika penggarap manga dunia maka perdjandjian 
kagi.hasij itu d'iland'utkan oleh ahliwarisnja, dengan hak dan kewa- 
djiban jang sama. 


Pasal G6. 


(1) Pemutusan perdjandjian bagi-hasil sebelum (berachirnja 
djangka waktu perii'andjian termaksud dalam pasal 4 ajat 1 hanja 
mungkin dalam halhal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah 
ini : 3 ' 
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@. atas persetudjuan kadua belah fihak jang bersanzkutan dan 
setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa: | 


b. dergan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal 
penggarap tidak mengusahakan tamah jang bersangkutan seba 
gzaimana mestinja atau tidak memenuhi kewadjtbann'a untuk 
menjerahkan sebagian dari hasil tanah jang telah ditentukan 
kepada pemilik atau tidak memenuhj beban beban jang mendjadi 
tanggungann:a jang ditegaskan didalam surat perdjandjian ter- 
sebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menjerahkan 
penguasaan tanah jang bersangkutan kepada orang lain. 


(2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perdjandjiam bagi- 
hasil ang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dengan memperhatikan 
pertimbangan.pertimbangan kedua belah fihak, setelah usahanja 
untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. 


(3) Didalam hal tersebut pada ajat 2 pasal ini Kepala Desa 
menentukan pula akibat daripada pemutusan itu. 


(4) WDjika pemilik dan/atau penggarap tidak menjatudjjui kepu- 
tusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannja perd: andjian 
sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dan/atau mengenai 
apa jang dimaksud dalam ajat 3 diatas, maka soalnja dapat diadu. 
kan kepada Tjamat untuk mendapat keputusan jang mengikat ke 
dua fbelah fihak. 


(5) Tjamat melaporkan set'ara berkala kepada Bupati/Kepala 
Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan jang diambilnja me. 
nurut ajat 4 pasal ini. | | 


BAB V. 
Pembagian hasil tanah. 
Pasal ?. 


(1. Besarnja bagian hasil-tanah janz mendadi hak penggarap 
dan pemilik untuk tiap.tiap Daerah Swatantra tingkat JII ditetapkan 
oleh Bupa'ti/Kepala Daerah Swatantra tingkat II jang bersangkutan, 
dengan memperhatikan djenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan 
penduduk, zakat jang disisihkan sebelum dibagi dan faktor.faktor 
ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat. -: 

(2) 'Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahu 
kan keputusann'a mengenai penje'tapan pembagian hasil-tanah j315 
diambil menurut ajat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian 
dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan. 
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BAB: VI. 


Kewadjiban pemilik dan penggarap. 
Pasal 8. 


$ 
(1) Pembajaran uang atau pemberian benda apapun djuga 
kepada pemilik jang dimaksudkan untuk memperoleh hak meng. 
usahakan tanah pemilik dengan perd'andjian bagi-hasil, dilarang. 


(2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat 1 pasal 
ini berakibat, bahwa uang jang dibajarkan atau hanga benda jang 
diberikan itu dikurangkan pada bazian pemilik dari hasil.tanah ter- 
maksud dalam pasal 7. 


(3) Pemba'aran oleh siapapun, termasuk pemilik dan pengza. 
rap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk #papua djuga 
ang mempunjaj unsur.unsur idjon, dilarang. 

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam aa 15, 
maka. apa jang dibajarkan tersebut pada ajat 3 diatas itu, tidak 
dapat dituntut kembali: dalam bentuk apapun djuga. 


Pasal 9. 


Kewadjiban membajar padak menganai tanah jang bersang- 
kutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, ketjuali kalau 
pengzarap itu adalah pemilik tanah jang sebenarmnja. 


Pasal 10. 
Pada berachirnja perdjandjian 'bagi-hasil, baik karena berachir. 


nja djangka waktu perdjandjian maupym karena salah satu sebab 


tersebut pada pasal 6, penggarap wadjip menjerahkan kembali 
tanah jang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik, 


BAB VII. 


. Lain-lain. 
Pasal 11. 
Perdjaz,djian.perdjandjian bagi-hasil jang sudah ada pada waktu 


mulai berjakunja undang.undang in!, urtuk panen jang berikutnja 
harus disesuaikan dengan ketantuan.ketentuan tarsebut dalari pasal. 
Pasal 12. 
Ketentuar.ketentaan dalam undang-undang ini tidak berlaku 
terhadap perdjandjian-perdjandjian bagi-hasil mengenai tanaman 
keras. 


Pasal 13, 


. (4) Djika pemilik dan/ atau penggarap tidak memenuhi atau 
melanggar ketentuan dalam surat perdjandjian tersebut pada pasal 
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3, maka baik Tjamat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah 
sati pihak ataupun karena djabatannja, berwenang, memerirtahkan 
Gipenuhi £tau ditaatinja ketentuan jang dimaksudkan itu. 

(2) jika pemilik dan/atau perggarap tidak menjetudjui 
perintah Kepala Desa tersebut pada ajat 1 diatas, maka soalnja 
diadjukan kepada Tjamat untuk mendapat keputusan jang mengikat 
kedua belah fihak. 

Pasal 14. 


Djika pemilik tidak bersedia mengadakan perdjandjian kagi.has!l 
menurut ketentuam.ketentuan dalam undang-undang ini, sedang ta 
nahnja tidak pula diusahakan setjara lain, maka Tjamat, atas usul 
Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik mengadakan 
perdjandjian bagi-hasil mengenai tanah jarg bersangkutan. 


Pasal 15. 
(1) Dapat dipilana dengan hukuman dendan sebanjak-banja-x- 
nja Rp. 10.000,— : : 
a. pemilik jang tidak memenuhi ketertuan dalam pasal 3 atau 
pasal 11, 
b. penggarap jang melanggar larangan tersebut pada pasii 2, 
C. barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ajat 3. 
(2) Perbuatan pidana tersebut pada ajat 1 “diatas adaiah 
pelarggaran, 
Pasal 16. 


Halha! jang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentua: 
undang-undang inj diatur oleh Menteri Muda Agraria, sendri atau 
bersama dengan Mentari Muda Pertanian. 


Pasal 13. 
Undang-undang ini mulai barlaku pada hari diundangkan. 
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerir.tankan 
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lem. 
paran-Negara Republik Indonesia. 


Disahka r Gi Djakarta 
“ pada tanggal, 7 Djanuari 1960. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SOEKARNO. 
Diundangkan 
pala tanggal 7 Djanuari 1960, 
MENTERI MUDA KEHAKIMAN, 
ttd. 
SAHARDJO. 
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PENDJELASAN 


| MENGENAI 
UNDANG-UNDANG PERDJANDJIAN BAGI HASIL 


PENDJELASAN UMUM. 


(1) Biarpun tidak disebut dengan nama jang sama, tetapi per.. 
djandjian pengusahaan tanah dengan 'bagi-hasil umum didjumpai 
di Indonesia. Dalam perdjanjian ita, jang hukumnja berlaku sebagai 
ketentuan? hukum adat jang tidak tertulis, seseorang jang berhak 
atas surat suatu tanah, jg karena sesuatu sebab tidak dapat menger. 
djakanrjja sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnja, memper- 
kenankan orang lain untuk menjelenggarakan rusaha pertanian atas 
tanah tersebut, jang hasilrja dibagi antara mereka berdua menurut. 
imbangan jang ditentukan sebelumnja. Orang jang berhak menga- 
dakam perdjandjian tersebut menurut hukumnja jang berlaku seka. 
rang ini tidak sadja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi 
djuga orang2 lain jang mempunjai hubungan hukum tertentu dengan. 
tarah jang bersangkutan, misalnja pemegang gadai, penjewa, bah. 
kan seorang penggarappun — jaitu fihak ketua jang mengadakan 
perdjandjian bagi-hasil — dalam batas? tertentu iberhak pula berbuat. 
Cemikian. 


(2) Mengenai Ibesannja bagian jarg mendjadi hak masing? 
fihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada 
djumlahnya tanah jang tersedia, banjaknja penggarap jarg meng- 
inginkannja keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pami 
lik dalam masjarakat setempat/sedaerah dan lainainnja. Berhu- 
bung dengan kenjataan, bahwa umumyja tanah jang tersedia tidak. 
banjak, sedang djumlah orang jang ingin mendjadi penggarapnja 
sangat besar maka seringkali terpaksalah penggarap menerima 
sjarat2 purdjandjian. jang memberi hak kepadanja atas bagian jang . 
sangat tidak sesua: dengan tenaga dan biaja jang telah diperguna.. 
kannja untuk mengusahakan tanah jang bersangkutan. Lain dari 
pada itu perdjandjian tersebut menurut hukumnja umumnja hanja. 
berlaku selama djargka waktu satu tahun, jang 'kemujian atas 
persetudjuan kedua belah fihak dapat dilandjutkan lagi atau diper. 
bahari, Tetapi berlangsungnja perdjandjian itu umumnja hanjalah. 
tergantung semata-mata pada kesediaan: jang berhak atas tanah. 
h:ngga bagi penggarap tidak ada djaminan akan memperoleh tanah 
garapan selama waktu jang lajak. Hal inipun, iketjuali berpengaruh. 
pada pemeliharaan kesuburan tanahnja, :hendjadi sebab pula me- 
ngapa penggarap seringkali bersedia menerima sjarat2 jang berati 
dan tidak adil. Achirnja oleh karena djarang sekali pedjandjian 
bagi.hasil itu dilakukan setjara tertulis dan menurut hukumnja 
djuga tidak ada keharusan untuk dibuatnja dimuka pendjabat? adat 
setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, jang menim.. 
bualkan perselisihan? antara pemilik dan penggarap. 


141. 


(3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang eko. 
nominja lemah terhadap praktek2 jang sangat merugikan mereka, 
dar: golongan jang kuat sebagaimana halnja dengan hubungan 
perdjandjian bagi-hasil jang diuraikan diatas, maka dalam bidang 
agraria diadakanlah Undang2 ini, jang bartudjyian mengatur per. 
djandjian bagi.hasil tersebut, dengan maksud : 


agar pembagian hasi! tanah antara pemilik dan penggarapnja 
dilakukan atas dasar jang adil dan 


b. dengan menegaskan hak? dan kewadjiban? dari pemilik dan 
penggarap, agar terdjamin pula kedudukan hukum jang lajak 
bagi para penggarap, jang biasanja dalam perdjandjian bagi-hasil 
itu berada dalam kadudukan jang tidak kuat, jaitu karena umum. 
nja tanah jang tersedia tidak banjak sedang djumlah orang jamz 
ingin mendjadi penggarapnja adalah sangat besar. 

C. dengan terselenggaranja apa jang tersebut pada a dan b diatas. 
maka akan bertambahiah kegembiraan bekerdja pada para 
petani.penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada tjara. , 
nja memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnja. Hal 
nja tentri akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah jang 
bersargikutan, jarg berart: suatu langkah madju dalam melak- 
sanakan program akan melengkapi ,sandang-pangan” rakjat. 
Dengan diadakannja peraturan ini maka lembaga hasil-bagi —— 

jang didalam susunan masjarakat pertanian kita sebagai sakarang 

ini pada kenjataannja masih hidup dan mempunjai segi2 sosial 
maupun ekonomis jang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan 

Gilenjapkan — akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai 

dengan furgsinja dalam masjarakat, karena akan dapat diachiri dan 

d:tjegah penjalah-zunaan dalam penjelenggaraannja. 

(4) Dalam pada itu perlu diinsjafi, bahwa salama imbangan 
antara Iaasnja tanah pertaniar dan djumlah kaum tani jang me. 
mernluka1 tanah disementara daerah — Djawa, Madura, Bali dan 
lainlain — belum dapat ditingkatkan pada tingkatan jang lajak, 
dengan hanja memberi ketentuan/katentuan mengenai perdjandjian 
bagi.hasil Itu sadja, tudjuan tersebut diatas belumlah akan tertjapai 
Lebih-lebih karena lembaga bagi-hasil itu baru merupakan salah 
satu sadja dari bentuk-beutuk perdjandjian pengusahaan tanah 
dimana golongan petani jang lemah terpaksa berhadapan dengan 
jang kuat. Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sedjalan 
dengan usaha untuk menjelenggarakan perlindungan sebagai jang 
dimaksudkan £tu sedarg dan akan dilandjutkan tindakan-tinakan 
untuk memperbaiki keadaan para petani jang lemah itu. Misalnja 
usaha.usaha perkreditan jang disalurkan melalui Bank Tani dan 
Nelajan, membarikan tanah kepada para petani jang belum mem. 
punjai tanah sendiri atau jang tanah usahanja tidak mentjikupi, 
misalnja dengan pembukaan tanah setjara besar-besaran diluar 
Djawa, jang diikuti dangan transmigrasi, baik setjara teratur jang 
diselenggarakan oleh Djawatan Transmigrasi maupun jang spontan 
Usaha.usaha dalam bidang industrialisasi akan mem bawa perbaikan 


a 
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N 


pula pada imbangan antara tanah dan orang jang dimaksudkan 2 


diatas. Penetapan 'batas maksimum luas tanah jang kini sedang 
dipikirkan, dibeberapa tempat/daerah akan berarti pula bertamban 
nja tanah jang tersedia bagi para petani jarg dimaksudkan itu. 

Lain dari pada itu seiring dengan keluarnja peraturan menganai 
perijandjian bagi.hasil ini, diperlukan pula adanja Undang.undang 
tentang persewaan tanah dikalangan rakjat sendiri, jang akan mem. 
beri periindungan pula pada para petari ketjil penjewa tanah ter. 
hadap tanah. Hal tersebut dipandang perlu oleh karena sewa.menje- 
wa itu meripakan pula bentuk perdjandjian tanah, dimana ada 
kemungkiran didjalankannja praktek-praktek jang sangat merugi. 
kan golongan petani jang lemah. | 


(5)  Achirnja parlu ditegaskan, bahwa didalam menjusun per. 
aturan mengenai hagil-bagi ini diusahakan didapatnja 'mbangan 
jang sebaik-haiknja antara kepentingan pemilik dan penggarap 
Karena jang mendjadi tud'uan bukanlah mendahulukan kepentingan 
golongan jang satu dari pada jang lain, tetapi akan memberi dasar 
untuk mengadakan pembagian hasil.tanah jang adil dan mendjamin 
kedudukan hukum jang lajak bagi para penggarap. Adalah bukan 
maksudnja akar memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga 
keadaannja mendjadi terbatk, jaitu kedudukan penggarap mendjadi 
sangat kuat, tetapi sebaiknja bagi jang berhak atas tanah lalu tidak 
ada djaminan sama sekali. Kiranja talah dimaklumi pula, bahwa 
tidaklah selalu penggarap itu ada pada pihak jang lemah Tidak 
djarang djustru pemiliknja jang merupakan tani.tani ketjil jang 
memerlukan perlindungan, seiang penggarapnja termasuk golongan 
jang kuat ekonominja. 


(6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk selaruh 
Indonesia. Biarpun tidak disemua daerah ada ketegangan didalam 
hwsungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan mendiskr-minasi- 
kan berlakunja rindang-undang ini untuk daerah satu dangan dae. 
rah 'ain, artinja diperlakukan disesuatu daerah dan didaerah lain 
tidak atau mengzuguhkan berlakun'a. dichawatirkaa timbulnja ke. 
gukaran.kesukaran jang terus-menerus meluas dari satu daerah 
kelain daerah karena berbeda.bedanja peraturan. Dalam pada itu 
perumusan pasal jang terpenting dari undang.undang ini, jaitu 
pasal 7 memberikan flexibilitet jang 'tjukup luas untuk menjesuaikar 
pelaksanaannja dengar, keadaan-keadaan jang chusus didaerah jang 
bersangkutan. 


PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1. 
huruf a. 
Jang terkena oleh ketentuan-ketentuan undang-urdang :ni adalah 
tanah-tanah jang biasanja dipergunakan untuk penanaman bahan 
makanan, dengan tidak &ipersoalkan matjam haknja. Djadi mungkin 


tanah milik, eigendom.agraris, tanah gogolan, grant dan Jain.iainnja. 
Tetapi jang ditanah diatas tanah tu tidak perlu mesti tiapstiap 
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talrin bahan makanan, melainkan dapat pula pada suatu ketika 
ditanami kapas, rosella dan lain sebagainja asal tanaman jang 
berumur pendek (hubungan dengan pasal 12). 'Tebu termasuk 
tanaman jang berumur pendek pula. 


huruf b, 


Sesuai dengan hukumnja jang berlaku belakang jang berwenang 
untuk mergadakan perdjandjian bagi.hasil itu tidak sadja terbatas 
pada para pemilik — dalam arti jang mempunjai tanah, — tetapi 
djuga para pemegang gadai, persjawa dan lainlain orang jang ber 
dasarkan sesuatu hak menguasai tanah jang bersangkutan. Untuk 
mempersir.gkat pemakaian kataikata maka mereka itu semua da. 
lam undai:g-urdang ini disebut : pemilik. 

Pemilik itu bisa djuga merupakan badan hukum: seperti Jebin 
djauh didjelaskan dalam pendjelasan pasal 2. 


huruf c. 

Perdjardjian pengusahaan tarah dengan bagihasil namanja 
tidak sama. disemua daerah. Di Minangkay misalnja - disebut: 
memperduai, di Minahasa: tojo: di Djawa Tenzah dan Timur: 
maro atau mertelu, di Priangan : rengah atau djedjuron, di Lombok 
njakap, 


Dalam ajat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian 
penggarap” jang akan dipakai dalam undarg2 ini. Penggarap :tu, 
sebazaimana halnja dengan pemilik, bisa djuga merupakan vacan 
hukum. Hai ini akan didjelaskan lebih lardjut dalam pasal 2. 


huruf 4, 

Dengan perumusan Cemikian maka jang dimaksud dengan hasi 
tanah ialah hasil bersih, jaitu hasil kotor setelah dikurangi hiaje 
untuk bibit, pupuk, terrak dan biaja untuk menanam (itandur) dan 
panen. Adapun ongkos? untuk pengurangan hingga didapatkan hasil 
hersih itu disebutkan setjara tegas satu demi satu untuk menghir.. 
darkan salah tafsiran, jang dapat mengakibatkan sengketa jang 
tidak akan ada putus-putusnja. 


Biaja?2 jang disebutkan setjara limitatip itu akan dambil dari 
hasil kotor dan diberikan kepada pihak jang memberikan persekot 
untuk itu, tanpa bunga, jaitu pihak penggarap maupun pemilik. 
Ini berarti, bahwa sebenarnja ongkos2 tersebut mendjad: beban 
kedua belah pihak. 


Lain?nja jang barupa tenaga, baik dari penggarap sendiri mau. 
pun tenaga burih tidak termasuk dalam golongan b:aja jang diku- 
rangkan pada hasil kotor, karera itu adalah ,,aandeel” dari pada 
panggara» dalam perdjandjian bagi.-hasil ini. Dalam pada itu &dibe- 
berapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membadjak dan 
menggaru jang disebut ,/bo-wong” misalnja didaerah Kedi. 
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Biaja untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor. 
Adapun padjak tanah seluruhnja dibebankan pada pemilik tanah 
jang sebenarnja (pasal 9.) Setjara formil maupuy materiil kewa. 
djiban membajar padjak adalah terlebak pada pemilik, nal mana 
sesuai dengan ketentuan jang umum berlaku sekarang Ini. 
huruf e, 


Perumusan mengenai pengertian ,,petani” itu diperlukan 'ber. 
hubung dengan adanja ketentuan dalam pasal 2. Dalam pengertian 
ini termasuk pula briruh #ani. 

: Pasal 2. 
ajat 1. 


Maksud diadakannja pembatasan ini ialah agar tanahtanah 
garapan han'a digarap oleh orang.orang tai sadia (termasuk buruh 
tani), jang akan mengusahakannja sendiri, djuga agar sebanjak 
mungkin tjalom pengg:rap dapat memperoleh tanah garapan. 
Denzan adan'a pembatasan ini mika dapatlah ditjezah, bahwa se. 
seorang atau b2dam hukum jang ekonominija kuat akan bertindak 
pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan 'ang 
luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi 
para petani ketjil tjalon penggarap untuk memperoleh tanah g3. 
rapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah tjukup 
urtuk memberi bekal akan hidup jang lajak. 
aja 2. 


Pada azasnja seorang petan: jang sudah mempunjai tanah ga. 
rapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan 
lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ajat 2 ini dimaksudkan untuk me. 
nampung halhai jang chusus, dengan tidak meninggalkan garis 
kebidjaksanaan jang telah diletakkan dalam ajat 1, Misalmja di. 
dalam hal duas tanah jang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa. 
ajat 3. 

Pada azasnja badan-badan hikum apapun djuga dilarang untuk 
mendjadi penggarap, karena dalam perdjandjian bagi.hasil ini 
penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalamja, bahwa 
djustru untuk kepentingar, umum atau kepentingan desa, sesuatu 
badan hukram perlu diberi izin untuk mendjadi penggarap. M'salnja 
suatu koperas'-tani ingin mendjadi penggarap atas tanah.tanah 

terlantar didesa.desa, Dalam hal ini hanjalah koperasi-koperasi 
tani atau desa jang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum 
lain, sebagainja Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainja 

Disamping itu ada kalanja djuga sesuatu badan hukum jarg 
berbentuk Perseroan Terbatas atau Jajasan perlu pula dipertim- 
bangkan untuk diberi izin mendjadi penggarap. Misainja dalam 
hubuagannja dengan usaha pembukaan t:nah setjara besar-besaran 
didaerah.daerah Sumatera, Kalimantan dan laindainnja, Didaerah. 
daerah itu masalah pembukaan tanah jang pertama, djad!: dalam 
tahun.tahun jang pertama, ialah pekerdjaan j:ng berat, tang pada 
umummnja perlu ditolong dengan tenaga-tenaga mesin, seperti 
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traktor-traktor dan sebagainja. Dalam hal £ni giatu perusahaan 
pembukaan tanah jang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi 
Jajisan atau Perseroan Terbatas kiranja dapat dpertimbanzgkan 
@juga untuk dapat ditarima sebagai penggarap dalam batas waktu 
jang ditentukan. Perusahan pembukaan tanah jang dimaksudkan itu 
akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pem- 
bangunan dan pembukaaj daerah-daerah jang masih merupakan 
padang alang-alang ataupim hutan belukar. 

Dalam menentukan di.izirkannja atau tidak suatu badan hukum 
untuk mendjadi penggarap harus diadakan pernilaian dari sudut 
kepentingan desa atau kepentingar, umum. 

Adapun jang memberikan izin itu 'alah Menteri Muda Agraria atau 
pendjabat jang ditundjuknja. Untuk urusan koperasi sebaiknja 
diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat II jang bersang. 
kutan 


Pasal 3. 
ajat 1. 


Perdjandjian jang tertulis terutama bermaksud rintuk menghin. 
darkan keragu-raguan, jang mungkin menimbulkan perselisihan 
mengenai hakhak dan kewadjiban.kewadjiban kedua belah pihak. 
jamanja djangka waktu perdjandjian dan lainJainnja, Hal.hal janz 
bersangkutan dengan pembukaan perdjandj:an itu akan diatur oleh 
Menteri Muda Azraria (ajat 3), 
ajat 2. 

Agar supaja pengawasan prevent'p dapat diselengzarakan de- 
ngan sebaik-baiknja, maka perdjandjin-perdjandjian bagi-hasil 
jang dibuat setjara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat 
pengesahan dari Tjamat dan diumumkan dalam kerapatan desa 
jang bersangkritan. 

Pasal 4 
ajat 1. 


Dengan adanja ketentuan mengenai djangka waktu perdjandjian 
sebagai jang ditetapkan dalam pasal ini maka terdjaminlah bagi 
penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu jang 
lajak. Jang dmiksud dengan ,.tahun” ialah ,,tahun tanaman”, 
djadi bukan ,,tahun kalender”. 

Dengan diberikannja djaminan mengenai djangka waktu tersebut 
maka penggarap mempunjai tjukup waktu untuk mendjalankan 
daja upaja mendapat hasil sebanjak mungkim. Hal jang demikian 
akan membawa keuntungan pula pada pemilik karena bagian jang 
diterimanja djuga akan bertambah. | 

Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk nhidjau janz 
ditanam pada tahun pertama, daja pupuk ini dirasakan pada tana. 
man tahum kedua, demzan ada kemungkinan masih ada pengaruhnja 
pala tahun ketiga. Djangka waktu untuk tanah-kering lebih lama 
daripada untuk sawah oleh karena pada umumnja keadaan tanahnja 
tidak sebaik tanah sawah, 

Oleh karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk mem- 
perbaiki tanahnja dan tahur.tahun perikutnja memperbaiki tanaman. 
nja. Bahkan ada tanah.tanah kering jang perlu dikosongkan 
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(,diberakan”) lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil 
baik Adapun lamanja waktu itu haruslah pula sedemik:an rupa 
agar djika pada tehun.tah'm pertama, karena sesuatu sebab, tanah. 
nja tidak memberi hasil sebagai biasanja (karena bentjana alam, 
hama, p'bir tidak 'baik dan lain sebagainja) penggarap masih mem- 
pinja!: tjukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil jang 
lajak. Waktu tiga bahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah- 
kering dipandang tjukup lajak sebagai batas minimum itu. 


ajat 2. 

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal.hal jang chu. 
sus, dimana terpaksa harus diadakan perdjandjian janz djangka-wak. 
tunja kurang dari 3 tahun untuk sawah day 5 tahun untuk 
banah-kering, Misalnja pemilik perlu naik hadji, sakit keras atau 
lain sebigainja dan hanja menghendaki mengadakan perdjandjian 
untuk satu tahun sadja, karena tanahnja — jang b'asanja diusaha. 
kannja sendiri — pada tahun berikutrja akan diusahakan sendiri 
lagi. | 
aja 3. 

Didalam hal jang disebut pada ajat ini tidak perlu diadakan 
perdjardjian baru, tetap! tijukuplah diberitahukan kepada Kepala 
Desa jang bersangkutan. : 
ajat 4. | 

Jang dimaksud dengan sawah ialah tanah jang pengusahaannja 
memerlukan pengairan, oleh karemanja wmempunjai pemi:tang 
(galengan). Dalam halhal jang chusus muingkia timbul keragu. 
raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimaksudkan dalam 
golongan sawah atau tanah.kering. Untuk itu maka diadakan keten 
tuan dalam ajat ini. 

Pasal 5. 


Ketentun dalam pasal tni memberi djaminan bagi penggarap, 
bahwa perdjandjian bagi.hasil itu akan berlangsurg selama waktu 
jang telah ditentukan, sungguhpun tanahnja oleh pemilik telah 
dipndahkan ketanzan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru 
ada kemvirgkinan untuk meminta diputuskannja perdjanijiam terse. 
but tetapi terbatas pada hal.hal dan menurut ketentuan.ketenuan 
dalam pasal 6. : 

Didalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan 
perdjandjian dengan pemiliknja jang baru, hal mana akan tergan- 
tung pada kesediaan pemilik jang baru itu. 

Ahli.waris penggarap jang akan melamdjutkan perdjandjian bagi. 
hasil sebagai jang dimaksud dalam ajat 3 harus memenuhi pula 
sjarat.sjarat jang ditentukan dalam pasal 2. 

Pasal 6. 

Oleh karena dalami pasal 4 diadakan pembatasay minimim 
djangka waktu lamanja perdjandjian dan pula berhubung dengan 
ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selajaknjalah kiranja diad:kan 
kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannja dirugikan 
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oleh penggarap karena kelalaiannja atau perbuatannja jang berten. 
tangan dengan apa jang telah mereka setudjui barsama pada wakti 
perdjandjian diadakan, untuk meminta diputuskannja perdjandjian 
tersebut sebelum djangka waktunja berachir. 

Tetapi hal itu hanja terbatas pada halhal jang disebutkan dalam 
ajat 1 huruf b sadja, jaiti halal jang memang bertentangan 
dengan kewadjiban seorang pengzarap ang baik dan djudjur, 

Didalam ajat 1 huruf p tersirat larangan bagi penggarap untuk 

menjerahkan pengusahaan tanah jang bersangkutan kepada orang 
hain banpa Ka pemilik. Larangan demikian gidah selajakrija pula, 
karena bagi pemilik hubungannja dengan penggarap merupakan 
hubungan jang didasarkan atas kepertjajaan. jang tidak dapat di. 
ganti dengan orang lain tanpa persetudjuannja. Lain halnja dengan 
Ketentuan dalam pasal 5, karena itu d maksudkan sebagai djaminai 
Chusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perdjan. 
Gjian antar-waktu terbuka bagi kedua belah pihak didalam hal.hal 
tersebut dalam ajat 1 huruf a. 

Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemurgkinan ban. 
ding pada instansi jang lebih tinggi, jaitu Tjamat. Dalam hal iri 
Tjamat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana 
akar, duduk sebagai anggota-anggotanja wakilwakil golongan 
funksionil tani, pendjabat pertanian dan pengairan. Panitya ini 
akan bertugas memberi pertimbangan.pertimbangan kepada Tjamat 
dalam soal-soal pengawasan dan penjelesaian perselisihan (pasai 
13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Tjamat. 
Panitya itu member'kan pertimbanzannja kepada Tjamat, ibaik 
atas permintaan Tjamat maupun atas inisiatip sendiri. 

Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranja 
sudah tjukup mendjamin diperolehnja putusan jang sebaik.baiknja 
bagi kepentingan kedua belah pihak Oleh karena itu maka ikiranja 
Hana akan diperlukan lagi tjampur-tangan badan-badan peng: 

an. 

Agar supaja dapat diselenggarakan pengawasan jang sebaik. 
baiknja oleh instansi atasan maka Tjamat diwadjibkan untuk me. 
njampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua kepu. 
tusan jarg diambilnja menurut ajat 4. 

Pasal '. 

1. Keadaan tanah (chususnja kesukaray tanah, kepadatan 
penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnja, jang dalam konkreto. 
nja menentukan besar-ketjilnja bagian pemilik dan penggarap 
tidaklah sama disemua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak 
aikan mungkin didapatkan dan ditebapkan setjara umum angka pem- 
bagiar, jang tjotjok bagi seluruh Indonesia dan jang akan dirasa 
adil oleh pihak-pihak jang bersangkutan, sebagai jang pada hakekat. 
nja mendjadi tudjuan utama4 dari pada penjusun undang-undang ini. 
Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik djika 
penetapa", bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi 
daerah oleh instansi daerah itu sendiri — jaitu Bupati/Kepala Dae- 
rah Swatantra ttingkat II — jang akam mendasarkannja pada kea- 
daan dan faktor.faktor ekoromis setempat. Didalam menetapkan 
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angka pembagian itu Bupati akan meminta : Derimkasad instansi. 
instansi lainnja 'ang ahli dan wakil.wakil golongan funksionil tani 

Selain alasan-alasam tersebut diatas, maka dalam undang.undanz 
ini tidak ditetapkan angka imbangan jang tegas antara bagian 
pemilik dan penggarap, karena proces perkembangan dalam masja. 
rakat desa masih berdjalan terus, djuga dalam hubungan.hribur gan 
sosial, Hingga akam sangat tidak bidjaksana untuk membendung 
proces tersebut dengar, mentjantumkan suati perumusan jang kaku. 

Dengan perumusan jang flexible, jang akan dapat menampunz 
keadaan.keadaan jang Chusus daerah demi daerah, sebagaimana 
halnja pasal 7 ini maka undang-undang ini sekaligris dapat berlaku 
urituk seluruh Indonesia, 

Namun demikian undang-undang ini memberikan sabagai 
pedoman imbangar, antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu Jlawan 
satu), jaitu untuk padi jang ditanam disawah. Untuk tanaman 
palawidja disawah dan untuk tanaman ditanah.kering bagian peng. 
garap adalah 2/, dan pemilik !/3. Untuk daerah-daerah aimana 
ana an tersebut telah lebih mengurtungkan pihak penggarap 


2. Zakat disisihan dari hasil bruto jang mentjapai misab (jang 
bagi padi besarnja 14 kwintal), untuk orang.oranzg 'ang memeluk 
agama Islam. Ini berarti : bahwa: hasil padi jang kurang dari 14 
kwintal tidak dikenakan zakat, 


3. Kepala Daerah dapat merubah imbangan tersebut dalam 
djangka waktu 3 tahun. 


4. Keputusan mengenai penetapan pembagian hasiltanah itu 
diberitakan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan 
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. 


Pasal 8. 


Dibeberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh 
hak akam mengusahakan tanah dengan perdjandjian bagi.hasil tjalon 
penggarap diharuskan membajar uang atau memberikam barang 
sesuatu kepada pemilik, jang adi Djawa Tengah disebut ,,sromo”. 
Dyamlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh 
karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka 
pemberia» ,,sromo” itu idilarang. 

Dalam ini diadakan pula ketentuan-iketentuan jang me. 
larang .idjon” untuk melindungi penggarap maupun pemilik jang 
lemah, Adapun jang dimaksud dengan unsur.ursur idjon ialah, 
bahwa : 

a. pembajaran dilakukan lama sebelum panen dan 
b. bungarja sangat tinggi (,,woekerrente”). 

Dalam pada itu perlu kiranja ditegaskan, bahwa ketentuan dalam 
pasal 8 aja 2 dan 4 ini tidak mengurangi kemungkinan diadakan. 
saja Nana Sr dikalangan penggarap dan pemilik jang lajak 

n wadjar 
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Pasal 9. 
Sudah diuraikas dalam pendjelasan pasal 1 huruf d, 
Pasal 10. 

1. Kiranja sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa jang 
dimaksud dengar. pengertian ,,keadaan baik” itu. Tetapi pada 
umumnja dapatlah dikatakan, bahwa tanah garapan itu harus si- 
serahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan jang tidak me- 
rugikan pemilik, hal mana dalam konkretorja tergantung pada ke- 
adaan dan ukuran setempat. 

2. Djika selama perdjandjian bagi-hasil berlangsung terdjadi 
bentjara alam dan/atau gangguan hama jang mengakibatkam keru. 
sakan pada tanah dan/atau tanam3m, maka sesuai dengan sifat dari 
pada perdjandjian bagi-hasil, kerugian atau risico mendjadi bebai 
kedua belah pihak bersama, 

Pasal 11. | 

Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah 
antara pemilik dan penggarap, jang selandjutnja harus dilakukan 
menurut apa jang ditetapkan oleh Bupati sebagai jang dimaksud 
dalam pasal 7. Demikian pula mengenai kewadjipan untuk membva: 
perdjandjian setjara tertulis. 

Pasal 12. 
Sudah diuraikan dalzm pendjelasan mengenai pasal 1 huruf a. 


Pasal 13. 

Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaja ketentua:. 
ketentuan dalam undang.undang ini didjalankan oleh semua p-hax 
sebagaimama mestinja, tanp3 mengadakan tur.tutan pidana. 

Pasal 14. 

Adalah hal jang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahwa sangat 
bertentangar, dengan program akan melengkapi ,,sand:ing.pangan” 
rakjat, djika pemilik — hanja karena ia tidak menjetudjui keten. 
tuan-ketentyan undang-undang imi dan tidak bersedia mengadakan 
perdjandjan bazgi.hasil — membiarkan tanahsja dalam keadaan 
tidak diusahakan. Dengan adanja ketentuan ini maka Tjamat diberi 
wewenang untuk mengambil tindakan hingga tanah.tanah jang 
“dibiarkan kosonz itu dapat memberi hasil sebagaimana mestinja 
(Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhat'an karena 
pengusahaan tanah-tanah itu dilakukan menurut ketentuam-keten- 
tuan dalam undang-uidang ini, dimana hak.hak dan kewadj'ban- 
kewadjiban pemilik telah ada djaminan.djaminamnja. Dengan tidak 
mengurangi maksud dari para ketentuan dalam pasal ini jika 
dipandangnja perlu Tjamat dapat pula mengadakan perdjandjian 
lain atas nama pemilik, 

Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistim 
pertarian modern guna memelihara kesuburan tanah diadakan 
usaha ,,soil.conservation” atau pengawasan tanah, antara lain 


150 


| — 


ka Dp” 1. 


.—.—. "3 


dengan mengadakan rotasi penanaman pupuk hidjau atau djenis 
tanaman lain. sebsgai selingan dari peranaman bahan makan atai 
bahan perdagangan. Tanah.tamah jang sedang dalam pengawetan 
dan rotasi tersebut, oleh instarsi jang bersangkutan maupun oleh 
rakjat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan 
dengan sendirinja tdak terkena oleh kepentiagan pasal ini. Pasal 14 
tertudju pada pemilik, jang dengan sengadja tanpa alasan mem. 
biarkan tanahnja dalam keadaan tidak diusahakan. 


Pasal 15. 


. Agar supaja kepentingan-kepentingan dalam undang-undarg ini 
didjalankan sebagaimana mest:nja, maka Pemerintah menganggap 
perlu untuk mentjantumkan sanksi.sanksi pidana mengenai pelang. 
garar dari pasal-pasal jang tertentu. 

Biarpun kewadjiban jang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu 
merupakan kewadjiban dari pemilik dan penggarap kedua-duanja, 
tetapi oleh karena titik-beratnja terletak pada pemilik, maka 
antjaman hukum ditudjukan kepadanja. Mengenai pasal 2 keadaan. 
nja adalah sebaliknja Antjamam hukuman denda kiranja sudah tju. 
kup untuk mentjapai apa jang dimaksudkan, 


Pasal 16. 


Materi jang diatur dalam undarg-undang ini selain mempunjai 
segi.segi jang terletak dalam bidang hukum jang menjangkut tanah 
— jang termasuk bidang Departemen Agraria — mempunjai pula 
segi.segi jang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena 
iti maka peraturan-peraturan jang perlu untuk melaksanakan 
ketentuar-ketentuan Undang-undang ini ada jang akan ditetapkan 
oleh Menteri Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan 
Menteri Muda Pertanian. 


Pasal 1?'. 


Tidak memerlukan pendjelasan. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1924. 
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KEPUTUSAN MENTERI MUDA AGRARIA 
No. Sk. 322 Ka/1960 tentang 
»PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
No. 2 TAHUN 1960” 


MENTERI MUDA AGRARIA 


Berkehendak: mengadakan ketentuan-ketentuan untuk melak. 
sanakan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian 
Bazgi.hasil (L.N 1960 — 2.): 

Mengingat : pasal 2 ajat 2 dan 3 serta pasal 16 Undang.undanz 
No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 — 2) tersebut diatas : 


Memutuskan: 


Pertama: Menurdjuk : 


a. para Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jang Iiber. 
sangkutan sebagai pendjabat jang berwenang memberi izin 
kepada sesuatu badan-hukum 'ang berbentuk koperasi.t:nj atau 
koperasi.desa, untuk mendjadi penggarap, sebagai jang dimak. 
ah saya 2 ajat 3 Undang.undang No, 2 tahun 1960 
( AN. Pan ), 


para Tjamat/Kepala ketjamatan jang bersangkutan sebagai 
pendjabat jang berwenang memberi izin kep:da seorang penz. 
garap untuk mengusahakan tanah garapan jang luasrja lebih 
dari 3 (tiga) hektar, sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 2 
Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 2:) 

Dengan ketentuan bahwa didalam mendjalankan wewenangnia 
tersebut diatas para Bupati dan Tjamat mengindahkan pedoman 
jang diberikan oleh Menteri Muda Agraria. 


Kedua: Membentuk Panitya Pertimbangan ditiap-tiap Ike. 


tjamatan : 
a. jang tugasnja memberi pertimbangan kepada Tjamat didalam 
mendjjalankan wewenang sebagai jg dimaksudkan dalam pasal 4, 
6, 13 dan 14 Undang-undang No. 2 tahun 4960 (L.N. 1980 — 2,) 
serta dalam pasal Pertama huruf b Keputusan ini, baik atas 
permintaan Tjamat maupun atas inisiatip sendiri. | 
b. jang susunan keanggautaannja adalah sebagai berikut : 
1. Tjamat jang bersangkutan merangkap Ketua, 
2. Dua orang pendjabat masing-masing dari perwakilan Dja. 
watan Pertanian Rakjat dan Pengairan diketjamatan itu, 
3. Dua orang wakil golongan funksionil.tani Seret Jamnatan ter. 
sebut, 
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Dengan ketentuan, bahwa anggota.angzota Panitya itu diangkat 
oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat TI jang bersang. 


Ketiga: Didaerah.daerah Kotapradja maka kata-kata ,,Bu- 
pat:/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II” harus dibatja |.Wali. 
kota Kapala Daerah Kotapradja”, sepandjang didaerah Kotaprad'a 
jang bersangkutan ada tanah.tanah jang diusahakan dengan per. 
djandjian bag -hasil jang sudah ada pada mulai berlakun'3a Undang2 
No, 2 tahun 1980 (L.N. 1960 — 2). 


Keempat: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 
mempunjai daja surit hingga tanggal 7 Djanuari 1960. 


. Agar gupaja setiap Tg dapat mengetahuinja maka Keputusan 
ini akan dimuat dalam 'Tambahan LembaranNegara Republik 
Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 8 Pebruari 1960. 


MENTERI MUDA AGRARIA, 


ttd. 
Mr. SADJARWO. 


- 


TAMBAHAN LEMBARAN.NEGARA No. 1935 
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PEDOMAN No. I. 


PEDOMAN bagi Kepala Daerah Tingkat II, Tjamat dan Kepala 
Desa mengenai pelaksanaan beberapa ketentuan 
dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang 
,Perdjandjian Bagi-hasil” (L.N. 1960 — 2). 


A. Penetapan pembagian hasil-tanah. 


1, Didalam pasal 7 ditentukan, bahwa pagian hasil:tanah jang 
mendjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah 
Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Kepala Daerah jang ber. 
sangkutan, dengan memperhatikan djenis tanaman, keadaan tanah 
kepadatan penduduk, zakat jang disisihkan sebelum dibagi dan 
faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat. 
Adapun a!asan.alasan maka penetapan tersebut diserahkan 'kepada 
para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jalah : 


&, bahwa berhubung dengan berbeda-bedarja keadaan daerah tidak 
akan mingkin didapatkan dan ditetapkan setjara umum angka 
pembagian jang tjotjok untuk seluruh Indonesia dan jang akan 
dirasa adil oleh fihak.fihak jang bersangkutan. 

Lain halnja djika angka pembazian itu ditetapkan daerah demi 

daerah oleh instansi daerah itu sendiri, jang dapat lebih mengeta. 

hui dan menjesuaikanyja dengan kedadaan-keadaan chusus didae. 
— rah jang bersangkutan. 


b, bahwa dengan perumusan pasal 7 jang demikian itu, pasal 
mana merupakan pasal jang terpenting dari Urdang-undang 
No. 2/1960, jang memberi kemungkinan untuk memperhatikan 
keadaan-keadaan chusus didaerah.daerah jang bersangkutan, 
maka tertjapailah flexibilitet jang tjukup luas, hingga Uncang. 
undang tersebut: sungguhpun keadaan daerah sejaerah berbed2. 
beda, dapat dinjatakan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. 


2. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 huruf d, maka janz 
dimaksudkan dengan ,,hasil tanah” ialah hasilibersih, jaitu hasil- 
bruto (kotor) setelah dikurangi biaja untuk bibit, pupuk, ternak 
serta biaja untuk menanam (tandur) dan panen. Biaja biaja tersebut 
diambilkan dari hasilbruto itu dan diberikan kepada pemilik atau 
penggarap jang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga. Ini 
berarti, bahwa sebenarnja orgkos-ongkos tersebut dipikul oleh 
kedua fihak bersama, jaitu masingimasing seperdua. 

Lain-lain biaja jang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri 
maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaja jang 
dikurargkan pada hasilkotor, karena biaja-biaja untuk itu 
merupakan ,,aandeel” daripada penggarap dalam perdjandjian 
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bagi-hasil jang bersangkutan. Dalam pada itu dibeberapa daerah 
dipergunakan tenaga manusia untuk membadjak dan menggaru 
jang disebut ,,bo.wong”, mitsalna didaerah Kedu. Biaja untuk 
tenaga tersebut dapat dikurangkan pula dari has Libruto. Tetap- 
padjak tamah seluruhnja, setjara formil maupun materiil mendjadi 
kewadjiban jang mempunjai tanah (pasal 9). 

3. Soal zakat hendaknja diselesaikan menurut kebiasaan se. 
daerah. Umumnja zakat itu disisihkan dari hasil-bruto jang men. 
tjapai nisab, jang bagi padi besarnja 14 kwintal. Ini berarti bahwa 
hasil padi jarg kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat. 
Dalam pada itu diberbagai daerah zakat seluruhnja ditanggung 
oleh pemilik sendiri, artinja diambilkan dari bagian pemilit. 
Kebiasaan sedaerah mengenai soal zakat tersebut kiranja mem. 
pengaruhi djuga imbangan pembagian hasil antara penggarap dan 
pemilik. Oleh karenanja maka hal itu termasuk dalam golongan 
faktor.faktor jang disebut dalam pasal 7 jang harus diperhatika 
didalam menetapkar: bagian penggarap dan pemilik. 

4 Dalam pasal 7 disebutkan ,,ketentuan-ketentuan adat setem. 
pat” sebagai faktor jang harus diperhatikan oleh Kepala Daerah 
didalam menetapkan imbangan pembagian hasil tanah itu, Jarg 
dimaksudkan ialah ketentuan-ketentuan adat setempat jang 
mengenai hak-hak dan kewadjibankew?djiban pemilik dan peng. 
garap jang dalam konkreto merupakan faktor jang turut menentu. 
kan besarnja Embangamn tersebut. Kiranja sudah terang, bahwa 
jang dimaksudkan bukin ketentuan hukum adat mengenai besar- 
nja imbangan itu sekarang ini. 

5. Didalam pasal 7 sendiri tidak ditentukan angka imbangan 
jang tegas tentang bagian penggarap dan pemilik itu, karena pro- 
ces perkeribangan dalam masjarakat desa masih berdjalan terus, 
djuga dalam hupbungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat 
tidak 'bidjaksana kiranja untuk membendung proces tersebut 
dengan mentjantumkan. suatu perumusan jang kaku. Berhubung 
dengan itu maka ditentukan pula dalam pendjelasan pasal 7, 
bahwa Kepala Daerah dapat mengubah imbangan jang telah di. 
tetapkanuja itu dalam djangka waktu 3 tahun, hingga dengan 
demikian penetapan angka pembagian tersebut dapat disesuaikan 
pula dengan perkembangan masjarakat jarg bersangkritan. 

6. Tetapi biarpun dalam pasal 7 tidak ditetapkan sesuatu 
imbangan, namun Undang-undang No. 2/1960 dalam Pendjelasannja 
memberikan sebagai pedoman imbangan antara bagian pemilik dan 
penggarap : 

&. urtuk padi jang ditanam disawah 1 : 1, artinja pemilik dan peng. 

garap masing-masing 5049: 

b. rintuk tanaman palawidja disawah dan untuk tanaman ditanah. 

kering 2 :4, artinja pemilik 1/3 dan penggarap 2/,: 

Dengan ketentuan, bahwa d'ika telah dtjapai imbangan jang 
lebih merguntungkan fihak penggarap, mitsalnja penggarap 6/10 
dan pemilik 4/10, imbargan jang terachir inilah jang dipakainja. 
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Apa jang tersebut diatas itu sifatnja adalah sebagai pedoman 
atau antjer-antjer, Dalam pada itu kami sarankan, agar anzka 
baz'an 50y9 untuk padi jang ditanam disawih dan @/, untuk 
tanaman.tanaman lainnja itu ditetapkan sebagai bagian jang pa. 
ling sedikit harus diterima oleh para penggarap. 

7. Didalam menetapkan angka pembagian tersebut para Kepala 
Daerah hendaknja selain meminta pertimbangan pada Badan 
Pemerintah Harian, djuga memintanja pada instansi-instansi lain. 
nja jang ahli, mitsalnja dari Djawatan Pertanian Rakjat, Agraria 
serta golongan.golongan funksionil tani didaerah. 


Keputusan mengenai penetapan tersebut kemudian diberitahu. 
kam kepada B.P.H dan D.P.R.D. jang bersangkutan. Kami harap 
agar pemberitahuan itu disampaikan pula kepada Departemen 
Agraria dan Pertanian. 


8. Daerah-daerah Kotapradja maka kata-kata ,,Bupati/Kepala 
Daerah”, sepandjang didaerah Kotapradja jang bersangkutar ada 
tanah.tanah jang diusahakan dengan perdjardjian bagi.hasil, dengan 
sendirinja harus dibatja ,,Walikota/ Kepala Daerah”. 


B. Mengenai hal.hai jang bersangkutan dengan pembuatan dan 
isi dari pada surat perdjandjian. 


1. Pasal 3ajat 1 (dalam Pedoman ini kalau disebutkan suatu 
pasal tanpa menjebut peraturanrja, jang dimaksudkan ialah pasal. 
pasal dari Undang-undang No, 2/1960) menetapkan, bahwa semua 
perdjandjian bagi.hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap 
sendiri setjara tertulis dihadapan Kepala dari desa tempat letaknja 
tanah jang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh dua orariyz, 
masing.masing dari fihak pemilik dan penggarap Maksud daripada 
ketentuan itu ialah : 

a. agar dapat dihindarkan terdjadinja keragu.ragzan dikemudian 
hari, jang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal 
sesuatu jang bersangkutan dengan perdjandjian itu (djangka 
waktu perdjandjian, hak2 dan kewadjiban? pemilik dan peng. 
garap dan lain sebagainja): 


b, agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik setjara 
preventip maupun repressip, supaja ketentuan? dari Undang? 
No. 2/1960 itu diindahkan sebagaimana mestinja. 


Oleh karena itu maka hendaknja sjarat? daripada perdjandjian 
jang bersangkutan disebutkan jang selengkap muagkin dan sedjelas. 
djelasnja dengan memakai kata? jang mudah dimengerti oleh fihak? 
jang berkepentingan. Pada Pedoman ini dilampirkan suatu tjontoh 

. bentuk surat-perdjandjian (Tjontoh A), jang djika dipandang perlu 
£ oleh Saudara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dapat diubah . 
- ditambah untuk disesuaikan dengan keadaan daerahnja. 
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2. Djika pemilik belum dewasa ia diwakili oleh walinja, jang 
bertindak untuk dan atas namanja. Djika pemilik sudah sangat 
landjut usianja atau sakit hingga tidak dapat datang sendirj pada 
Kepala Desa untuk menandatangani surat.perdjandjian itu maka 
dapatlah pemilik tersebut diperkenankan menundjuk kuasanja 
untuk menandatanganinja atas namanja. Didalam hal jang demikian 
maka didalam surat.perdjandjian jang bersangkutan supaja ditjatat 
pula alasannja maka pemilik tidak dapat menandatanganinja sen. 
diri. 

3. a, Oleh Kepala Desa jang bersangkutan pada waktu diada. 
kan perdjandjian hendaknja, didjelaskan kepada pemilik dan peng. 
garap ketentuan? dari Undanz? No. 2/1960 serta ketentuan? jang 
disebutkan dalam surat.perdjandjian itu, chususnja mengenai hak? 
dan kewadjiban2 mereka masing2. Djika pemilik dan penggarap 
mengadakan sjarat2 jang tidak diperbolhekan atau bertentangan 
dengan ketentuan? Undang? tersebut ataupun bertentangan dengan 
penetapan Kepala Daerah mengenai imbangan pembagian hasil ta. 
nahnja, maka hal itu hendaknja diberitahukan pula pada mereka 
untuk ditiadakan atau diganti dengan sjarat lain. Tg 

b. Oleh Kepala Desa hendaknja djuga diperiksa, apakah pemilik 
berwenang mengadakan perdjandjian bagi.hasil mengenai tanah 
jang bersangkutan. Pula apakah penggarap memenuhi sjarat sebagai 
jang disebutkan dalam pasal 2, jaitu bahwa ia harus seorang petani 
Sebagaimana diketahui, maka djika penggarap dengan perdjandjiw 
jang diadakan itu akan mempunjaj tanah garapan lebih dari 3 hek. 
tar maka diperlukan izin dari Tjamat jang bersangkutan, (Surat 
Keputusan kami No. Sk 322/Ka/1960). Demikian pula diperlukan 
izin dari Tjamat kalau djangka waktu perdjandjian kurang darj apa 
jang ditentukan dalam pasal 4 (jaitu untuk sawah 3 tahun dan 
tanah.kering 5 tahun). 

Untuk menjiagkat waktu maka izin itu dapat diminta bersamaan 
dengan diadjukannja surat.perdjandjian jang bersangkutan kepada 
Tjamat urtuk disahkan. Dalam hal2 mana izin itu dapar diberikan 
akan diterangkan dibawah (No, 8). 


4. Djika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka se. 
belum perdjandjian bagi-hasil diadakan dengan pemilik diperkakan 
lebih dahulu adanja izin dari Kepala Daerah Swatantra Tingkat II 
dari Daerah tempatnja tanah jang akan dibagi-bagikan itu, jaitu 
ikalau badan-hukum tersebut penbentuk koperasi-tanj atari koperasi. 
desa. Mengenai badan? hukum lainnja izin itu harus diminta pada 
Menteri Agrar!a (pasal 2 ajat 3 jo Surat Keputusan kami No. Sk/ 
322/ Ka/1260). 

Dalam Pendjelasan Undang? No. 2/1960 dinjatakan, bahwa pada 
azasnja badan2 hukum apapun djuga dilarang untuk mendjadi 
penggarap, karena dalam perdjandjiam bag -hasil ini penggarap haris 
dah seorang petani. Tetapi ada kalanja, bahwa djustru untuk kepen- 
tingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu 
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diberi izin untuk mendjadi penggarap. Mitsalnja suatu koperasi.tan! 
aa ingin mendjadi penggarap atas tanah2 jang terlantar didesa. 

Dalam hal ini hanjalah koperasi? tani atau.desa jang akan 
Haa dan bukan badan? Ihrikum lain, sebagai Perseroan Terba. 
tas, C.V. dan lain sebagainja, 

Disamping itu ada kalanja djuga sesuatu badan hukum jang 
berbentuk Perseroan Terbatas atau Jajasan perlu pula dipertim. 
bangkan untuk diberi izin mendjadi penggarap. Misalnja dalam 
hubungannja dengan usaha pembukaan tanah setjara besar-besaran 
didaerah daerah Sumatera, Kalimantan dan Jaim-lainnja, Didaerah 
daerah itu masalah pembukaan tanah jang pertama, ajadi dalam 
tahun2 jang pertama, ialah pekerdjaan jang berat, jang pada 
umummja perlu ditolong dengan tenaga? mesin, seperti tralntor2 dan 
sebagainja. Dalam hal ini suatu perusahaan pemibrikaan tanah jang 
berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Jajasan atau Perseroan Ter. 
batas kiranja dapat dipertimbangkan djuga untuk dapat diterima 
sebagai penggarap dalam batas waktu jang ditentukan, Perusahaan 
pembukaan tanah jang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, 
bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan 
tanah? jang masih merupakan padang alang2 ataupan hutan belukar. 

Dalam menetukan di.izimkannja atau tidak suatu badan hukum 
untuk mendjadi penggarap harus diadakan pernilaian dari sudut 
kepentingan desa atau kepentingan umum. 

Didalam pemberian izin kepada koperasi.desa dan koperasi.tani 
itu hendaknja diminta pertimbangan pada iastansi2 setempat jang 
bersangkutan misalnja : pendjabat2 dari Djawatan Agraria, Kope. 
rasi, Pertanian dan lain.lainnja jang dianggap perlu. 


5. Surat? perdjandjian bagi.hasil dibuat dalam rangkap 3, jang 
aseli (dibubuhi meterai Rp. 3,—) disimpan oleh Kepala Desa, sedanz 
jang kedua dan ketiga untuk pemilik dan penggarap sebagai turunan 
Lembar kedua dan ketiga tidak ditandatangani oleh pemilik, peng. 
garap dan para saksi, tetapi merupakan turunan jang diberikan 
oleh Kepala Desa. Dengan demikian tidak perlu bermeterai. 

Surat? perdjandjian itu ditjatat oleh Kepala Desa didalam Buku. 
register, jang tjontohnja dilampinkaa pada Pedoman ini (Tjontoh B). 


6. Oleh karena keadaan Daerah2 tidak selalu sama maka kiranja 
kuranglah bidjaksana 'djika besarnja biaja administrasi jang boleh 
dipingut oleh Kepala Desa berhubung dengan pekerdjaannja janz 
bersangkritan dengan pembuatan gura'2 perdjandjian itu ditetapkan 
setjara sentral. Lebih tepatlah kiranja bilamana penetapan itu di. 
adakan untuk tiap2 Daerah Swatantra Tingkat II. Berhubung dengan 
itu maka para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dipersilahkan 
rintuk menetapkan besarnja biaja jang dimaksudkan itu untuk Dae. 

'rahna masing2. Untuk tidak terlalu menambah beratnja beban 
fihak2 jarg bersangkutan maka penetapan biaja tersebut djangan. 
lah hendaknja melampaui Rp. 10,— “(sepuluh rupiah) untuk tiap 
pendjandjian, jang harus dibajar oleh pemilik, ketjuali kalau peng. 
garap adalah suatu badan.hukum, dalam hal mana penggaraplah 
jang membajarnja. 
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7. Surat? perdjandjian jang sudah ditandatangani oleh pemilik, 
penggarap, para saksi dan Kepala Desa setjepat mungkin diadjukan 
kepada Tjamat untuk memperoleh pengesahan. 

8. Surat2 Perdjandjian jang diterima oleh Tjamat itu ditjatat 
Abon jang tjontohnja dilampirkan pada Pedoman ini 
( | 


Oleh Tjamat hendaknja diadakan pemeriksaan apakah segala 
sesuatu sudah memenuhi atau tidak bertentangan dengan ketentuan? 
dari Undang2 No. 2/1960 serta dengan penetapan Kepala Daerah 
mengenai imbamgan pembagian hasil tamahn''a, 

Djika diperlukan izin bagi penggarap karena tanah garapanuja 
melebih! 3 hektar (pasal 2 a at 2 Jo Surat Keputusan kami No. 322, 
Ka/1960) maka hendaknja diperhatikan apa jang disebutkan dalam 
Pendjelasan Undang-undang No. 2/1960, jang harus dipakai sebagai 
pedoman. Pada azasnja seorang petani jang sudah mempunjai tanah 
garapan 2 hektar tidak diperkenankan untrik mendapat tanah ga. 
rapan lagi. Tetapi kalau luas tanah jang melebihi 3 hektar itu tidak 
seberapa (sebagai pedoman kami tetapkan paling pan.ak 4 (seper.- 
dua) hektar maka tidiklah ada keberatam untuk diberi izin. 

Didalam halhal jang mana dapat diberikan izin untuk meng. 
adakan perdjandjian dengan djangka waktu jang kurang dari 3 
tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering telah diberikan 
tjontohnja dalam Pendjelasan pasal 4 ajat 2, 

Izin itu hanja dapat diberikan dalam hal.hei jang memaksa dan 
hanja mengenai tanah.tanah jang biasanja diisahakan sendiri oleh 
jang mempunjainja. Sebagai misal disebutkan, djika pemilik perlu 
naik hadji, sakit keras atau lain sebagainja dan hanja menghendaki 


dengan djangka waktu jang sama dengan Jlamanja persewaan 
tersebut. 

Agar fihak.fihak jang berkepentingan dapat segera memperoleh 
kepast:an mengenai perdjand jan-perdjandjian jzng diadakammja itu, 
maka hendaknja para Tjamat memberi keputusan tentang penge. 
sahan perdjandjian.pendjandjian jang diterimanja dalam waktu 
paling lama 1 (satu) minggu. 


9. Perdjandjian.perdjandjian jang telah mendapat pengesahan 
Tjamat diumumkan oleh Kepala Desa dalam kerapatan desa janz 
akan datang berikrtnja. 


C. Ketentuan peralihan. 


1. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 maka semua per. 
djandjian b:gi.hasil “ang sudah ada pada mulai berlakuinja Undang? 


. No. 2/1960 jaitu 7 D,Lanuari 1960. untuk panen berikutnja harus 
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disesuaikan dengan ketentuan? Undang? itu. Berhubung dengan itu 
maka surat2 perdjandjian itu tidak sadja harus dibuat mengenai 
perdjandjian? jang baru, artinja ang mulai diadakan sesudah tang. 
gal 7 Djaruari 1960, tetapi djuga mengenai perdjandjian? jang 
diadakan sebelum tanggal itu dan kini masih berlaku. Dengan de. 
mikian maka sjarat.sjarat dalam perdjandjian?2 tersebut jang 
bertentangan dengan ketentuan? Undang? No. 2/1960 harus ditiada. 
kan atau disesuaikan dengan ketentuan.ketentun itu. 


2. Keasu suatu perdjandjian menurut sjarat2 jang lama diada. 
kan untuk djangka waktu jang tidak kurang dari apa jang diten. 
tukan dalam pasal 4 ajat 1 (jaitu sawah 3 takrin dan tanah kering 
5 tahun) maka perdjandjian itu selandjutnja akan tinggal berlaku 
selama sisa waktunsja, biarpun sisa waktu tersebut kurang dari 
batas minimum itu. Tetapi kalau menurut sjarat2 jang lama itu 
diadakan untuk djangka waktu jang kurang dari apa jang ditentu.- 
kan dalam pasal 4 ajat 1 tersebut, maka pendjangjian itu selandjut. 
nja akan terus berlangsung hingga djangka waktu seluruhnja (jaitu 
djangka waktu jang sudah lampau dan jang akan datang) mendjadi 
untuk sawah 3 tahun dan tanah.kering 5 tahun. Kalau pemilik dan 
penggarap bersepakat rintuk menetapkan djangka waktu jang lebih 
lama dari perhitungan itu sudah panda tentu tidak ada keberatan: 
nja, karena ketentuan pasal 4 ajat 1 merupakan penetapan batas 


. minimum 


(Ketentuan? mengenai diperlakukannja izin djika perdjandjian 
terpaksa harus diadakan untuk djangka waktu jang kurang dari 
batas minimum, berlaku pula terhadap perdjandjian? jang sudah ada 
dan masih berlangsung itu. Kalau memang termasuk dalam golong. 
an (ang dapat diberi izin (lihat B No. 8) maka apa jang ditentikan 
diatae, jatu bahwa djangka waktu jang sudah lmpau dan jang 
akan datang harus seluruhnja 3 tahun/5 tahun, sudah barang tentz 
tidak berlaku. 


3. Kesau seorang penggarap mempuinjai tanah garapan jang 
djauh melebihi patas 2 hektar sebagai jang ditentukan dalam pasal 
2 (jeitu lebih dari 315 ha, lihat B No. Ssi maka kelebihannja itu 
wadjib diserahkan kembali kepada pemiliknja jang bersangkutan 
Demikian pula kalau penggarap bukan petani, maka iapun wadjib 
men erahkan kembali tanah garapannja kepada pemiliknja, 


Kalau perlu hendaknja para Kepala Desa memberi perantaraan 
didalam menjelesa kan kesulitan2 jang timbul didalam melaksanakan 
ketentuan? diatas. 


4. Katentuan mengenai imbangan pembagian hasil tanahnja 
jang ditetapkan oleh Kepala Daerah berlaksi djuga terhadap per- 
djandjian.perdjandjian jang dimaksudkan itu, jaitu sebagai jang 
ditentukan dalam pasal 11 mulai ,,panen jang berikutnja” Jang 
dimaksud dengan ,,panen jang berikutnja” ialah panen jang per. 
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tama kali sesudah tanggal 7 Djanuari 1960. Oleh karena perubahan 
didalam imbangan bagian pemilik dan penggarap mengenai ta. 
naman jang sudah ada akan membawa banjak kesulitan, maka kami 
sarankan, agar dasar ketentuan pasal 7 oleh para Kepala 
Daerah Tingkat II ditetapkan, bahwa pembagian hasil tamah me. 
ngenai tanaman jang sudah ada pada tanggal dikeluarkannja 
penetapdn itu dilakukan menurut ketentuap perdjandjian jang lama. 
Sedang penetapan imbangan jang baru, berlaku terhadap tanaman? 
jang berikutnja. 


5. Atas dasar pertimbangan praktis maka perdjandj'an? jang 
sudah akan berachir dalam tahun ini kiranja tidak perlu diperbaha. 
rai dalam bentuk jang tertulis. 

II), Soal Panitya-panitya Pertimbangan di Ketjamatan-ketjamatan 
(Surat Keputusan kami No. Sk. 322/Ka/1960 pasal Kedua). 

1. Pergangkatan anggota? Panitya Pertimbangan itu diserah. 
kan kepada para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II janz ber. 
sangaitarn. Djika disuatu Ketjamatan terdapat lebih dari sati 
organisasi tani maka hendaknja diangkat dua orang anggota jang 
mewakili dua onzgamisasi jang terbes:r atas “isul organisasn'a ma. 
,sing.masi1g. Adapun penundjukan pendjabat2 dar: Djawatan Perta. 
nian Rakjat dan Pengairan hendakn'a dibit arak:n dengan Pimpnan 
Djawatar2? tersebut di Daerah Swatantra Tingkat II jang bensang. 
kutan. 

2. Dicalam membitjarakan soal2 mengenai perdjandjian bagi. 
hasil ini rara Tjamat hendaknja mendengar pula pendapat organi. 
sasi.organ.sasi tani can instansi? lainnja jang tidak mendjadi ang. 
gota Parutya Pertimbangan. 


E. Penerangan dan Pengawasar. 
1, Oleh karena ketentuas2 Undanga No, 2/1960 itu perlu segera 


diketahu. oleh masjarakat didesa-desa, maka dengan ini diharapkan 
agar oleh para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dan para pen. 
djabat Pemongpradja di Kewedanaan dan Ketiamatan diselengga. 
rakan penerangan jang seluas.luasnja didaerahnja masing2. Para 
pendjaka: dari Djawatan Agraria kami instruksikan untik memberi 
bantuan "ang diperlukan d'dalam menjelenggarakan penerangan dan 
melaksanakan Undang? tensehut. 

2. Achirnja oleh karena berhasil atau tijlak tudjuan Undang? 
jang mengatur perdjandjian bagi-hasil ini tidak sedikit akan tergan. 
tung pada besarnja bantuan dan keg'atan para Kepala Desa, maka 
diharapkan pula kensjafan dam keichlasan dari pendjabat? tersebut 
didaiam melaksanakan segala apa jang ditentukan. Untuk itu tidak 
berkelebihan kiranja djika, dis mping “usaha penerangan tersebut 
diatas, kami mengharapkan djuga bantuan dari pendjabat2 Pamong. 
pradja selempat akan penjelenggaraan pengawasannja, 

Djakarta, 7 Maret 1960. 
MENTERI AGRARIA, 
Mr. SADJARWO 
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Lampiran : 3 Tjontoh. 


TJONTOH: A. 
NOx sa50nna/ 10 Lenka (1) 
SURAT PERDJANDJIAN BAGI — HASIL 
Pada hari ini tanggal ......... bulan ......... tahun 1900...... (2), 
kami jang bertanda.tangan dibawah ini : 
Ia sekannn (3), bertempat tinggal didesa ......... Ketjamatas ......... 
| Kewedaraan ............ jaitu sebagai ......... (4) tanah ......... (5) 
| jang terletak didesa ......... ketjamatan ......... luasnja ......... 
jang terletak didesa......... ketjamatan ......... luasnja ......... (8), 
tertjatat dengan nomor persil ......... (7) dengan batas2: Utara 
PN TG Timur ........... Selatan ............ Gan Barat ............ 
selandjutnja anta perdjandjian ini disebut PEMILIK: 
II: soda (8), bertempat tinggal didesa ......... ketjamatax ......... 
Kewedanaan ......... pekerdjaan (9) ......... , selandjutnja dalam 


perdjandjian ini disebut PENGGARAP: 


mengadakan perdjandjian bagi-hasil mengenai tanah tersebut di. 
atas, dengan ketentuan? sebagai dibawah ini : 


1. Perdjandjian ini dadakan untuk .......o.... (10) tahun dan 
dimulai .......... hingga ............ 
2, G@. Bibit akan diberikan oleh ............ (11) sepanjak ........ Ssi 
b. Pupuk akan diberikan oleh ......... (11) berupa pupuk ...... 
sebanjak ............... S 
C. Biaja ternak akan dihajar oleh ............... (11). 
.G@.. Biaja tanam akan dibajar oleh ............... (11). 
e. Jang tersebut calam angka 2 a, b, c dan d diatas akan me. 


nerima kembali biaja jang dikeluarkannja masing2 itu tanpa 
bunga, jang akan diambilkan dari hasil-kotor tanah tersebut. 


Pembajaran zakat kami atur sebagai berikut ...........Jc....... 
Padjak tanah dibajar Oleh... (12). 

5. Jang akan memsnuhi kewadjiban desa berupa ............... (13) 
ialah Tendandaa Hasan (14). 


sa 


6. @, Pembagian hasil.tanah, jaitu hasilikotor setelah dikurangi 
biaia2 tersebut pada angka 2e serta biaja panen, sesuai 


dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah ...........oococoo 
Ban MA SN Na Pp TLO1: ena nan Kama slan (15), kami atur 
sekagai MEMIKTAL non kewan nu sawaaua 
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b, Djila dikemudian hari terdjadi perubahan dalam Keputusan 
Bupati/Kepala Daerah mengenai penetapan imbangan pem. 
bagian hasil-tanah tersebut diatas, maka perubahan itu akan 
berlaku pula terhadap perdjandjian ini. Artinja pagian kami, 
pemilik dan penggarap, masing2 akan diatur sesuai dengan 
peretapan jang baru darj Bupati/Kepala Daerah itu (16). 


8. Mengenai hal? lainnja maka terhadap perd'andjian ini berlaku 
ketentuan2 dari 'Undang2 No. 2/1960 tentang ,,Perdjandjian 
bagi.Fasil” dan Peraturan? pelaksanaannja serta peraturan hu. 
kum.adat setempat, sepandjang jang terachir ini tidak berten. 
tangan dengan Undang tersebut. 


Maka surat.perdjandjian ini aselinja dibubuhi meterai Rp. 3,— 
dan disimpan oleh Kepala Desa, sedang kami, pemilik dan peng. 
garap merdapat turunannja dari Kepala Desa. Oleh karena pemilik 


Pesan Naren Dae (18), maka surat-.perdjandjian ini ditanda.tangasi 
OLOh saben erwnonna (19), bertempat tinggal didesa ............... ketja. 
Matan -.. Less kewedanaan .........o... (20) dari pemilik. 
Kami jang tersebut diatas : 
J. PEMILIK II. PENGGARAP 
(21) | (21) 
Jemaat Saksi-saksi: NN NN 
PN 0 (22) (22) Henna mana 


Perdjanajian ini dibuat dan ditanda.tangani oleh pemilik, peng- 
garap dan para saks. dihadapan saja ................ (238), Kepala 
Dea aa pada tanggal .............. Kas Adapun isi daa 


maksudnja telah saja djelaskan pena mereka. Lembar jang asli di. 
bubuhi meterai Rp. 3,—. 


SA (24) son aaa 
| NO -2n0snn JA 9 kena (25) 
Disahkar/ditolak pada tanggal |... 
Ditolak dengan ala8an .........naaaa (26) 
anta Mean 
aan (2): nnenaa 
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BN la naa 


cI TI oo | 6 8 0. 


| | B33UTH unye, | IP 
"ON Te33ueL /em deg sfuseng d0 

UB3U810)9 1 
UreT- Ten yeuref,.t, USIOo wexyesid | uerfpuefpiod efusureg WEygIsey-L3eg1 
aa Pa N ANA Lana Naam 


TISVH-IOVA NVIANVYIGNTId EVO Nang 


"aa Naa uan 


sa Hm P3 Had Sd Aa Aa SS YA du II Aa 


TJONTOH : B. 


De ea ank Dnnen aan 
Ket JANALAN £ uban nana 
Daerah Swatantra Tingkat II : ............... ...ooooocooo 


No. urut Tgl. diada- 
menurut kannja per- 
tahunnja djandjian 


Nama 
pemilik 


- 


1) 


Pa 


2) 
(3) 
4) 


Tn 


(6) 


an 


(9 
8) 


an 


(10) 


(11) 


(12) 


(13) 


(14) 
(15) 


(18) 
(17) 


KETERANGAN : 


Diisi nomor jang sama dengan nomor dalam Buku.register 
Cesa (Tjontoh B). 


Diisi tahunnja dengan huruf, misalnja ,,enampuluh”. 
Diisi nama jang membagi-hasilkan. 


Dalam kedudukan apa ia berkuasa atas tanah itu. Misalnja 
diisi : pemilik, pemegang gadai, pen-ewa atau lain sebaganja. 


Diisi tanah ,sawah” atau tanah ,,kering” (darat, tegal). 
Seorang penggarap hanja (boleh mempunjai tanah.garapan 
paling luas 3 hektar. Djika melebihi 3 hektar (tidak boleh lebih 
dari 15 hektar) diperlukan izin dari Tjamat, 

Kalau ada diisi nomor persilnja menurut daftar.tanah desa. 
D'isi nama penggarap. | 


Penggarap haruslah seorang petani. Kalau penggarap itu 
suatu koperasi-tani atau koperasi.desa maka diperlukan izin 
dari Bupati, sedang kalau badan.hukum lainnja dipenlukan 
izin dari Mente:i Agraria. 


Untuk sawah djangika.waktunja paling sedikit 3 tahun dan 
tanah.kering 5 tahun. Dalam hal2 jang luar biasa diperboleh. 
kan kurang dari itu, tetapi memerlukan izin dari Tjamat. 


Diisi ,pemilik” atau ,penggarap” menurut apa jang dise- 
tudjui. ! ' 


Harus dibajar oleh jang mempunjai tanahnja, Tidak boleh 
dibebankan kepada penggarap, ketjuali kalau penggarap itu 
sendiri jang mempunjainja. 

Sebutkan kewadjiban? jang dimaksudkan itu. 

Sebutkan nama jang memikul beban? kewadjiban itu, 


Diis: tanggal dan nomor Keputusan Bupati jang menetapkan 


imbangan pembagian hasil.tanah sebagai jang dimaksud dalam 


pasal 7 Undang? No. 2/1960. 
Sjarat ini harus selalu dimuat dalam TTAP surat-perdjandjian. 


Dapat ditambahkan sjarat2 lain jang dianggap perlu. 
1165 


(18) 


(19) 


(20) 
(21) 
(22) 


(23) 
(24) 
(25) 


(28) 
(27) 


Hania diisi kalau pemilik tidak dapat menandatangani sendiri 
sural.perdjandjian ini. Diisi apa sebabnja ia tidak dapat me 
nandatanganinja sendiri misalnja : belum dewasa, sakit keras 
atau sudah amat tua. 


Diisi nama jang menandatangani surat.perdjandjian ini atas 
nama pemilik, 


Diisi misalnja ,,wali” atau ,,kuasa”. 

Tandatangan atau tjap ibudjari pemilik/penggarap. ") 
Tancatangan atau tjap ibudjari para saksi, serta namanja 
masing2, 

Diisi nama Kepala Desa. | 

Tanda.tangam dan t'ap djabatan Kepala Desa. 


Disi nomor jang sama dengan nomor dalam (Buku.register 
ketjamatan (Tjontoh C), 


Kalau ditolak hendaknja disebutkan alasan penolakan itu. 
Tanda.-tangan dan tjap djabatan Tjamat. 


. 


#) Tanda-tangan pemfYik diatas meterai Rp. 3,—. 
Turunan tidak ditanda-tangani oleh pemilik, penggarap dan pada saksi, te- 
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tapi diberikan oleh Kepaia-Desa. 


LL ma ma AA LA aa MA LA Aa aa aa aa 
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